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KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIE [NDONES[A,

. bahwa Indonesia merupakan negara hukum  yang

berdasarkan Pancasila danm Undang-Undang Dasar
Megara Republik  Indonesisn  Tahun 1945  vang
rieryumbng tinggl hak asast manusia dan menjamin
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
Fukum dan pemerintahan, scrta menjunjung hukum
dan pemenntahan dengan tidak ada keccalinva untuk
mevayjudkan kepasuan, keadilan, dan kemenfaatan
hukum;

. bahwa untuk mewwjudikan kepastian, keadilan, dan

kemanldslan hukum, diperlukan pembaruan hukum
acara pldana yang mencerminkan nilay yang hidup dan
berkernbang dalam masyarakat serta memperbatikan
perkembangan hukum internasional;

. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan

untuk menciptakan supremas) hukum, menjamin hak
tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban
tindak pidana, serta mewyjudkan miglem peradilan
pidana terpady yang memperkuat lungs, Lgas, dae
wewenang aparat penegak hukum vang selaras dengan
perkembanpan Hetatanegaraan dan kemajuan tekoolog
inlormasi;

. babwa Undang Undang Momor & Tahun 1981 tenlang

Hultum Acara Pidana sudah tidak sesual dengan
perubahan sisietn kelatanegaraan, perkembangan
hukum dalam masyarakat, dan kemajuan telknolog

informast, sehimgga perlu digants;

e, bahwa .
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. kahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurut a, bral b, hoaedl o, dan
buruf d, perlu membentuk Undang-Tmedang lentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan Fasal 28D
ayval [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia
Tahun 1945,

Dengan Perscoujuan Bersama

DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONIEETA

Menctapkan
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PRRESINEN REPUBLIK INDONESA

MEMUTUSKAN:

UNMDANG-LNDANG TENTANG KITAB UMDAN{? UNDAN(:
HURUM ACARA FIDANA.

EAR |
EETENTUAN L'MUM

Fasal 1

Dalatn Unclang-Undang ind yanp dimaksod dengan:

L. Penvidik adalah penvidik Kepolisian Negara Republik

Indomnesia, penyidik pegawal negerl sipil, atau penyvidik
lerlenty yvane thben kewenanpan oleh Undang-Undang
uniuk melakukan penvidikan.

. Penidik Kepolisian Negara Hepubbk lndonesia vang

selamurnya  disebut Penvidik Polri adalab pejalbsn
Kepolisian Nepara Republix Indonesia vang  dilercd
Kewenanpan aleh Undang-Undang unlubk melakukan
petyidiltan.

A Penvidik . ..
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Fenyidik Pogawar Negeto Sipil vang selanjutnya disinpkat
PPNS adalah pejabat pegawal negerl sipll yvanoe diben
kowenangan untuk melakukan penvidikan berdasarkan
Undarng-Undang vang menjads dazar hukumnya.

- Peniyidik Tertentu adalal pejabat suaty lembaga selain

Fenyidik Polri dan PPNE vang diberi kewensngan untak
melakukan penvidikan berdasarkan Undang-Undang
vang menjadi dasar nikumnya,

Fenyidikan  adalall  serangkaian  tindakan  Penyidik
untuk mencart dan mengumirilkan alat bukti guna
membuat erang dmdak pidana, serta menemukan
tersatipla.

Penyiddik Pembanlu adalah pejabat Kepolisian Negara
Eepublik Indonesis yang diben kewenanpgao lerlentu
uniuk meolakukan Penvidikan.

. Peoyeldik adalaby pejabar Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau pejabal lain vang berdasarkan Undang-
Undang  diben kewenangan untuk  melakukan
penyelidibean,

Penyclidikan adalah seranpkaian tindakan Penvelidik
untuk mencan dan menemuokan peristiva yang diduga
selrapal lindak pidana guna menentukan dapar atauy,
tdakoya  hilakukan Pomvidikan menurur cara yang
diatur dalam Undang-Undang in.

. Jaksa adalah pegawal neperi sipll denean jabatan

tungsional vang rierniliki kekhususan dan
meclaksanakan  iugas, funest, dan  kewenangannya
berdasarknn Undanp-Undang.

Periniul Umuom adalah Jaksa vang diberi kewenangan
unluk  melakukan  penuniitan dan melaksanakan
penctapan hakim.

Penuntutan adalah Lindakan Penuntut Umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke peneadilan negeri vang
berwenang uniuk diperiksa dan diputus alch hakim d
sldang pengadilan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara vanp diber
kewchahgan Lotk menerima, memeriksa, mengadil,
dan memuils perkara pidana.

1.3, Meogadili L.
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Mengadili adalab serangkaian tindakan Hakim unfuk
meneritna, memeriksa, dan memutus perkara pidana
berdasarkan asas bebas, Jupr, dan cidak memihake di
sidang pengadilan dalam bal dan menurut cara vong
diatur dalam Undang-Undang ini.

Upayva Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum
berupa penclapan tersangka, penanglapan, penahanan,
pengeeledahan, ponvitaan, petneriksann SUTAL,
prrvadapan, perablokiran,  serta larangan bagi
tersanegka atau  terdakea umiuk keluar  wilayvah
[ndoncsia vang dilakubkan herdasarkan ketentuan dalam
Undang-LUncdang m dalam rangka Kepeniingan
penepakan hukum.

. Praperadilan  adalah kewenangan pengadilan neger

untuk memcriksa dan oemotus keberatan yvang
diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban
ataly keluargs korban, pelapor, atau adeokst alau
pembert bantuan hukuom vang dibert kuasa untuk
mewakilh kepontingan bukum fersangha atau korban,
atas tindakan Penyvicdik dalam melakukan Penvidikan
atau  ttndakan Penanlbul Dmum dalam melakukan
Penuntulan menarat cara vang diatue dalam Undang-
Undang ini.

Fengakuan Bersalalh [Plea Bergeing adalah mekanisme
hukwm bag terdakwa untuk menpakui kesalahannya
dalam suar tinduk pidana dan  kooperatil dalam
pemeriksgan dengan menyampalkan bDukte yang
mendukung penpakuannya dengan imbalan Kermgarnan
hukuman.

Perjanjian Penundaan Penuntutan [Deferred Prosecution
Agreetient] adslah mekanisme hukum bagl Penuntuf
Urnlm untuk menunda Penuntutan terhadap ferdakwa
yang pelakunya korporas.

Purusan Penpgadidan adalaly perbvataan llakim yang
divcapkan dalam sidang pengadilan terbuka, vang dapat
berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan
lcpas dar segala tuntutan hukuen, pulusan pemaafan
Hakim, atau putusan beeups lirndakan,

19 Pulusan . . .



SK No 273599 A

19.

201

21,

22

23

24,

FRESIDEH
REPUBLIK INDCONESIA

5 -

Putusan Petnaalan Hakim adalah perovataan Hakim
vang diucapkan dalam sidang pengadilan terbubka vang
tochivatakan terdakwa terbukel bersalah, tetapi Kacena
nngannyya perbuatan, keadaan proibadi pelaku, atau
keadaan pada waktu dilakukan tincak pidana serta vang
terjiadi kemudian, Hakim tidak menjatubhkan pidana
atan tirwdakan derngan mempertimbangkan seg keadilan
dan ketnarisidan.

Upava Hukum adalaly hak terlakwas ataw Penancut
Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan vang
berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak
terpidana unilk mengajuksn permohonan peningalian
kemmbali dalam hal serta meourut cara yaong dialur
tlalam Undsne-lUndang iaL

Keadilan Resteratit adalab pergdekatan dalam
peoanganan perkara rindak pidana yang dilakakan
dengan mehbatkan para pihak, baik korban, keluarga
kKewlvan,  tersangka,  keluargy  tersanpgka,  ferdakowa,
keluargs terdakwa, dan/aran pilbak bain yang teckaie,
vang beriujuan mengupayakan  pemulihan keadaan
scmula,

Advokal adalah vrang vang berprolesi memberi jasa
biubourn Btk o dalam mauwpun di luar peogadilan vang
memenuhl persvaratan berdasarkan ketenduan Undang-
Undang vang mengetur meogenal advokat, dan/atauw
erang vang dapat membernkan jasa hukwn baik di
dalam mavupun i luar pengadilan scbagar bagan dari
penpatwlian masvarakat untuk memberikan banidan
hukum cuma-cuma berdasarkan keterniusn peraluran
perundang-undangan.

Pembimbang Kemasyarakutan adalah petugas
pemasvarakatan  vang  melaksanakan  penehtian
ketnmavarsnkalan, pendampingan, pembirlingan, dan
prigawasan terhadap klicn, bak dr dalam maupoe di
luat proses peradilan pidana.

Jasa Hukum adalah jasa yvang diberikan Advokal yang
rielipull memberikan konsaltasi hukum, menjalankan
kuasa, mewakill, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepenunpan
hukum tersangha atau tecllakwa.

25 Bantuan . . .
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Bantuan Hukum adalah Jass Huykum yang diberikon
secara cutha-cuma nleh Advokat alau pemberi bantoan
hukum kepada tersangka. terdakwa, polapor, pengadu,
taksl, alau korban vang tdak roampa.

. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaps hantuan

hukum atau organisasi kemasvarakatan yang memberi
lavanan Bantuan Hukum berdasarkan Undong-Undang
mengenai Banilan hukum.

Fendamping adalah crang vang dipercaya dan memiliki
kompetenst mendampingi kovban datam mengakses hak
atay penanganan, pehndungan, dan pemulihan.

Tersanpka adalah seseorang vang karena perbuoatannysa
atan kesdaannya, palut diduga sebagal pelaku tindak
pirlana berdasarkan nanimal 2 (dua) alat bakli.

Terdakwa adalah Tersanghka yang dituntut, diperiksa,
dan diadili di sidang pengadilan.

Terpidana adalah Terdakwa vang dipidana berdasackan
Putusan Pengadilun vang telah memperoleh kekuiatan
hukum fetap.

Penetapan Tersangka adalaby  proses penctapan
scscorang menjadi Tersanghka setelah Penyndik berhasil
metgumpilkan dan memperoleh kejelasan terjadinye
tinclak pidany bherdagsarkan minimal 2 {dua) alat bolai.

Penangkapan  adalalhh  tindakan  Penywlik berups
pengckangan sementara wakig kebehasan Tersangka,
Terdalwa, atau Terpicdana berdasarkan minimal 2 (dua)
alat bukti untuk kepentingan Penvidikan, Penunturan,
danatag pemeriksaan di sidang pengadilan.

Fenahanan  adalah penempatan Tersangka  alau
Terdakwa di tempat fecteniu oleh Penyidik, Penuntut
Limum, atag Hakim denpan penelapannya.

Penggeledahan  adalah vindakan Penvidik untuk
melakukan pemeriksaan alss objek yane dimiliki atau d
bawah penguassan seseorang terkait undak  pidana
unluk kepentingan pembukian pada tahap Peayidikan,
Penuniulan, danfatsu pomeriksaan i sidang
penpadilan.

459, Punvitaan ...
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3. Penyitaan adalah tindakan Peoyidik untuk mengambil

alhih danfalan menyimpan di bawal penpuasaannya
alas benda berperak atau tdak bergerak, beewoujud atlal)
tidak berwujud, antak kepemiingan pembuktian dalam
Menwvidikan, Penuniutan, dzanfatan pemeriksaan di
sidang pengadilan,

Perrvaclapan  zdalah  kegiatan  antuk mempecoleh
inlormast pribadi vang dilakukan secaca rahasia cdalam
peocpakan hukum  denpgan cara mendenegarkan,
mecrckam, membelokkan, menghambat, meongubah.
menyatmbunpkan,  memasang  alat pada jaringan,
mermasang alal perekam secara tersembunys, danfatan
mencalal  transmist  informasi elektromk danfatan
dokumen elekironik, dengan menppunakan juringan
kabel komunikaszy, jaringan  nirkabel, alau melalol

laringan sisermn ntormasi eleklronik internet. scsual

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan weknalogi.

Pembilokitan adalah lindakan untuk mencepah akses
prngeunaan datau pemindalian sesuail lerhadlap harla
kekavaan, bukti kepemilikan, iransaksi perbankan,
alkun platform danng, informasi clektronik, dokumen
elekironik, ataw produk adonmistratild lainova uorak
sernenlara waklu vang  dilakukan  atas  perindah
Pernadik,  Pepunour Umum, ataw Iakim dengan
PnCtapannyi.

Informasi Elektrennk adalah dala elekironik yang telah
diclah  dan mermiliki acli tertentu scsual dengan
ketenluan peraturan perundang-undangat.

Dokumen Elekironik adalah Informas Elekroronik yang
dibuat, diteruskan, dikrimkan, diterima, disimpan,
dilihat.  ditampilkan, danfatau didengar melalai
komputer atau sistam cleklronik vang memiliki makna
arauw arti lerleniy sesudl denpan ketentuan peraturan
perundang-umelangsn.

40, Teriangkap Tenean adalah tertangkapnya seseorang

pAda wakiiu:
a. sedanp melakokan tindak pidana;
b. beberapa saat sctelah tindak pidana dilakukearn,

¢, sczaat kermmudian discrukan oleh khalayvak ramai
schapal orang yang melakukan tindak pedana; atau

ol sesaul L.
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d. sesaat kemudian padaoya ditermukan bencdla vang
diduga keras telah dipergunakan unluk melakukan
tindal pidana vang menunjukkan babwa dinimys
adalab pelakunya, rat melakoukan, atao
membantu melakukan tindak pidana.

Gantl Kugl adalah hak sescurang unluk  mendapat
pemenuhan alas tunrutannyd yang berupa scjumlah
nang Karena ditanpkap, ditahan, ditootut, atag dadd
lanpa alasan yang sah bordasarkan Undang-Usncdang,
karena kekeliruan mengenal oranghya, atad karena
kekelirwan meongenan hukum vang direrapkan.

Mehabilitast adalah hak seseorang uniuk mendapat
pemulihan haknya  sesual dengsn kemampuan,
kedudhukan, dan  harkal serta martabatnya  vang
diberikan pada tahap Penvidikan, Penuniunan, atan
pemeriksaan di sidang penpadilan karena ditangkap,
ditahan, dituntul, atau diadili wanpa alasan yung
berdasarkan  Undang-Undang, karena  kekeliruan
tnengenat nrangnya, Alau karena kekeluaan mengenai
hoabourn yane dilerapkan.

Restitust adalah pembayaran ganti rugi vang
dibcbankan kepada pelaky alsu pihak ketga
berdazarkan penetapan atau Putusan Penpadilan vang
berkekuatan hukum terap, ataz keoruman  materiel
dan/alau imaterie]l vang diderita korban ataa ahli
WACISNYAE,

kompensast adalah panty rugn vang dibenikan olch
negara karena pelakol tidak mampu memberikan gant
rupn sefenuhnya yang menadi tangpung jowabnya
kepads korban atau keluarganva.

. Laporan adalah pembentahuan vang disampaikan oleh

segcorang kepada Penyelidik, Penvidik Polri, PPNS, atau
PPenyvidik Tertentu menpena 1elah legadinys poristiva
pidana, sedang terjadunya peristiva pidana, =ta1 didugpa,
akan terjadinya perstiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberiiabilean diserlal permintsan
oleh pihak yang berkepentingan  kepada Penvelidik,
Fenyidik Polri, PPNS, alau Pensidik Teortentu untuk
tnenindak  menural hukum  seseorang vang  tolah
trelakulan odak pedans aduan vang meragikaninya,

47, Saksi . . .
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Sakst adalah seseorang vang membemkan keterangan
MenECTal pensowa pidana vang ia dengar sendion, 14 Lhal
genderl, dan ia alami sendiri, Alau orang vang memiliki
dan/aluy menguasal data dan/atau mformasi yvang
herkaitan dengan perkara vang sedang diperiksa puna
kepenlingan  Penyelidikan,  Pemvidikan,  Penunfuran,
dan/atau pemeriksaan de sidang pengacdilan.

Keterangan Raksi adalah alat buakn Jdalam perkara
pidana yang berupa kelerangan dan Saks pada tahap
Penvelidikan,  Penyidiken, Penuanoatan, dangfatau
pemeriksasn 41 sidang peogadilan.

Penerjemah Tersumpah  vang  selanjulnya diseb
Penerjemah  adalah  orang  ataw individa  vang
memnunyal keahlian dalam menghasilkan whnemahan,
yang lelah dimppkal sumpah eleh pemerntoh atau
lernbaga vang berdcnang,

Korban adalah scscorang vang menpalarm penderitaan
fisik, mental, dangatau kerugian  ehonomi yang
diakibatkan oleby soarw tincdak pidana.

. Ahl adalah sesenrang yang memiliki:

A, penpelzhuan dalam bidang tertentu vaneg
dibuktikan dengan jjazah akademik ataw sertifiloar
tertentu; dan/ atau

b. penpalaman dan keterampilan khosius vang lerlkail
detipan periiliwa pidana.

Keterangan Ahll adalah alat bukt dalam perkara pidana

vang  berupa kelerangsn dart Akl pada tahap

Penyehidikan,  Penvidikan, Penontutan, dangfdataa

pemcriksaan di sidang pengadilan.

Keluarga adalah seseorang yang memiliki hulniongan

keluarga sedaral atan semerds sampai dergjal ketiga,

atwl bulimgan silami slaw sinn meskipun telah
bercerdal, dengan orang vang  torlibar dalam
sualy porkara pidana  schbapaimana diatur dalam

Undang-Undang int.

. Penvandang  LDisabilitas  adalah  setiap  orang  vaog

menpalami  keterbatasan  bsik,  inteleltual, mental,
dan/atau scnsorik dalam jangka wakmo lama vaong
dalam bennteraks: dengan hngkungan dapar mengalami
hambatan dan kesualitan ontuk Lerpartisipasi secars
pernah dane elektf dengan wangs  negard lsinnys
herdasarkan kesamadn hak,

03, Warpotasl o ..
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Korporas) adalah kumpuilan tecorganisasi darl orang

danfatau kekavaan, baik merupakan bodan hukum
vang  berbemiuk perseroan terbatas,  yvavasan,
petkumpulan, koperasi, badan usaha miik nepara,
badan usaha milik doacralh, badan uzaha milik desa,
dtau  yang disamakan dengan dtd, o malpun
perkumpalan yaog tidak herbaclan hukum atao badan
usaha vang bertrentuk Orma, persckutuan komanditer,
alan yvang disamakan dengan it

Harl adalah 24 {dua puluh empat] jac.

Bulan adalab 30 {riga puluh) Hart.

Pasal 2

Beara pidana dilaksanakan hanyva berdasarkan tata
cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Acara pudans dilaksanakoan deopan sistem peradilac
pidana terpadu atas  dasar  prinsip o dilerensias
lungsiomal vang menckankan fiogsi Penyidikan pada
hepolisian  Nepara Republik Indenesia, Penuntutan
pada Jak=a, pemeriksaan pongadidan pada Halorm,
Ahvakal vang membernikan Jasa Hukutn dan Banruan
Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana
secars profesional dan proporsiomal secla Pembimhbing
Kemasvarakatan vang melaksanakan Iings pembinaan
terhadap narapidans dan Terpidana,

Pasal 3

Fuang lLngkup  berdakunyva Undang-Undang  ind
dimaksudkan untuk melaksanakan tara cara peradilan
piana dalam lingkungan peradian umum pada semua
tabap poradilan.

Ketentuan dalam Undang-Undang imi dimaksudkan
untuk  melaksanakan talg cars peradilan pidana
lerhadap sehirab tmdak pudana, kecuali diatar lam
dlalam Undang-Undang.

Fausal 4 . ..
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PFasal 4

Acara pidana vang diatur dalam Undang-Undang i
dilaksanakan dengan perpaduan anlata sistem Hakim akoif
dengan para pihak berlawanan secara benmbang dalam
pemeTiksaan di sidang pengadilan.

AR 1]

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

(1)

(2

Bagian kesatu
Petivelidik

FPasal 5

Penyelidil barena kewmjibannya IR TPy El
WOWCTIATIE!

a.

1.

i].

mencerima Laporan ataw Pengaduan dari seseorang
menpgenai adanya  tindak  pidana baik  secara
tertuliz mmauplie melalur oedia elekomuoikas
clarfataly medis elekironik;

mencarl, meongumpulkan, doan meonpamankan
keterangan dan barang bukti,

menvuruh berhentt seseorang vang dicurigai dan
menanyakan serta memerikss ands pengenal i
melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas
danfatau  rpukan  boagl kebutuhan  khusus
prrempuan dan kelom ok rentan: dan

mengadakan tindakan lain menuror hukum yvang
bt rtanggutg janmats,

Fenvelidik alas perintwh Penyidik dapat melakukan
tindakan berupa:

th.

b

Penangkapan, laranpan momngealkan  tempad,
Penpecledahan, dan Penahanan;

pemeriksaosn dan Penyitaan =urat;

mengambll sidik  par, melakukan  identilikas,
metnotrer sescorang, dan mengambil data focensik
sesprang, dan

mernhawa  dan menghadapkan  sesencang  pada
Pervadik.

(4 Penyelidik . ..
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Fenyelidik membuiat dan menyampaikan laporan hasil
pelaltsanaan wewenang schagaimana dimaksud pada
aval {1] dan lindakan schagaimana dimaksud pacda
ayal (2) kepada Penvidik.

Punyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas
di scluruh wilaval hukum Negara Kesatuan KHepublik
Indonesia  sesuei  dengan  kelcntuan  peraturan
peruntdang-undanpan.

Baman Kedua

Fenyidik dan Penvidik Pembantu

I*arzpraf 1

Pevvicik

Pasal &
Penvidik 1erdiri atas:
a.  Penyidik Polrt;
b, PPNS: dan
<. Penyidik Terlentu.
Fenyvidik Polri sebapdimana dimaksod pada aval [1)
barul 5 merupakan Penyidik urama vaog diber

kewenangan uniuk melakukan Penvidikan lethadap
semua tindak pidana.

Svarat kepangkatan, pendidikan dan polatihan, serta
scrtifikasi bag Penyidik schagaimano dimaksud padia
ayvat [1} dilaksanakan sesual denpan keteniuan
peraluran perundang-undangan.

Pazsal 7
Petvyicik mempunyal lupas dan woweanang:

a. roenerima Laporan atau Pengaduan dan
SEHCOTANY Mengenal adanya tindak padans;

1. mencar dan mengumpulkan serta mengamankan
alat bulets;

., melakukan tindakan pertames di tkempat kepadans

d menyuruh oL
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d. menvuruh berhentl seseorang dan  memeribess
sural  atag tanda pengenal dinn yang
bersangkutan,

2. mencari orang vang didups melakukan tindak
pidana untuk menelapkan Tersangka,

t.  melakukan Upava Paksa,

g, mengambnl  sidik jan,  melakukan  identifikasi,
memotret seseorany, dan mengambal data forensik
5it!5i.l.'[l-l'.'—.|]'1g;_

h. mendatangt orang yang berhubungan degpgsn
lindak pidana untuk dipenksa dan  didengac
ketcrangannya,

1. memanggl orang unik diperikss dan didengar
kKeretangannya  sebapar Saksy, Ahll, ataw
Tersamgka:

1 melakukan  pocnghentian Penvnidikan dengan
mcmbcritabhukan kepada Pernuniue Umum;

k. melakukan  penvelesaian perkara melalud
mekanisme Keadilan Restoradf;

I trenelapkan Tersangka scbagal saks mahkota;

r. menerima Engakusn bersalah;

n. melakukan asesmen dan mengupayakan lasalitas
danfatau  rujukan bagn kebuluhan khusus
peretnpuaty dan kelompok rentan; dan

0. melakikan tupdakan lain sesual dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan.

FPNS dan Ponyidik Terteniu mempunyal wWewenanyg
berdasarkan Undanp Undang yang menjadi dasar
hukummaya.

PPNS dan Peroadik Terlentu dulam pelaksanaan rugas
dan wewenangnyva berada di bawah koordinasz: dan
menpawassan Penyidile Polr.

NS dan Penwnidik Tertentu dalam melslksandban
lupas dan wewenangnya wajib berkocrdinasi dengan
Penvidik ol sampai dengan peoyeraban berkas
perkara kepada Penuntut Umuen.

keordmas dan pengawasan sebagairnana dimaksod pada
avot {3 dan ayat 1) dikicuabkan unogk Penvidik di
Keojaksaan Republk Indonesia, Komisi Pemberantasoan
Tindak Pilana Korupesi, dan Tenlars Nasional Indoncsia
Anplkalan Laul sesia denpan kelentuan Undang-Undang,

Pazal s . ..
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Hazal K

{1] Peovidik memloiat berila arara pelaksanaan tndakan
Yiang sesuai denygsn hewenangannva.

(2] Peovulik menyerahkan berkas  perkars kepada
Penuntut Umum.

(31 Penyerahan berkas perkara vang dilskukan aleh PENS
atau Fenyidik Terrenlu didakukan melalol Penyidik
Folrt untuk kemudian  sccara bersama-sama
menyerahkan  berkas  perkara kepada  Perunlul
Lmum.

(4 Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh
Fenuntuc Umiym, Penyidik menverahkan Tersangka
dan barang bukl kepads Penuntut Umuam.

Fasal 4

Fenyidik  berwenang melaksanakan  tugas di seluruhb
wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai denpan
ketermuan Undanpg-Undang.

Paragraf 2

Penvidik Pembantu

Pasal {3

Penvudik Pembantu mempunval wewenang seperii Penyidik
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7 oayat (1), kecuali
mengenal  Fonahanan  wvang  wajib diberikan dengan
pelimpaban wewenang Jdaci Penyidik,

Pasal 11

Fenyiclik  Pembantu membuat berila acara dan
rnenyerahkan berkas perkara kepada  Penyidik, keouall
perkara dengan acara pemerikazaan singkat yanp dapat
langsung discrabkan kepada Penuntue Umum,

Fasal 12 . ..
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Pasal 12

Ketentuan mengenai syaral dan lala cara pongangkatan

dat

pemberhentian . Penyidik  Pembantu  sebagaimana

clirmakswd dalam Pazal 10 dan Pasal 11 diatar dalam
Peraturan Pemerintah.

(L)

(2

[31

{4

(1)

(2}

(3

Baman Keliya

Fenyelidikan

Pasal 13

Penyelidik vanpg menpgetalng atan menerima Laporon
atau Pengaduan lerjading suatu ponistiwa yang patut
diduga  merupskan  tndak  pidana wapb  segora
melakukan tindakan Penyclidikan yang diperlukan.

Penvelidikan scbagawnana dimakswd pada ayat (1)
walib dilengkapr sural perintah Penyelidikan,

Dalam hal Teclangkap Tangan tlanpa monunggu
perinlah Penyidik, Penvelidik walb segera melakukan
tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5
aval (1] dan ayal {2).

Feovehdik wajib membaiar berita acara mengenod
tUndakan sebagoimans dimaksud pada ayot (1) dan
aval (2], serta melaporkan tindakan tersebul kepads
Penyidik.

Fasal 141

Laporaty atal Penpadiian yang digjukan seoara tertulis
harus ditandatangam oleh pelapor atau pengadu.

Lapraran atau Penpaduan vang diajukan sccara lisan
harus dicatat olebh Penyelidik dan ditandatangsm oleh
pelapor atau penegada dan Penaelidik.

Dalam hal pelapor atsu pongado adak dapat menuls,
hal tu harus discbutkan sebagay catatan  dalam
Laporan atau Pengaduan tersebut.

Pasal 15 . ..
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Prasal 15

Dralam melaksanakan 1ugas Penyvelidikan, Penyelidik wajib
menunjukkan lapda pengenalnva

Pasal 16
(1] Peaveldikan dapal dilakukan denpsan cara;

w.  pengolahan tempat kejadian porkara:

b, pcngamatan:
. WwWawancarda,

d. pembuniatang
L ey Aalflaran,

t.  pembehan terselubung;

T penyerahan i bawah peogavasan;
b pelacakan;

. penelilian dan analisis dokumen;

1. mendatanpl ataw mengundang seseorang uniuk
trempereleh keterangan; dan/ alau

k. kegian lam yang tdak bertentangan dengan
kuetentuan peraluran perandang-undangan.

(2] Basaran Penyelidikan meliput:
oTang,
b.  benda atau barang;
. Tetnpsan,
o, penstiws/kejadian; dan/atoo

e.  keglatan.

Pasal I7F

{1]  Hebelam melakukan Penyelidikan, Penyelidik wajib
membuat retcana Penyebichikar,

2]  Rencana Penyelidikan sehagaimana dimaksad padn
avatl (1] digpukan ol:h Penyelidik kepada Pomndike.

(3} Hencana . - .
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Rencana Penyelidikan sebagsimans dimaksud pada
avar i) munimal memuaait:
4. surat perintah Penvelidikan,

b, jumlah dan idenlilas  Penyclidik yang akan
melaksanakan Penyelidikan;

. wbgek, saxargn, don targct hasi] Penvelidikan;

o, keylatan dan metode vang akan dilakukan dalar
Fenyelidikan;

v. pecralatan dan perlengkapan vang  diperlukan
dalam pelaksanaan Penyvelidikean;

[, wakiu  wvang diperlukan  dalam  pelaksanaan
Prnyelidikan; dan
£ kebutuhan anggaran Penyelddikan.

Pasal 18

Penyvelidik wajib membuat laporan hasil Penyvelidikan
secara tertulis kepada Penvidik.

Laporan sebagaimana dirmaksud pads avat (1] mimmal
mermuat.

A rermpal dan waktu,

L, kegiatan Penyelidikan;

. hasi Penyelidikan,

d.  hambatan; can

. pendapanfsaran

Prasal 19

(telar perkara terhadap hasil Penvelidikan
scbapaimana  dirmaksuld  dalare Pasal 18 ayat (1)
dilakzanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status
perstiwa  vang Jdimual  dalam hasil  Poovclhidikan
tneruprakan firedsk pidana alaw bukan tindak pidana.

Dalatn hal Penyidik memuatuskan status  peristiwa
sebagannana dimaksud pada ayat (1) menapakan
titwlak  peclans, Penvidik menmdaklanjuty  peristivwa
lersetnat ke tahap Peovidikan.

(3] Dalam . .
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Cralam hal Penvidik memuotuskan slaius peristises
sebagaimoana dimaksud  pads oaval (1) bukan
merupakan bndak pidana, Penvidik menghentikan
Penyelidikan.

Dalam hal Penvidik memutuskan  status  peristivg
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tindak pidana, namun hukan kewenangan Penvidik
vang bersangkurtan, Penvidik yang  bersangkutan
melinpabkan  herkas  porkara hasil Penvelidikan
kepatla instans yong berwenang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan 1ugas Penvelidikan, Penyehidik
dikoordinasikan, diswasi, dan diberi perunjuk oleh
Penyvidik Polrl,

kKelentuan  scbagaimana  dirmaksul pada avar (1)
dikcoualikan  untuk  Penyelidikaen di Kejaksaan
Hopublik [ndonesia, Komisi Pemberantasan Tindak
Fidana Kenuitpsi, dan Tentara Nasional [ndonesia
Angkalan Lauwl sesual denpan ketentuan Undang-
Lowlang.

Fasal 2]

ketentuan letnh lanp mengenm Penyclidikan sebapaimana
dimaksuel dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 cdigtur
dalam Peraturan Pemenintalh,

Bagian Kecmpat

Penvidikun

Fasal 22
Urluk  kepentingan  Penvidikan, Penvidik dapal
memanggill  atau mendatangl seseorang untuk
memperoleh keterangan ranpa sebelumnys memberd
status orang tersebul selwpal Tersangka atau Saksi

(2] Untuk . ..



SK No ZTi613 A

(2]

(3

[#]

{3

1]

{2]

{3)

PREZIDEN
REPUEBLIN, INDOMESIA

BRI

Untuk kepentingan  Penvidikan,  Penyidik  dapal
menclapkan Tersangka sebagal saksd mahbola uniuk
membantu mengunpkapkan keterlibalan Tersangka
lanh yanyg peiul dipidans dalam perkara vang sama.

Dalamn menctapkan  sakse mabkota sebapainans
dimaksud pada avat (2], Penyidik beckoordinasi
dengan Penuntut Uroum dan ditiangkan dalam berics
acard.

Untuk  kepenlingsan  Penyudikan, Penyidik  dapat
rmensnms pengakuan bersalah dan Tersanpka denygan
diluanglkan dalam berita acara.

Dalam menerima pengakuan bersalah schagaimana
dicnaksged pada ayat 4, Penvidik  berkoordinas:
dergran Penuniut Umurmn,.

Pasal 23

Bellap nrang ydang mengetahu permufakatan jahai
unluk melakukan tindak pidana wajib seketilka i
juga melaporkan hal terselvar kepada Penvelidik atau
Penvidik.

Lapnirarn atal Penpaduan vang diggukan secara tertalis
kepada Penyelidik stan Penyidik harus ditandarangani
nleh pelapor atau pengadu.

Laporan atlau Pengaduan vang dianjukan secarad lisan
harus dwcatat aleh Penvelidik atan Penyvidik dan
ditandatangani oleh  pelapor  ataw pengadu dan
Penyeliclik atan Penyvidik,

Cklam hal pelapor atan pengadu tidak bisa baca Lalis,
hal 1w haras diselbwutkan seboagal cslatan dalam
Laporan atau Penpaduan wesebut.

Sctelalh menervima Laporan ataw Pengaduan,
Fenyelidik atau Penyidik harus meenberikan  sural
tanda penerim=an Laporan glay Penpaduan kepada
vang ersangkilan.

(& Dalam . . .
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Dalam hal Penwelicdik atau Penyidik tidalk menangpapi
Lapoman ataw Pengaduan, dalam jangka waktu paling
lana |4 [empat belas) Harn terhitung sejak Laporan
atau Pengaduan diterima, pelapor slau pengadu dapat
molaperkan Penvyelidik alaw Pepvidik yang  udak
menindaklamuri Laporan atan Peopaduan kepada
atasan Pepyidik atau pojabal  pengemban foops
prngawasan dalam Penvidilkan.

Fenyelidik ataw Penyidik dalam rmelaksanakan tugas,
fungsi, ran  kewenangannyan melampawl | atau
melangpar kelentuan peraturan perundang-undangat
atan kadde etk dikenal sankst administratf, sanksi
etik, atauw sanksl pidana seszuai dengan ketenigan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 24
Dalam  hal  Penvidik  menghentikan Penyidikano,
Penvidik membentahukan penphentian Penyidikan
kepada Penuntut Umum, Korban, Tersaneka, acau
Keluarga Tersanphka.
Penghentlian Penyidikan schagaimana dimaksud pada
aval [1) dilakukan karena:

A, tidak terdapar cukup alat bukti,

L. peristiwa  lerschuat bukan  merupakan  tindak
pitana;

. Puonvidikan dibentikan demi hakum;

. terdapat Putusan Pengadilan yang  elah

memperaleh  kekuatan hukum ielap lcrhadap
Tersanghka atas nerkara YENE SAma;

£, Kedalliwarsd;

I\ Tersangka meninggal dunia;

g fitarknya Pengaduan pada tindak pridana aduan;
h. tercapainyva penyvelesalan perkara melalus

mekanisme Keadilan Kestoratif:

Tersangka membayar maksimurn pidana doenda
atas nundak pidana vanpg hanva diaoncam dengan
mdana denda paling anvak kategoo [; alao

1- Tersangka . ..
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J. Tersangka membayvar muksimum pidana denda
kategori IV awas tindak pidana vang diancam
dengan pidana penjara paling lama 1 {satu] rahun
alau prlana denda paling banyak kategorn 17,

[2]  Dalam hal I'MNS atau Penyidik Tertento moenghencikan
Peayrdilcan, PPNS  atau Penvidik  Tertentu  wajib
mchibalkan Penyidile Polri.

(4]  Dalam  hal  Penvidik  menghentikan  Penvidikan,
Fenyidik walb memberitahukan kepada Penuntue
Umum, korban, danyatau Tecsangks paling lama 1
{satn) Hari tlerhitung  seiak tangpal penghentian
Fenyidikarn.

(5} Penphentian Penypidikan sebapaimana dimaksud pada
aral [3) dikecualikan untuk Penvidik di Kejakszaan
Eepublik Indonesta, Binisi Pembersntasan Tindak
IMidana Korupsi, dan Tenlara Nasional [ndonesia
Angkatan Laul sesual dengan ketentuan Undang-
Undange.

Pasal A5

Penwidik dapar menggabungkan alau memisahkan perkara
unrulk memydahkan Penyvidikan.

Posal 26

(1] Penyidik bBerwenang mermanpgi]l Tersangka dan/fatau
Saksi untuk dilakykan perneriksaan.

12] Pemangglan sebagaimana dimaksod pada ayal (1]
lilakukan dengan surat pangglan vang sah dengan
memperhatikan  jangka  wakro vang  wajsr dan
menyebutkan alazan pemangellsn sccara jolas,

Fa=sal 27

Dalam hal terhadap  penghentian Peownidikan yang
dilalzukan untuk menindaklanjutl keputusan gelar perkara
dhijukan  permohonan ke pengadilan negeri untuok
eetneribsg sab o atau tdaknova penghentian Penyidokan dan
pengadilan negert memutuskan penghentian Penyidikar
tidak swh, Penuntut Umam wajib melakukan Peoinbutao.

FPazal 28 . ..
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Pasal 27

(1) Tersanghka dan/atau Sakst vang dipanggl wajib datang
i hadapan Penyidik

(2} Dalam hal Tersangka dan/ataw Sgks tidak datang,
Penvidik memangeil sekali lagi dengan meminta
bantuan kepada pejabatl yang berwenang  untuk
mernbawa Tersangka dan/ atan Saksi kepada Penyidik.

Pasal 20

{1] Dalam hal Tersangka dan/utay Saksi yanp dipanggil
tidak datang deogan memberi alasan vang sah dan
patut kepada Penvidik yang melakukan pemeriksaan,
Prhyelik tersebul datang ko tempat kediamannys
untuk melakukan pemeriksaan.

i<y Cralam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dar
pomernksaan, Penyidik dapal langsunpg mendarangi
kettiaman Tersangka dan/ataun Saksi ranpa terlelah
dabuly  dilakukan pemangglan untuk  melakgkan
pemeriksaan

Fazal A0

(L Permetibsaan  lerhadap sescorang vang dizangka
melakukan iindak pidana direkarm dengan inenggunakan
kamers penpawas sclama pemenksaan berlangsang,

[2] Eekaman kamera pengawas sebapzimanza dimaksud
pada avat {1] dilakukan untuk kepentingan
Penvihkan,  Penuntutan, pembelaan terhacdap
Tersanpka alau Terdakws dan dalam pemeriksaan o4
sidang peneadilan atas permintaan Flakim.

3 Kewentuan lebsh lanjut menpenal pengussaan dan
pengegunaan rekaman katners pengawds sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan aval (2] diatar dalam
Pcraturan Pemerintali

Pamal 31

Sebelum dlimnulainys pemenksaon scbagaimana Pasal 340,
Petuyidik wajih membentabukan kepada Tersanghks mengena
hakoys  unluk  mendapaitkan Bantuan  1Tukuom atlaw
pemdeampingan oleh Advekat atau Pemberi Bantao Hulum,

Paxal 32 . ..

SK No 273616 A
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asal 32

[ralam hal Penvidik sedang melakukan permeriksaan
terhadap Tersangka, Advokal atau Pemberi Bantuan
Hukum mendatpingi selams jalannya pemeriksaan.

Dalam hal Peonvualik melakokan intimidast dan/atau
mengajukan  pertanyasn vang  bersifal | menjerar
lirrhadup Tersangka, Advckat atag Pernhern Baotuan
Hukum dapat menyatakan kelweratann,

Keberatan sebagaimared dimmaksud pads ayat {2) dicatat
clalam berila acATS,.

Pasql 33

Pouyidik memenksa Saksi dengan 1xlak diswmpah,
kecwali jika terdapatl cukup alasan untuk diduga
kahwa Saks: lidak akan dapoar hadir  dalam
prmeriksasn di pengadilan.

FPenyidik memeriksa Sakse secara tersendivi,  elap
dapat u:li]:nc'rlc'mulmn Vang satl dengan yvang lain dan
wallb membenkan keterangan vang sebenarova.

Koterangan Saksl kepada Peovidik diberikan tanpa
tekanan dan slapapun alaa dalam bentuk apapun.

I"a=zal 34

Dalam membenkan penjelasan alaw keterangan pada
tingkat Penvidikan, Tersangka diberitabukan haknya

Pernyulik soencalal kelerangan Tersangksa secara telin
sexudl dlengan vang dikatakannya dalam pemeriksaan
fdan dimual dalam berita acara permeriksaary.

MNalam hal keterangan Tersangka ridak mengpunakarn
bahasa Indoncsia,  Penwidik  wagib menminjuk
Penerjemabh  untok  menecjemahkan kelersangarn
Tersangka.

Rctorangan Tersangka schagaimang dimaksud pada
avart (3] harus ditandztangam oleh Penenemah dan
dilampirkan pada berkas perkara.

(2] Dalun - ..
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Dlarn hal  Tersangka  merupakan Penvarndaog
Dasalililas, Penyvidik memdasilitast akses dukungan
kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak wechatas
pada juru bahasa dan perdamping sesual ragam
disabilitasoya.

Pazal 33

Peovidik wajib memeriksas Saksi vang dihadirkan olch
Tersangka uotuk dismhil keterangannya.

Dalam pemerksaan Saks schagamana dimaksud
pada ayat (1] Kelerunean Saksi dicatat dalam berita
ACHCA pUmeriksnatt.

Fasal 25

Keternngan Tersangka dan/atau Saksi dicatal dalam
berila acara pemcriksaan vang dilamdsizaogam oleh
Fenyidik, Tersanplka, danatau Saksi sewelah membaca
dan mengerty isioya.

Dalarn bal Tersangka dan/atan Saksi tidak bisa baca
Pulis, Tersangka dan/atag Saksi membubaihkan cap
Jempil pada berita acara pemeriksann selelah Penyidik
membacakan keterangan Tersangka dan/ammn Saksi
tersebut.

Dalam hal Tersanpgka danfatau Saks odak bersedia
membubuhkan  tanda  tangan  atau cap jempal,
Penvidik mencatat hal tersebut dalam berila dcaca
pemeriksaoan dengan menvebual alasanmnya.

Pasal 37

Malam hal Tersangka dangatau Saks yang hargs
didengar  kelerangannys  berdiam  atau  bertempat
Tingpal i luar dacrah  hukom  Penvidik  vang
melakukan  Penyudikan,  pemeriksaan techadap
Tersangka dan/atan Saksi dapat dilimpahkan kepada
Peovidik di tempat kejadian atau tempat  tinpgeal
Tersanghka dan/atan Saks) fersebut,

{21 Berita . .
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[2] DBerila acara pemenksaan terhadap Tersangka
danSatau Saksl sebapaimana dimaksud pada avat [1]
harus discrahkan kepada Penyidik vang melakukan
Penwdikan  dalam jangks  waktu  paling  lama
10 {sepuluh) Har terhitung scjak pemeriksaasn selesal
dilaksanukan,

Fazal 38

(LY Dalarn hal Penyulik menpangeap perlu, Penyidik dapat
moeminta Keterangan Ahll.

(2}  Scbelum memberikan Keterangan Ahli selsapaimang
dimakeud pada ayac (1), Ahli mengangkat sumpah Alau
mengucapkan  janji Jdi o muka Penvidik untuk
membwrikan kiderangan menurut pengetochuannya
dengan sehaik-baknova,

[2}  Jika Ahli vang karcna hackat dan martatsat, pekerjaan,
atau Jabatan diwajibkan menyimpan rabasia, Ahl

dapat menolak untuk memberikan kelerangan vang
daminta.

Pasal 39
Penvidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam jangka
wakru paling lama 3 [Tuygah Hari membual berita acara yang
il tanpgeal dio memnmual-
a. linduk pidana yvang dipersanpgkakan dengat menyeliae

waktu, tempal, dan keadaan pada waktu tindak pidans
dilakukan;

b. nama dan tempsar ngpal dari Tecsanegka dan/ atau
Saksi;

keteranpan Tersaneks, Saks:, dan/atau Akl

d. catatan mengenad akea danysataw henda; dan

w

. segala sesuatu vang dianpggap perlu untuk kepentingan
penycelesalan perkara.

Pazal 40

Dalatn hal Tersangka ditahan, dalatn wakiyg 1 [(satuw) Har
selelah perintah Penahanan reesebur dijalankan, Tersangka
harus mulae diperiiesa oleh Penyicdilke

Pasal 41 ...
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Paszal 41

Dalam hal Penvidik melakukan Penpggeledahan, Penyieike
terlebih dahulu menunjukksn tanda pengenalnya dan surat
1zin Penggeledahan dari ketua penpadilan neperi kepada
Tersangka atau Keluarganva.

(1)
(2}

3]

(1)

(21

1*asal 42

Fenyidik membmat berita acara Penggeledatar,

Fenvidik  lelib dahulu membacakan  berita  acara
Penpgeledahan kepoda Tersangka, kemudian diberi
langeal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangks
atau Keluarvganya, dan kepala desa/lurabh slau nama
lainnyva atau keloa rukun tetangpa dengan 2 (dua)
OFang S ks,

Dalam hal Tersangka atau Kelgarpanyo tidak bersedia

mwembubuhkan tanda taogan, hal tersebut  dicalar
dalam berita acara dengan menyebut alazannya.

Pasal 4.3

Untuk  keamanan  dan  ketertiban  Penpgeledahan,
Penyidik  dapal mengadakan  penjapaan ataw
penufupan empal vang bersanghutan,

Pebyvulik berhak memerintahkan setiap orang vang
thanggap perlu untuk 1edabk meninpggalkan tempat

lerschut aelama Pengpaeledahan selbapaimand
dimaksud pada aval [1] berlangsung.

Paxal 44

Cralam hal Peonyidik melakukan Penvitaan, Penyidik terlebil
dahulu menunjukkan tanda pengenalnys dan surat azin
Penyitaan dan Kerua pengadilan noegeri kepada pomilik atau
phak yang menguasal benda tecsetngl.

Pasal 45 . .,
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Pasal 45

Fenyulik menjelaskan bendo vang akan disna kepacla
pemiik atau pthak yang menguasal benda rersehat
atau Keluarpanya dan dapal meminta ketcrangan
mengenal benda vang aksn disita terscbuat denpan
dizaksikat aleh kepala desa/lurah atau nama lainnva
atau ketus rukun letangpea dengan 2 (dua) crang saksi.
Penridik  membuat  bemita acara Penvilaan vang
kemudian dibacakan kepada pemnilik atau pihak vang
menguasa: berneda atan keloarganva dengoan diberd
tanggal dan diancdatanpani alch Pemadik, perulik atao
pibak vang menguaasal bonda, ataw Keluarganva dan
kepals desaflurah atau nama lainnya atawy kellg cukun
letangeEa dongan 2 [dua) orang sakes.

Dalam hal pemilik atau pihak vang menguasal benda
atau keluarpanyva lcdak bisa baca walis, berita acara
Petvviraan  sebapaimanas  dimaksad pada avar  [2)
dibacakan oleh Peoyidik, serta cdiben tanppal dan
ditandatangani oleh Penvidik, dibubuhkan cap jempol
olelh permbik ataw pihak vang menguasal benda ataw
Keluarganya, den  ditandatangoni  olebh  kepala
desatlurabh atan nams lainnva atau kerua rikun
felanges dengan 2 [dua) orang saksi.

Dralam hal pemilik atau pihak yvang mengussal benda
tidak bersedia memhubuhkan tandatangannya atau
cap jetnpol, hal rersehot dicatat dalam benta acara
Fenyitaan denpan menyebut alasaniya.

Turunan atau salinan berita acara  sebapaimana
dimaksud pada avat {3) dizampaikan oleh Penyidik
kepada atasannyva, kelua pengadilan ncgerl, pemibik
atau  pihak wvanp menguasal bondo sitaan atao
Keluarpanya, dan kepala desa/lurah  arau nama
lainmys alau ketua makun tetangps .

Pasal 46

Benoda sitaan scbelum dibunpkus, chicaral mengenai
berat dan/atou jundah menurd jenis masing-masineg,
cirl atau sifal khas, temmpat, ban dan tanpsal Peoyitaan,
dan identitas pemilik atau pibwak vang menguasai benda
vang disita alal Keluarganva, vang kemudian diberi lak
dan rap jabalan vang ditandatangani oleh Penyidik.

(2] Dalam . . .
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Dalam hal benda sitsan lidak mungkin dibungkus,
Penyidik memberi catalan schagaimana dimaksud

pada avat (1] vang ditulis di atas label dan ditempelkan
Alal) dikaitkan pada benda sitaan.

Pagal 47

Untuk pengunpkapan suatu tindak pidana, Penyidik danat
melakibkan Pengpeledahan terhadap sucad, buku, kilab,
dallar, ataw data tertulis loin yang belum disita dan jika
diperlukan Penyidik dapat melakukan Penoyitaan werhadap
surat, buku, kiab, daltar, ataw data lertulis laio tersehut,

{1

(4]

(2

(4]

Fasal 45

Cralam hal Pengoduan vang dilecima feedapal sural
atau tulizan palsy, dipalsukan, atau didugs palsu clch
Penyidik, untok kepemiingan Providikso, Penvidik
dapat metninta ketersangan mengenal hal it kepada
Ahli.

Dalam bal limbul] dugaan kuat terdapat sural atan
lulisun palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan sural
1zin kctua pongadilan nepert dapal datang alau dapat
meminta  pejabat penyirnpan umum  untuk
mengirimkan sucal ashl vang disimpannya sebagal
hahan perbsndingsn.

Pepabat ponvimpan whnuam sebapairmana  dimakead
Pada avat [2] wajnbk memenub permintaan Penyidik,

Dalam hal suatu sural vang Jdipandang perla untak
petneriksaaty menpadi bapion dan 4dak  dapat
tlipisahkan dari daftar sebagaimana dimakzud dalamn
FPasal 47, Penvidik dapat meminta daltar terselbul
seluruhnya sclama wakla yang ditentakan dalacn
sutat  permintaan  dikinmkan  kepadasva unluk
thperiksa, dengan menyerahkan tanda penecimaan.

Dhalam hal surat scbhagaimana dirmaksucd pada ayvar [2)
tidak menjadi bapgiao dart suato dallar, penvimpan
membuat galinan sebapal penpranlingg sampal suarat
asli diterinta kernbali dan i bagian bawah dan salinan
tersebur diberi calalun salinan tecsebut dibuat,

(&) Dalam . ..
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Dalam hal surat atal daflar itu tidak dikivimkan dalam
wakiu vanp ditenlukan dalam surat permintaan lanpa
alasan vang sah, Ponvidik berwenang mengambilova.

Fasal dta

Dalarm  hal Penyidik untuk kepentingan  peradilan
menangani korban luka, keracunan, ataly mali vangy
diduga akibat  peristiwa findak pidana,  Penyidik
berwenang mengajukan  permintaan keterangan
kepada Ahli kedokiteran lorensik atau dokter dan fatau
Anti bainnya.

Perminlzan Keterangzun Ahl sebapaimana dimaksud
pada  avat 1] dilakukan secara ertulis dengan
menvebutkan secara legas unmiuk pemeriksaan luka,
keracunan, mayal, dan/alag bedah mayat.

Dalatn hal korban mati, mavat dikeeen kepada Ahl
ketlokieran forensik dangatau dekrer pads rumah
sdkil denpan memperiakukan maval tersebatl secara
balk denpan penuh pecghormalan dan diberd label
vang dilak dan diler cap jabatan yang memuac
wlentitas mayal dan dilckatkan pada ibu jan kaki atag
baman lain hadan mayvat.

FPazal S0

Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlulean
prmbedahatt thayal yang tidak mungkin lag dilindari,
Fenyidik  wajity  terlebih  dabulu membericabukaan
pembedahan mayat terscbut kepada Keluarga Korbean,

Cralam hal Keluarga Korban keberutan, Penyvidik wapib
moencrangkan  dengan jelas maksud  dan tupuan
pembedahan mayat kepada Keluarga Korban,

Dalam hal Keluarga Korban keberalsn schbagoimana
dimaksud pada avat (2] alaw Keluarga Korban aran
pihak wvang perlu cdiberitahukan lidak ditemukan,
Penyidik dapat meminla penctapan dan pengadilan
negeri setelah dilakukan pembedahan mayat.

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

Dalam hal untuk kepentuigan peradilan Peovidik perlu
melakukan  peonggalian maval,  kepenfingan fersebul
dilaksanakan sesuai cdengan  kelenluan  scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayval (2) dan Pasal 50 avat (1),

1*a=al 32

Scmua blava wvang  dikeluarkan  uniluk kepenungan
Fenyidikan dibelankan kepada negara.

Bagian kelima

Pelindungan Pelapor, Pengada, Saksi, dan Kerban

Pasal 50

[1] Setiap pelapor, penpadu, Saksi, danfaziau Korhan
berhak memperolch pelindungan.

2] Pelindungan sebapaimana dimaksud pada avat [1]
berlaky pada seliap lahup pemeriksaan.

i3] [lam hal dipcrlukan, pelindungan dapat dilakakan
secarna khusus dan tanpa batas wakdu.

(4] Pelhindungan sebapaimana dimaksud pada avat 1]
dilaksanakan oleh lembapa vang melaksanakan tugas
dan funsi di bidang pelindungan Saksi dan korban.

(%) Penvilik. Penuntutl Umum, dan Hakim berkooedinagsi
drngan lembaga vang melaksanakan fugas dan ingsi
di bidang pelindungan Saksi dan Korban scbagaimana
dimakesud pada ayal (4],

(B Tata cars pembenan polindungan dilaksanakan sesoai
denpan ketentuan peraturan perondang-undangan.

Paxsal 54

Semlia Inaya yang  dikeluarkan  untuk  keopentingan
pelindungan pelaper, pengadu, Baks:, danfaran Korhan
ditrbankan kepada nepara.

Bagian . . .
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Bapgian Keenam

Bantuan Teknis Penyiclikan

Paxzal 53

Pervidik dalam melaksanakan Penvidikan tindak pidana
didukung  dengan baniuvan  teknis  Penovidikan untuk
pembuktian secara diruah.

(T

(2]

(3]

Pasal a6

Bantuan teknis Penyidikan sebagsimana dimaksad
dalam Pasal 5%, meliputi:

a. laboralorium forensik, digunakan dalam bal
Perrvirlib memerlukan pemenksaan dan penyygian
harang bukt vang haros mendaps penanpansan
dan/fatau perlakuan khgsus,

b, identifikazi, digunakan  dalam  hal  Penydik
temerlukan kepasiian identitas Tersangka, Saksi,
atz Korban tindak pidana dan sebagai ala bukdi;

¢. keddokteran forensik,  dipuoabksn dalam hal
Penyulik memerlukan  pemeriksaan Tersangka,
Baksr, atau Korban vang harus mendapatkan
penanganan at4n perlakuan isik secara khosus;

d. paikalegi forensik, digunaskan dalam hal Penvidik
mermerlukan pemeriksaan Tersanghka, Saksi, atau
Kurtban wang harus mendapatkan penanganan
atzu perlakuan psikis secara khusus;

c. digital forensik, digunakan dalam hal Penwdik
momerlukan pemeriksasan dan pongwian barang
trtketn higital vang hamas mendapat penanganan
atau perlakuan secara khusus:, dan

. bantuan teknis lain yang dibuluhkan,

Banluan teknis scbhagaimana dimabksued pada ayat ()
dilaksanakan olch  Kepubsian  Nepars Repuablik
Tnednncsia,

Dalam melaksanakan bantuan leknis sehagaimans
dimaksud pada avar (1), Kepalisian Wegsra Ropublik
Indonesia dapat metminla bantuan teknis darn instans
atau lembaga lam.

Pasal 57 ...
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Posal 57

Ketentuan  lebih lamur mengenal banluan weknis
Penyidikan scbhapgaimana dumakswed dalam Pasal 55 dan
Fasal 536 diatur dalam Peraluran Pemenintah,

Bupian Ketuwjuh

Koordinas: antara Penvidik dan Penuniut Umum

Fasal SE

Petranganan selisp tindak pidana dilaksanakan aleh Penvidik
dengan melibatkan Penuntut Umam dengan cara
berkoordinasl sesua dengan kewenangan masing mazing
dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

(T

2

3]

{4

(<3

(E4]

Fusal 549

Boordinast antara Penyicdlik dan Penuniat Umum
dalam penanganan seliap lindak pidana sebapaimana
dimaleaied dalarm Pusal 38 dilakukan secara setaras,
saling melenghkapt, dan saling mendukung.

koordinast antara Penvidik lan Peountar Umum
dimulal  dan pengiriman surab pemberitabuan
dimulainya Penyidikan vang dikirim oleh Penvidik
kepada Penunmiul Umuam,

boonrrdinas anlara Penyvidik dan Penuntt Umaen dapai
dilakukan denpan mengpunakan sarana  icknelog
informasi.

Koordinas1 aebagaimans  dimeksud pada avat [2)
dilakukan  sehelum dan scielah hasil  Penyidikan
dikirermkan Penyvidike kepada Penuntur Umam  serta
wajib dituanphkan dalam berita acara.

Boordingst vang dilakukan setelah hasil Penyidikan
dikirimkan Penyidik kepada Penuntul Umn, banva
thapal dilakukan 1 (satu] kali dalam setiap perkara,

Pendapat Penuntut Umum dalam penelicdan berkas
perkara meliputi aspek fncmal dan aspek matericl.

(7 Pernberitahoan
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Fembentahuan  lengkapnya  terkas perkara  vang
digjukan  Penvidik,  dituangkan dalam surac
pcmberitabuan vang  ditandatanpani  oleh  kepala
kejaksaan  negeri selaku penaoppune jawab
Penoniutan di wilayvah hukum yang hersangkutan.
Dalam  hal berkas  perkara dingdlakan  lengkap
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (7], Penwndik
menyerahkan Tersangks dan barang bukte kepacda
Peruntuyr Umum untuk dilakukan Penunturan,

Pasal 6l

Fetnbizriahuan dimulainya Penyuhkan oleh Penvidik
kepada Ponuntut Umuam dikivimkan dalam jangka
wakitu paling lama 7 (tujubp Har setelah Penvidikan
dimulat.

Cralam waktu paling lama 3 {tiga] Harl sejal surac
pemberitabiaan dimulainga Penvadilean  dilerima
kejabsaan sebapaimana dimaksud pads oavat 1],
Punyidik berkoordinasy denpan Penuntut Umum voang
dilunjuk untuk mengilente perkembuangan Penyidikan.
Dalam  begalannya  Penyidikan,  Penyidik  dapat
berkanrdinasi dengan Ponuneat Umuam dalam
melengkap boerkas perkara, perpanjanpan Perahanan,
tlan/atau pembentahuan penghentisn Penyidikan,

Pasal B

Aetelah Peovidikan selesar, Penvicdik menyampaikan
biasil Fenvidikan beserta herkas peckara kepada
Fenontut Umum uncuk dilakukuan penelitian berkas
perkara dalatn jangka waktu paling lama 7 {rujuh) Tari
terhitung sejak tanpgal dilenmanva berkas perkars
dari Penyidik.

Malam hal Penuntut Umum menilsi berkas perkora
yang diterima dari Penyidik belum lengpkap, Penuntut
Ummum  menpembalikan berkss  perkara kepada
Penvidik disertai denpan petunjok mengenai hal vang
harus dilengkap berdasarkan hasi Koordinast,
Penvidik wajib melenghap berkas porkara melalud
Penvidikan tambahan sesstal hasil konrdinasi dengan
Peouniut U dalam pangka wakiu paling lama 14
(empat belas] Hari techilung scjak tanpgai ditcrimanya
pengembalian berkas perkara dan Penuntut Umuom.

{4] Dalam . . .
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Dralarm hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh
Penuntut Umum, Penvidik menyerahkan Tersangka
ddan barang okt kepada Penuntut Umum untuk
dilakukan Penuntularn,

Faszal €2

Tralam hal Peroantl Urnumn berpendapatl babwa hasil
Penyitdhikan 1ambabian masih belum lengkap, Penunmc
Umum mengembalikan berkas perkars kepada
Pemiidik.

Penvidik melenpkapr berkas perkara dalam jangka
wakluy paling lama 14 [empat belas) Har untuk
menindaklanguti trerkas perkarta sthagHITTIAA
dimaksud pads arat (1] dan mengundang Penuntog
Umwm antuk melakakan gelar perkara yane dihadin
clely Penvidik, pengawas Penvidik, Peountut Umum.
pemgawas Penuntut Umuen, dan AblL

Malam hal hasil gelac parkara memutusian status
perkara dihentikan, Peovadik wapb mengeluackan
surat  kKetetapan  penghention Penyvidikan dengoan
tnemleritahukan suwrat penghentian Penyvidikan
leepadda Penoantul Urnoben.

Dalam hal ha=sl gelar perkara memuluskan status
berkas perkara lengkap. Penyvidik menginim kembal
berkas porkara kepada  Poountut Umum untulk
dinvatakan sebapal berkas perkara yang lengkap dan
selanjutnya dilakukan Penuntutan.

Dalam  keadaan  Penyvidik berkesimpulan hahwa
Penyidikan tolah cukup buktl, sedsngkan Penunluod
Umum berpendapat bahwa Penvidikan belum
maksimal, Penyidik dapat menyerahkan Tersangka
digertai dengan hasil Penyidikan dan bukt kcpada
Feountul Uinum.

Dalarm jangka waktu paling lama 14 fempat belas] Hari
selelahy menerima bBerkas perkara dari Penydik
sebmpaimana dimaksud pada avat (3), Penontut Lmuam
rmenernlykan perkara dilanjutkan atau cidak
dilanjuikan ke persiclangan.

Paxal £23 _ . .
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Pasal 613

Kerentuan lebh lanjst memgenal 1ata cara koordinasi
antara  Penywhk dan Peopuntut UTmum sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 38 sampal denpan Pasal 62 dislar
dalam Peraturan Pemenatah.

BAR 1IN
FENLUNTUTAN

Bapian Kesalu

Fenuniut Umutn

Pasal Hd
Penuintu Vmum wredin atas:
1. pojabat kejaksaun Fepublik ndonesia; dan

b.  pejabatl suatu lembaga vaoy diber] kewenangoan untuk
melakukan  Penunlulan berdasarkan ketentuan
Uhdang-Undang,

Pasal 65
Ponuwntut Dmum memipuanval wews nang:

. menerimd dan memenksa berkas perkara Penvidikan
dati Penvidik;

b, melakukan kourdinast antara Penyidik dan Penunlud
Umum untuk  kepentingan melengkapi hasil
Penvidikan;

£, memberikan perpanfangan Penahanan, melakukan
Pernahanan  atau Penahanan  lanputan, dan/alau
mengubah  status wmhanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh Ponvidik;

.  membuat surat dakwaan;

e,  melimpahkan perkara dan melakukan Penuntoran
ke peneadilan,

[, melakukan  penghenban Penunturan tlengan
memberitahukan kepsada Peoyidik;

gomenvampaikan ...
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menyampaikan pembernitahuan kepada Terdakwa
merngendl  kelentuan wakou dan fempat perkara
tlisidangkan dan disertai surat panggilan kepada
Terdakwa dan Haksi, untuk datang pada sidanyg yang
tolah ditetinulzan,

melaksanakan penetapan danfatau pitusan Hakim
prngadilan negerl, Hakim  penpadilan tingm, ataw
Hakim Mahkamah Apung,

melakukan penvelesaian denda damadi,

melakukan pernyelessian peorkara melalui mekanisme
Keadilam Reslinratif;

melakukan Peganjlan Penundaan Penuntutan;
mencrima Pengakuan Bersalah; dan

monutup perkara dem kepentingan ukum.

Pasal &6

Denda damai sebagaimana dimaksod dalam
Pazal 65 huewf i merupakan mekanisme penghentian
petkara 11 luar pengadilan dengan membiayar denda
vang disetujul owch Jaksa  Apunp sesual dengan
kKetenluan peraturan perundang-undangan,

ketentuan lebib lanyur mengenai tata cora pelaksanaan
denda darmas datur dalam Peraturan Pemerintzh,

Fasal (27

Feountut Umum menuntuar perkaro tindak pidana
vang terjadi dalam davrah hukumnya sesual dengan
ketentuan Undang-Undang,

Dalarm hal terleniu. Penuntut Ui dapatl menantul
perkara  toulak pdana di luar daerab bakom
seliapaimana dimaksod pada ayat (1.

Unruk  melaksanakan Penuntutan peckara di loar
daerah hukwm sebagaimana  dimaksud  pada
Ayab [2], Penuntut Umum harus mendapatkan surat
pengangkatan sementara dari Jakss Apung schagal
Jaksa di dacrah huliom Peountalan dilaksanalkan.

Pa=zal &8 . . .
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Pasal &3

Penuniut Lmum dalam melaksanalean tuagas, fungsi, dan
kewenangannyva molampauer atawn melangear ketentuan
peraturan perdndang-undanpan atau kode etk dilkenal
sankar adiminiziratil, sankst ctik, atao sanksai pelang sesuai
tlenpgan ketenluan peraturan perondang-undangan

Bapian Kedua
[Fenuntutan

Pasal 69

Fenuntut  Umum  kerwenang melakukan  Penuntatan
tcrhadap  Terdakwa  dalemn dacroh hukumnya  dan
mclimpabikan perkara ke pengadilan neperi vang berwenane
hetraclile.

Pasa)] 7O

Dalam hal Penuntut Umum berpendapal bahwa dar hasil
Penvulikan dapat dilakukan Penuniutan, Penuntut Dhimnum
membuat surat dakwaan dalam janghka waktiu paling lama
T itujuh) Hari.

['fasal 71

[} Dalam hal Peranfet Umum menghentikan Penuntaian
karena aupurnya kewepangan menuntuar, Penumiul
Ui menuangkan penghentan Pemanouian dalam
SUral katelapan,

2] Guguroya kewenoangan  Penunmiutan scbagaimana
dimaksud pada avat [1] jika:

a. terdapat  Purasan Pengadilan vang  relah
tremmperoleh kekuptan  hukum retap ierhadap
Terdalowa atas perkary vang sama;
keerlaluwarsa;

Terdakwa meninepal dunia;

ditariknya Prngaduan bagl tindak pidana aduan;

" RD o

Terllakwa membavar maksimum pidana denda
Alas nndak pidana yang hanya digncam dengsn
pidana denda paling banyak kalegon 1T;

[. Terdakwa . . .
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{.  Terdakwa membayar maksimum pidana denda
katepori 1V atas lindak pidana yanp disncam
dengan pelans penjara paling lama 1 {satu] tabun
atal pdana denda paling banvyak kategori 17,

B lereapainya penvelesmian perkara melalud
meckanisme Eeadilan Restoralil; wlayg

h. diberikannya amoesti alaa abolisi,

Isi sural kefelspan  sebagaimona dunaksud  pada
Ayat [1] diberitshukan kepada Tersanpka dan jika
Tersangka ditahan, wajib aegera dilebaskan.

Salinan surat keretapan sebagaimana dimaksad pada
avat 1] wagl: disampailkan kcpada Tersanpka,
Keluarganysa, alau Advekar, pejabat rumah tahanan
nipara, Penvidik, don Hakim.

Pazal 72

Apalnla pada wakiu  yang samae arav hampare
lwrsamansn Peountut Umuam menerima Deberapa
perkara,  Pepuntut Umam dapat melakukan
penpgabungan perkacs  dun membuoatoya dolam
1 {satu) sural dakwaan, dalam hal:

1. beberaps lindak pidanz dilakukan olch sezearang
vang sama dan kcpontingan pemceriksaan nidak
menjadikan holangan terhadap pengpatunpannys:

b. beberapa tindak pidana bersanphkul paut  satu
dE‘ﬂgatl Yany lain; atan

. beberapa lindak pidana ada hubunpannva saru
dengan yang lain dan pengpabampan tersebol
dipcrlukan untuk kepentiogan pemeriksazn.

Bebetapa tendak pidana dapast dituntut dalam 1 (satg)
sural dakwaan tanpa memmprhalikan gabungan dari
prdana umum atau khosus alaa ditstapkan olch
Undane-Undang khusgs sepanjang memenuhl
keteniuan  sebagaimany  dimaksud pada avat (11
kecuali dulam kpmpetens: pongadilan khusus.

Penuniul Umum dapat menuntut £ [duap atan lebih
Terdakwa dalam | {satu) surat dakwaan, jika Terdakwa
melakukan tindak pidana penyertaan.

Fasal 73 . ..
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Fasal 73

Fenunoat Umum menctapkan sakst mahkor
schagamana dunaksud dalam Posal 22 avar (2} dan
avat (3},

Saksi mabhkota scbagaimana dimaksad pada avat {1)
dapat dibenikan keringanan dari tuntutan pidana, joes
saksl mahkota rreTnkania mengungkapkan
keterhibatan Tersangks atau Terdakwa lain yvaoy patut
dipadana dulam perkara yang sama.

Pasal T4

Dalatn hal Tersaneka yang akan dijadikan schaga
sabtsi mahkota meneruma untuk melakukan negosias
kesepakatsn zakst  mabknla,  Prnontut Umom
memanggil Terzsangks vang akan dijadikan sebagai
saksl mahkota beserta Advokatnva untuk membahas
151 kesepakalan darni perjanjian saksi mahboa,

kesepakalan peoanian saksi mabkota dibuat sccara

teriulis vang ditandarangani oleh Penuntat Umoom,

ralon soksi mahkota, dan Advokatnyva, yang memuoa

12l kescpakatan sebapai herikut:

a. keterangan  yang  skan  diunpgkapkan  dalam
persidangan Terdakwa pada persicdangan laing

L. syarat pemberian Kelerangan vang wayib dipatuhi
oleh zaksi mahkaols;

¢ pazal tndak pilanag vang akan cditanool oleh
Permaniut 1mum kepada saksi mablada; dan

d. inbalan serts jaminan yang wajib diberikan eleh
Panlintul Umum.

Immtealan serta jJamiman yvang dhiberikan oleh Penuncut

Umum sebagaimans dimaksud pada avac [2] huraf

hanyva dapat Tecupa;

. jarmioan untok tidak menuntol pidana mat ata
pidana penjara seunur hidop;

B. Jatoinan Unluk moengarangl ancatmdn (untutan
penjara sampal dengan 2)3 fdila periiga) dard
maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang
dnuntul; dan/fatau

€. Jaminan untuk menuniur pidana pengawasan atau
denda, ks ancarman hukumaen dari pasal vaog
disangkakan kurang dari 7 {iujuh) ahun,

(4] Periuntur . . .
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Penuniut U'mum mengapukan permohonan kepada
kietus pengadilan negeri dalam jangka woktu paling
larma 3 (biga) Han terhitung  sejuk  tcrcapainya
kescpakatan.

Dalam hal kesepaksian tidak tercapai, Peonul
Umurn wajiby memastukan bahwa kelerangan vang
telah diberikan oleh Tersangka vany digjukan scbapai
saksl mahkota pada tahap negosiasi kesepakalan
tidak dapar dipergunakan sebagai alat bukti pada
pemeriksaan i sidang pengadilan.

FPasal 75

Fenuntut Umurm melimpahkan perkara ke pengadilan

negeri dengan permimaan apar Mengadili perkara

terschur diserls) dengan surat dakwaan Julam jangka

waktl] paling lama 14 [cmpat belas] Hari.

Penumiut Umum membuar surat dakwansn yang berisi:

#. tongzal penandatanpanan, nama lengkap, tempat
lahir, umur dan tanggal lahir, jemis  kelamin,
kebanpsaan, tempal tinggal, agama, dan pekerjaan
Tersangln:

b urzian secara cermalt, jelas, dan lenoegkap mengenat
tindak  pudana vanp  didakwakan  denpan
menyebutkan walkiy dan tempat dndak pidana
dilakukan:

e, pasal] Dndane-Undang yang dilaopgar; dan
tl. 1anda tangan Pcnuntut D,

urat dakwaan vang tidak memenuhi kecentuan
sehagnumana dimaksud pada avatl (4] horal b batal
demi hukun.

Dalam  bal  saral dakwaan  batal  dermi hukum
sehapaimana dimaksud  pada  ayal (3], Hakim
memberikan kesempatan 1 (satu] kali kepada
FPenuntul Umum untuk memperbaiko dan menpajukan
kemmball sural dakwaan kepada penpadilan negeri

Chalam hal surat dakwaan sebspaimans dimaksad
pada avatl (4] masth diajukan Keberalan eeh Terdakwa
atan Advokatnva, Halkum memeriksa dan memuatus
keberatan tersebut bersams denpan pokok perkara
dalam putusan akhir.

(£ Balinan .
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Bl Balnan surat pelimpaban perkara bescrta surat
dakwaan disampaikan kepada Penvidik, Tersanpgka,
dan Advokal pada saal vang bersamaan  dengan
penyampalan  surat  pelimpahan perkara tersebut
ke pengadilan negen.

Fasal 76

11 Penmuniut Umum dapat  menyetnpurnakan surat
dJukwann atau tdak welanjutkan Penuntutan sebelum
pengadilan monetapkan hari sidang,

(4] Provempurnaan  sural dakwaan sebapaimana
dimalkesud parda aya (1 dapatl dilakukan 1 (zatu)] kali
pabig Jarmlal 7 (tujuh] Harl scbelum tangpal sidang:
dimialal

(3F  Dalam bal Penuntut Umuom menyempurnakan sarat
dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan
surat  dakwaan  kepada Penyidik, Terdalwa,
dan Advokat,

Fasal 77

Semua blava vang  dikcluacrkan  untuk  kepentingan
Penantutan dibwebankan kepada negara.

Eugian Ketiga

Frengakuan Bersalah

Pasul 78

(17 Pengakwan Bersalah hanva dapat dilerapkan dengan
pPUTSVATALAT:

. baru pertama kali melskukan tindak pidana,

b. terhadap undak pudans yang dianeam dengan
pidana pemjara paling lama 5 (lima) tahun ataw
pidana denda paling banyak Kategori ¥, dan/atau

¢, bersedia membayar (tanli Bugl atau RPestitas,

[2]  Perumut Umum menanyaksn kepada Terdakwa yang
dickacninngl kuasa  hukumnya apakah  Terdalkwa

Lerzalah atau lidak.

) Nalam . ..
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Dalam hal Terdakwa menpgaku bersalah. Terdakwa
wajib  didaropingi  uleh Advokat  dan pengakuan
tersebul dinyvalakan dalam berita acara.

Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang 1erlentia
sebrlum persidangan pokook perkars dimulad
Per=idangan SElIALLIIN AN dimakzud pada
avat [4p cilakukan olech Hakim tunggal.

Dalarn hal Pengakuan Boersalah discpakali, perjanjian
ertulis dibuat antara Penuntut Thagn dan Terdakwa
dengan persctujuan 1 lakim.

Hesepakatan sebapaimana dimaksud pada
ayakb (3] memuarl sebaapgai berikat;

a.  Terdakwa menpstahul konsekuensi dari
Pengakuan Bersalabnoya, termasuk pengabalan
hak diam dan hak umuk diadili dengan acara
penteriksann Diasa;
pengakuan dilakukan sccara sukarela,

€. pasal yang didakas dan ancaman hokuthan vang
akan  dituntut kepada Terdakwa  sehelum
Penpakuan Berzalah dilakuban;

d. hasill perundingan  aotara Peouooat Doan,
Terdakwa, dan Advokat, termasuk  alasan
penguTangan masd hukuman Terdakaa;

¢, pernyalaan bahwa porjanian Pengakuan Dersalah
mengikat bagr para mhak vang menyslajul dan
berlaku sepertt Undanpg-Undaog; dan

. buku dilakukannya tindak pidana oleh Teordakwa
unryk memaslikan Terdakwa melakukan tindak
parlana.

Hakim wapnh mecnilad Pengakuan Bersalah dilakukan

secara sukarela,  tanpa paksaan,  cdan dengan

pemahaman penab dae Terdakwa.,

Dalam hal Ilakim menoerima Penpgakuan Bersalah,
sidang dilanjuikan denpan pemeriksaan acara singikat.

Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah,
perkara  cilaojulkan sesusl denpgan prosedur
pemeriksaan dengan acara blasa.

Setiap pelaksanaan Penpakuan Bersalah harus dicatat
dalam berila acars dan memadl baplan dari berkas
perhara,

{12] Dalam . . .
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(L2] Tialam hal Hakim mempernleh keyakinan bahwa

Penpakuan  Bersalah  dilakvkan  sesual dengan
ketentuan  sebagaimana dimaksud pada  avat 1)
gamps dengan ayat (1) dan didukung dengan 2 {dua)
alat Lkl yang sah, Hakim memberikan pulusan
seflal dengan kescpakatan dalam lerita scara,

BADR [V

MEKANIEMIE KEADILAN EESTORATIEF

(1}

(L)

(3

(4]

{5

Baglan Kesatu

Ureridrm

Pasnal 79

Moekanisime Keadilate Restoralif dilakukan unouk
mcmulihkan keadaan semula yang berupa:

a. pemaatan dan horban dan/atao Keloargaows;

[r.  pengembaban barang vang diperoleh dar Gndak
pidana kepada Korbain

. prngpantian bava perawsian medis dandatau
psikologis;

d.  gant rugi atas kerupian lain vang diderita Korban
sebagal akibaliindak pidana vang dialatoi Kuchan;

. mumperbaitkt kerusakan vang ditimbaglkean dari
akibat tindak pidana yvang diatami Korban; atau

t. membayar gano rug vang ditirnbulkan dari akibar
Lindak pidana.

Pemulihan keadaan semula sebagaunana damakeaisd

padda aval [1] harus dituangkan dalam kesepakatan,

Kesepakatan sebagarnana dimaksud parda ayar (2

wajily dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7

(twuh) Har.

Pencabutan Laporan atau Penpaduan hanya dapat

dilakukan  sctelabh pelaku memenoghl o selurub

kescpakatan scbhapaimana dimaksiel pada avat (2}

Sctelah scluruh kescpakatan  terlaksana, perkars

wajlb  dihentikan dan dimintakan  peuctapan

pengadilan.

(B] Apabila . ..
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Apminla Kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelakos
sampal dengan berakhirnya  janpks wakiu
sebagaimana dimaksud peada avat {3, Penvidik wajib
membuat benta acara pelaksanazn mekanisme
Keadilan Restoratid vang memuoat:

A, idlenutas para phalk;
h. 1% kesepakatan;

c. bukti  pelaksanaan  sebagian stau scluruh
kesepakatan; dan

d. alazan tidak dipecouhinya  kescpakatan  oieh
Pelaku.

Berita acara schagaumana ditnaksuod pada ayal (6]
men)adl baglan tidak terpisabikan dari berkas perkarn
sebagan dasar uniuk melanjutkan proscs peradilan.

Mebanisene kheadilan Restoracll dilaksanakan pecla
lahap:

a, Penvelidikan:
k. envidikan;
Penuanfilan; dan

d. pemeriksasn di sidang pengadilan.

Fagal A0

Mekanisnme Keadilan Resioratl dapat  dikenakan
rerbadap tindak pidans vang memenuhi syarat sebapai
bl

4. lndak pidana diancam bhaonva denpgan  pilans
denda paling banvak kategori 11T atan diancam
dengon pdana penjara paling lama 5 {lima) tahun;

b. tindak pidana vaop perama kall dilakukan;
dan/atau

o, bukah merapakan peognlangan tindak pidana.,
kevuali terhadap limdak pidana vang putusannva
Lerups pilana denda atauw undak pidana yang
dilakukan karena kealpaan.

(2] Dalam . ..
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Dalar hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana
elimaksud pada aval (1], berdasarkan laporan Korban
dilakukan meckamsme Keadilan Restoralil pada lahap
Penvelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku
dan kortran.

Pasal 81
Mokanisme Keadilan Restoratl dilukukan melalui:

a. permohonan yvang dispuksan oleh pelaku tindak
prlana, Tersangka, Teordakwa, atan Keluarganya,
dan/alau kerban ondak prdana atau Keluareanyvy;
alau

b penawaran dan FPervelulik, Peronwdik, Penuntut
LU'mum, atau Hakim kepads Korban, pelaka tindak
pidana, Tersangha, ataun Terdakasn.

Melzanisoe Keatlilan Restoratifl  sebapaimana

dimaksud pads avat (1} ddakukan lanpa lckanan,

paksaan, intinudas), bpu dava, ancaman kekerasan,
kekerazan,  penviksaan,  dan tindakan  vang
merendahkan  kemunusian terhadap  Tersangka,

Terdakwa, Kortere, dan fatan Keluarganya,

Ifasul &2

Mcokanisme keadilan Restararif dikecualikan untuie

el

moo

o]

k.

tiilak  pidana terhadap keomanan negara, hindak
pduny terhadap negara sahabat, kepala nepara sahateal
serla wakilnva, tundak pidana ketertibvan unnam, clan
tindak pidana kesusilaan:

tindak pidana tererizane,

tindale piclana kerapesi;

tinctalkt pidana kekerasan seksual:

undak pudana yang diancam denpan pidana ponjara
Tolima) fahan Alan lebib, kecuali karena kealpaannya;
tinrlak piduana terharlap nyawa orang;

tndak midana yang diancam dengan pidana etunismen
khilsus;

tindak pidana tertentu yvang sanpat membahayvakae
atan merugikaon masvarakal, dan/ ataw

tindak pidana narkoenka kecuali vang bersialus sebeapgai
pemiggung atau penvalahguna.

Btagian . ..
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Bagian kedua
Mekamisme Keadilan Restoratif pada

Tahap Penyelidikan dan Penyuhikan

Pasal 83

(1} Mckamsme  Keadilan  Restoratif pada Aabap
Pooyelidikan  dan Peowidikan dilakukan melalul
kesepakatan unluk menyelesaikan perkara di hadapan
Penpelicdlik altau Penwvidik,

{3 Bkesepakatan scbagmimans dimaksud pada awvat (1)
dibukbikan denpgan surat kesepakatan penvelesaian
perkara dan ditandatangam oleh pelako, Korban, dan
Penvelidik atan Penyuhik.

(3] Berdasarkan sural kescpakatan penyelesalan perkara
scbagnimana dimaksud pada avat [2], Penyelidik
menerbitkan surac penpghentian Penvelidikan.

{4) Berdasarkan surat kesepakalan penyelesaian perkarn
sebagaimana  dimaksud pads awat (2], Pemadik
menerbilkan surat penghentian Penvidikan.

Faszal #4

Surat penghentian Penyicdikaon  schagaimans dimakesud
dalam Pasal 83 avart (4} dilhecitahukan oleh Penvidik kepada
Peoantutl Umntim dan dimintakan penctapan kepoda kotua
pengadilan nepert dalam jangka  waktu  paling  lama
Attipa) Harl.

Bapian kerips
Mekanisme keadilan Restoralifl pada

Tahap Penunivtan

Pasal 82

(1 Mekanisme  Keadilan EBestoratf pada tahap
Penuntutan  dilakukan melalul kesepakatan untuk
menvelesalkan perkara dy hadapan Penuncout Umuen.

(2] Resepakalan .
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Kescpakalan scbagaimana dimaksud pada avar 1]
dibuktikan dengan surat kesepabkatan penyelesaian
perkara dan ditandatanpgani oleb Tersaneka, Korban,
dan Penunrut Ui,

Buerdasarkan sural kesepakatan ponyvelesalan perkara
sebapaimana dimaksud  pada  avat (2), Penuntut
Umum menerbitkan  surat ketetapan pengbsntian
Penuntutan.

Pasal 86

Sural ketotapan petighentian Petlanlutan
schapaimana dimaksud dalam Paxal 85 avar (3) dalam
Jangka waktu paling lama 3 {tiga) Har dimintakan
penetapan kepada kKetua pengadilan negert,

FPenetapan  kelua  pengadilan neperl scbagaimana
thenaksud  pada avat (1) wapbh disampaikan oleh
Fenuntut Umum kepada Penynicdik.

Bagan Kewmpal

Melkanisioe Keadilan Reslorad

pradda Tahap Pemeriksaan di Sidang Penpadilan

Pasal AT

Dalam hal mekanisme Keadilan Restoracf scbagnimana
chimaksud dalam Pasal Y9 sampan dengan Pasal 86 tidak
dapal hilakukan, pencrapan mekanisme Keadilan Besturatid
dilakukan pada tahap pemenksaan di sidang penpadilan
mclalul utusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan
Pengadilan.

Pasal 88

Eetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanizime
Keadilan Restaranf dalam Pasal Y9 sampal dengan Pazal 87
dAatur dlalam Peraturan Pemerintah.

HAR Y . ..
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Bapian kesaru

Limuam

Fagal #L
Bentuk Upava Paksa melipute:

Penatapan Tersanghd;
Fomiangkapan;
Fenahanan;
Pengpeledahan;
Fenyitaan;
Penyadamarn;
pemniTiksaan surat;
Pemblokiran: dan

- oLt oW

= g

larangan hagr Tersangka arau Teedakws uniik keluac
wilayvab Tndonesia.

Bapian Kedua

Frioctapan Tersangka

Pasal QO

[1} Penctapan Tersangka dilakukan Ponvidik terhadap
sescorang vang diduga melakukan  tindak  pudana
bordasarkan munimal 2 {duaj alat bukri.

[Z} Penetapan Tersangka sebapaimana dirmaksod pada
aval [T} dituanpkan dalame surat Penetapan Tersaopka
vanp chitandatangan oleh Panyolike dan dibreriahukan
kepada Tersangka paling lama | (sana] Har ferhitung
skl warAal Peoctapemn Tersaopeha dikoeloarkan.

{3 Jural ...

SK No 273642 A
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I3 Sural Penelspan Tersangka scbagmmatia dimaksud
pada ayat {2] memuat:

a. adentitas Tersanpka;
L. urainn singkat perkara; dan
. hak Tersangka.

4y Dalam hal Tertangkap Taongan, Penyidik  sepera
menerbatkan surat Penetapan Tersangka sehagaimana
dimaksiy] pada aeat [2] dan avat (3)

[7F  [Falam hal Tersangka merupakan warga negara asing,
slral Penetapan Tersangka sebapasimana dimalksiul
pada avat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada
pervakilan negaranya.

Prasal 9]

[kalam melakukan Ponctapan Tersaopka, Penyidik dilarang
mclakukan perbuatan vang  memimbulkan pradugs
bersalah.

Prbal 42

Calam melakukan pencanan Tersangka, Penyidik dupal
meminta bantuan media dan masyvarakal untuk
memberikan informasi menpensi keberadoon Tersanplka
terselar. '

Bagian Khetiga

I*enangkapan
Paxal 23
1] Unluk kepeobiopan  Penvidikan, Penwelidik  atas
perinlah Penyvidik berwenang tmelakukan
Frnanghanpan.,

{2 Urgk kepentingan Penvidikan, Peovidik dan Penyidik
Fembantu berwenang melakukan Penangkapan.

{3  PPNS dan Ponvidik Tertentu tidak dapar melakukan
Penangkapan kecuall atas perintab Penyidik Polri

[4} Petangkapan .
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(4]  Penangkapan sebagaimana diunaksud poda avao (G}
dikecunlikan bap Penvidik di Kejaksaan Republik
[ndonesia, Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana
Kerupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkaran
Lout sesual dengan kelentgan Uoddanp-Llndang.

IPasal 44

Fenangkapan dilakukan terbadap sescorang vang didups
mmelakukan Limedak pidana berdasarkan mimimal 2 {dug)
alal bkt

Fasal 915

(1} Penangkapan  dilskukan oleh Penvidik dengan
memperlihalkan surat lupas kepada Tersangka,

(2} SBelain surat tugas sebapaimana  dimaksud  pada
ayat (1}, Penvidik harus memberikan sarat penmntah
Penangkapan kepada Tersangks vang berist:

A, wlemtitas Tersanglka;

h, alasan Penanekapan;

o, uralan  singkat  perkara  tindak  pidana vang
dipersangkakan: dan

tl. tempal Tersanpgka dipenkesa.

[} Temingssn surat perintah Penanghkapan schagaimana
dimaksud pada avat (2} harus diberikan kepada
Keluarga Torsangka atau orang  vang  dieunjuk
Tersangka atau kKetua rukun warga/ rukun telaoges
termpat Tersangka tinpgal dalam o wakliyg paling lama
Vet Hlan terhilunge sejak Penanpkapan dilakukan,

{4] Dalarn hal  Tertangkap Tangun, Penangkapon
dilakukan tanpa surat perintah Penangkapat.

{5 Thhak wvang mclakukan Penangkapan sebagaumatia
dimaksud pada avat (4) haruas segsera menyerahlan

teriangkap bescrta barang buktl kepada Penvidik atau
Penyvidik Pembarntu.

Pasal 96

Mensnekapan dilakukan paling lama 1x249  [saita kah
dua puluh tmpat) jam, kecuall ditcntukan lain olch
Lndane-LUndane.

Pasal 97. . .



SK No 273645 A

PRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA,

a1 -

Fasal 7

(13 Fenangkapan  tdak dapat dilakukan  terbadap
Tersangka yvang disangka melakukan tredak pidana
yang ancaman pdananya hanys pudana denda paling
banyvak kategoei [

(2} Dalam hal Tersangks scbagaimana dimaksud pada
avat (1] 1wlak mmemenuhl panggilan Penvidik seeara sah
2 [dunl kall berturat-turut tanpa alasan yamng sah,
Penangkapan dapat dilakukan.

Pasal 9F

Dalam  bal Penangkapan dilakukan terhadap secrang
Flakim,  Penangkapan  hoarus berdasarkan  tsin Ketus
Mahkamah Apung.

Cayian heempat

Penahanan

Pazsa] 13

{11 Untuk kepeotingan Penyidikan, Poondik berwenang
melakukan Penuhanan.

121  Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan
alas pertntabh Penyidik.

(31 PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakubkan
Penabanan kecuall alas poerintah Penyidik Polei

T Peonahanan  sebagsimana dimaksud pada aya [3)
hikecualikan bagl Penvvidik o Kejaksaan Bepublik
Indenesia, Kormsi Pembwraniasan  Tindak Pidana
kKorupsi, dan Tentara Nuasional indoncsia Angkatan
Lout sezuai dengan keleniuan Undang-Undang,

(ol Untuk kepentingan Penuntutan,  Penuntur Utnum
borwenang melakukan Prnabanan atau Penahanan
lanjaran.

[f2]  Unruk kepenimpan pemeriksaan di sidang peogadilan,
Hakim denpan penctapannya erwenany melakukan
Penahanan,

I'asal 100 .. .



SK No 273646 A

[1]

{2]

[

ad

PRESIDEM
HEPUBLIKN INDOMESIA

IR

Paszal 1410

Penahanan sebapsimans dimaksod dalam Posal 99
hanya dapat dilakukan berdasarkan suratl perintah
Penshansn atau penctapan llakimn cerhadan
Tersangka atau Terdoakwa vang melakukan tindak
pidana atau nmelakukan percobean aldg pembaniuan
melakukan linddak pidans vang disncam  dengan
pidand penjacs & (ima) tahun arau lebil.

Penshanan juga dapal dilakukan terhadap timlak
pidana yvang diatar dalam Pasal 213, Pasal 240
ayat (2), Pasal 241 avar (2, Pasal 242, Pasal 243
avat [1], Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 oyvat (1),
Pasal 253, Pasal 263 avat (), 'asoal 264, Pasal 300,
Pasal 302, Pasal 303 =vat (2), Pasal 304, Fasal 306
avat {1], [foazal 317, Pazal 4240, Pasgl 421, Pasal 435,
Pasal 448 ayat (1) dan (2}, Panal 462, Pgsal 46540
avat {1, Pasal 467 ayat [1], Pasal 472, Fasal 453,
Fazal 436, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 027, Pasal 353
aval [} buwrul g dan huraf b, %asal 569 ayac |1], dan
Fasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pulana,

Sural perintah Penahanan atau penclapan Hakim

srhagaimana dimaksud pada awvat (1) dan ayac [2)

harls mepcantumksan:

A, dentitas Tersangka atau Terdaliwa:

k. alasan Penahanan;

. uralan  singkat  perkara  tindak  pidans yang
dipersanpgkakan atau didakwakan; dan

il wernpal Tersanpksa arau Terdakwa ditahan.

Dhalam waktu paling lama 1 [satu] Hari terhitung sejak
Penahanan, tembuzan surat perintah Penabhanan alau
penctapan [[akim  sebopaimans dimaksud pada
avat (3] harus dileribkan kepada:

a. heluarpa atan wali Tersanphk wtay Terdalowa;

b, orang  yang  ditunjuk  oleh Tersanpka  atauw
Terdakwa; dan mlan

. kornandan kesatuan Terssnphka ataua Terdakas,
fdalam hal Tersungka ataun Terdakwa vang ditahan
adalah angpota Tentara Maswonal Indoncesia karenn
melakukan tindak pidana umuam.

t9) Ponahanan . . .
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(2] Pronahanan scboagaimona dunaksud dalam Pasal '
dilakukan terhadap Tersanpka ataun Tecdakwa yvang
diduga melakukan tindak pecdans berdasarkan minimeal
2 {lual alat bukll wang sah pka Tersangka atau
Terdakws:

;. mengabatkan panggilan Penyidik sebanvak 2 {duoa)
kali berturat turat tanpa alasan vang sab,

b. memberikan informmasi tidak sesual fakta pada saal
Permeriksann,

-

menghambal proses pemenibksann;
d. herupava meolarbkan diri

c. berupaya merusak dan rmenghilangkan barang
bukti;

I, melakukan ulang vindak pidana;

. terancam keselamalannya datos persciujuan atau
permintaan Tersanghkn atau Terdakwa; dan/ataa

h. mempengaruhl Saksi untuk tidak  mengaralan
kejadian sebenarnya.

Pasal 1001

[alarm hal  Penahdanan  dilakokan  terhadap  scorang
Hakim, PFPenahanan hamas  berdazarkan #n kertwa
Mahkomah Apung.

Pasal 102

(11 Penyidik  dupal melakukan Penabanan untak
kepeniingan  pemeriksssn pada  tahap Penyvidikan
sebapaimans dimaksud dalam Pasal 99 avac {1] dan
avat (2] untuk jangka wakta paling lama 20 {dua ppalukb)
Flari.

21 Apalula  jangks  wakil Pensbanan sehagaimand
dirnaksud pada avat (1) telah derlampaui, Penyidik
elunal T L AT prermohonan [HATTHAMETEA N
Penahanuan kepada Penunlul Lmum unluk pansks
vkl paling lama 40 iempat puleeh) Har,

2] Apahils Janegka  waktu 40 jempac puluh]  Harl
sebagaimana dimaksud pada ayal |2} terlampooa,
Fenvidik waylh mengeluackan Tersangka dard tahanan.

Pasal 103, - .
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Iagal 1403

Fenuntut Tmum dapal melakukan Penahanan untuk
kepentingan  pemerikszan pada tahap Pcnuntutan
sebagmimana dimaksod dalam Pasal 9% avar (5) unruk
jangka wakiu paling lama 20 {dua puluh] 1Tar.

Apabila jangka wakru Penahatan  sebagaimana
dimalesud pads ayul [ lelab rerlampaul, Penuntut
Uronum dupal menegajukan pormohonan perpan|angan
Prnahanan kepada keruwa penpadilan negeri unluk
janeka waktu paling lama 30 (tipa puluh] Hart.

Apablla  jangka  wakoe 300 [liga puluh) Hart
sebagaimana  dimaksiud pada avat (2] terlampaad,
Penunrmgr Ul wajih mengeluarkan Tersangka darl
Tabanan.

FPasal 104

Makin pengadilan negeri vang Moengadili perkara
dengan penelapannya dapat melakukan *cnahanan
untuk kepentingan pemeriksaan di sidaog pengadilan
schaparmana dimaksad dalam Pasal 99 ava [6) untuk
Jangka wakru pealing larpa 30 [1igs puluh) Han

Apatala Janpka wakiu  Penahanan schapaimana
dirmaksud pada aval (1) relah rerlampaw, Hakim
pengacdifan negeri mengapakan permahonan
perpanjangan Fenahanan kepada ketua penpadilan
negert untuk janpka wakng paling lama 50 (enam
pualuah) Hari.

Apabila  jangka  waktu 60 [enam  puluh)]  Har
sthagaimana dimaksud pada avat (2] terlampaud,
Hakim prrgadilan negeri wagth menpgeluarkan
Tersangka dan tahanat,

Paszal 1413

Halatn pengadilan tinggl vang Mengadili perbara unluk
keprntmgsn pemeriksaan perkara banding bersenang
mengeluarkan penetapan Penahanan antuk jangka
wialkiu pahing lama 30 liga pulubp Har,

(2] Apatala ...
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Apalnla Jangka  wakluy  Penzhanan  scbapgaimana
tlunaksod  pada avat {1] telah terlampaas, Hakim
peneEdilan 1ingg! mengajpuki RETmOhnmnan
perpanjangan Penahanan Kepada kelua pengadilan
unger untuk janpka wakiu paling lama 60 [cham
puluh) Har.

Apabala jangks waktu &0 (coam pulah)  Hai
sebapaimana dimaksud pada avat {21 reclampaui,
Hakim peogadilan tingg wajllhy menpehiarkan
Terzsanpgka dar iahanan.

Fazal 106

Untuk kepentingan poemeriksaan kasasi, Hakim agung
berwenang  mengerllarkan penelapan Penshanan
uniuk janpka waktu paling lama 30 jtiza puluh Har.
Apahila Jangka  waklu  Penahanan  schagaumana
dimabksud pada avat (1} telah terlampam, Penabanan
dapat dipcrpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung
untuk jangka wakiu paling lame 60 jenam pulah] Horo.

Apabila  jangka  wakiu &0 [enam  puluh)  Har
sebapaimanad dimaksud pada avat (2] terlampae,
Hubim agung wajilbh meongeluarkan Tersangka dari
tahanan.

Fasal 107
Jangka waktu Penahanan sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat
thiperpangang kembmb hberdasarkan alasan vanp patat
nniuk  kepentinpgan pemeriksaan Tersangka  ataw
Terdakwa karena:

a. Tersangka atan Terdakwa menderita pangpuan lisik
atau meneal yang beear, vaong eilaklikan dengan
sural kelerangan dokter; atau

b. perkara vang sedang diperikisae dancam denpan
pdana perjara 9 {setnbnlan) tabun atall lebih.

Ferpanjanpan sebagaimana dimaksud pada avat (L)

dibernkan untuk jangka waknl paliog lama 30 (iga

prutluh) Hari ddao dalam hal Penahanan weosebul masib
diperclulean, dapar diperpanjang kemball antok jangka
wiakiu paling lama 30 [tegn pulubt Har.

() Prrpamjangan .
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Perpanjangan Penahanan  sehagaimana  dimaksud
padn avat () dilakukan Berdasarkan permmintaan Jdan
laporan pomeriksuan pada tahap

a. Penyvidikan dan Penuntulan diberikan oleh ketuz
pengadilan negerd;

tr. pemeriksaan diopenpacdilan neperi diberikan oleh
ketua pengadilan 1ingg;s;

c. pomerntksaan  handing  diberikan oleh Ketua
Mahlkamah Apung; otau

d. pemeriksaan kasasi dilerkean olch Ketua
Mahkamabh Apgung,

enggunaan  kewenangan perpanjangan Penahanan
oleht pejabal sebhapaimana dimalksud pads avar (3
dilakukan  secara bertahap dan dengan penuh
TATIRR T jawab.

Ketentuan sebagaimana dimaksod pada avat (2] tdak
menutup kemunpkinan  dikecluarkannyva  Tersanglos
atau Terdakwa dan tahanan sebelurm berakhir walkiuy
Fenahanan, jika kepeontingan petneriksaan  sudah
clipsermuh.

Setelah jangka wakou 60 (enam pulubl Har, walaupun
perkara tersehur belum sclesal diperiksa ataw belum
diputus, Tersangka  atau Terdakwa hargs  sudah
dikeluarkan dari tahanan dems bk,

Terhadap  perpanjangan Penashanan  sebagaimana
ffimaksud pada avat (2], Tersangks atau Terdakwa
dapat mengajukan keberalan pads tahap:

a. Penyidhikan  dan Peounootan kepeada Ketus
Pengadilan Lungel; atau

b pemerniksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan
banding kepada Ketua Mahkamah Apung.

Terhadap perpanjangan Penshanan pada  tingkat
pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksad avat {3
huraf d, Terdakwa tudak dapat mengajukan keberatarn
karema Mahkamah  Agung merupakan  peradilan
lingkat terakhir dan yang melakukon penpawasan
tertingpl terhadap perhuatan pengadilan lain.

Pasal 108 . .
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Pasal 108
Jemis Penahanan terdivi atlas:
. penahanan rumah tahanan noegars;
b pernahanan rumah; dan
¢ pensahanan kotao.

Penahanan  rumah  tabhanan  nepars schagmimana
dimaksud pada aval [1] hurul & dilaksanakan di rumah
tahanan negara.

Fumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada
aval [2] dikelola aleh menteri vang menyelenpegarakan
urusan pemernititahan i idaog pemasyarakatan yang
ada di kabupaten/kota o wilayah bukum pengadilan
negeri vang menetapkan Penshasnan atau pongadilan
tegeri yangy Mengadili perkora.

Dralam hal udak terdapat ramah ahanan negare pada
kabupatenjfkota  sebagaimana  dimaksud  avat (1],
Penabacan dildaksanakan di rumah tahanan lain vang
tlikeeleala oleh:

4. menleri vang  menvelenggarakan UrL&Hn
pemerintaban di bidang permasyarakalan; alau

B oinstitusi penepak aukum o yvang memilikd
kewenangan melakukan Penahanan berkoordinas,
denpan menten yang menyelenggarakan arisan
pemerintabuan di bldone pemasyarakatan,

vang ada pada kabupaten/kota terdekal .

Penahanan  rumuah selmgaimana dimaksud  pada
avat (1] hural't, dilaksanakan di rumah tempat tinggal
alau rumah kediaman  Tersangka atau Terdakwa
dengan mengaddakan pongawasan terhadapnya antuk
menghindarkan sepala sesllally vang  dapat
menimbulkan kesulitan dalam Penyidilksan,
Penuntutan, atau pecmerniksaan di sidang pengadilan.

Penahanan kota sebagaimana dirmaksud pada ayal [1]
hurul ¢ dilaksanakan di kota tempal lingega] dtau
tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan
leewajiban agi Tersangka atau Terdakwa melapor diri
pada wakiu veog ditentukan.

(Y} Masa ..
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Masa Penanpgkapan dan/alau Ponahanan vang telah
dijalani Terdakws  scbelum Putusan Pengadilan
mamperalebh kekuatan hukam tetap menguraneg
mdana penjara uniuk wakta tertenlu atdau pidana
denda yang dijatuhkan.

"engurangan pudana denda scbagaimana dimaksud
pada avar [7} disepuadankan dengan penphifangan
Pidana penjara pengeanti dendas.

Untuk penahanan rumab, pengurangan sebagaimana
dimaksud pada avar [7) sebanvak 173 [satu per tipa)
darl juralab wakty Penahanan

Untuk penahanan kola, pengurangan sebagaimana
ditnaksud prada avat {71 scbanyvak 175 [satu per lima)
dan jumlah waktu Penahanan.

Jemis Penahanan  sebapaimana dimaksud  dalam
aval (1] dapal dialihkan berdasackan saral pesincah
Penvidikan, Penunlul Umum atau penetapan Fakim
vang tembusannya dibenkan kepoada Tersanghka atan
Terdakwa, RKeluarga Tersangka atau Tercdlakwa, dan
Instans vang berkepentingan.

Fasal 1039

Dalatn hal Penahanan schagaimang dimaksod dalam
Fazal 1002 sampai denpan Pasal 1U8 atau perpanjacg-n
Penabanan sehagnumona dimaksud dalam Pasal |07
lielak  sah,  Tersangka  atau Terdakws  berhak
mengajukan  permohonan anii Bupl kepada
penpadilan nepert,

Lamanya Tersangha atauw Terdakwa dalam tabaoan
liclak boleh melebihi ancaman pdana msksimam.

[Pasal 110

Alas permuntaan  Tersangka ataw Terdakwa,
penangguhan 'enahanan dapar  diberikan oleh
Penyidik, Tenunrut Umoarn, alaw Hakim scsuat dengan
KoWeEnATI AN THASINE-ME%INE,

Penanppuban  Penahanan scbhagnimana  dimakesac
pada avat {l) dapat dilakukan denpan atau tanpa
Jatmban Wangs Alag Jaminan oerang berdasarkan syarat
vatg ditenlukan,

(3] Jaminan . ..
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Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada aval (2
dapat  liberikan  olch  Keluarga Tersangks dlau
Terdakw:a, Advekat, atau orang  lain vanp  tidak
mempunyal hubungan apapun dengan Teraangka atag
Terdakwa sephanpang hersedia dan bertanggung, jawats
metnikul sepals niske dan akibat yanp rimbaal ik
tahanan melarikan dirt.

Fonyihil, Prenountut Umurn, atau Halom  karcono
Jabratanmyis sewaklu wakiy Hapat mencabut
penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau
Terdakwa melanfpar syvArat schapdimana dimaksad
pada avar {2).

Dalam hal Penuniul Umum mengaypukan perlawanan
lerhadap penoneguhan penahanan, Terduakwa tetap
dalam tahanan sampai dengan dilerimanys penetapan
ketua pengadilan neger.

Dalam  hal  ketua  pengadilan negen menerima
perlawanan Peountul Umam, Hakim pengadilan negeri
wajily  menecluarkan surat pernintah Peniahanan
kemhball dalam waktu  pabng lama | (sala) Han
lerhitung sejok penetapat kellia pengadilan neecr.
Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan
kembal tidak clihitung sebaga masa Penahanan.
Ketenluan  mengenosl porsyaralan penanpglhban
Penahanan  scbagaimana  dirnaksod  pada aval (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 111

Apabils pada masa Fenahanan  Tersangka  ataun
Terdakws di tahap Penyvidikan, Penunturan, dan falau
pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakil dan
dirawal di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa
dilakulan pembantaran.

Masa nembaniaran scbhagaumana  dimaksud  pada
avat (1) bddak dibitang sebapa) masa Penahanan,
Selama pembanlaran scbhagaimana dimaksud pada
aval {1], Tersanglka atau Terdaskws berada dalamn
neogawdsan Penyidik. Ponuntat Umum, atau Hakom
se5UEl dUnpan lahap pomeriksaan.

Ketontuan Ichib lanjut mengenal svaral, lata cara, dan
progawasan pembamiaran Tersangka atan Terdzakows
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .
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Bagpian Kelirna

Penppsledahan

Fazal 112

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyvidik dapac melakukan
Fengpeledabian lerhadap;

ik

i)

(2]

[

rumub datau bangunan;
pPalesian;

badan;

alar trarsporlas;

Infarmasi Elekironik;
Dolumen Eleletronike dan/alan
benda lainnya.

Pasal 113

Schelum mclakukan  Penggeledahan sebapaimana
dimaksud dalamy Pasal 112, Penyidik mengajukan
pertmohonan win kepada ketua pengadilan negeri.

Permmohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

harus fisertdl urdian mengena:

#. lokasi vang akan digeledah; dan

B. dasar atau fakla vang dipercava babwa dalam
lokasi fersebul lerdapat barang bukt vang terkait
denpan lindak pidana.

Nalamr melakukan enggeledaban, Penvidik hanyva
dapat mclakukan pemerksaan danjaran Penvitaan
barang bultti vang terkain denygan Undak pidana

Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan

Pengpeledabhan tanpa izin dan ketua pengacdilan neperi.

keadann  mendesak sebagaimana dinaksud  pada

aval [4] meliputi

g letak geoprabls yang susah dyanghkau,

br. Terlangkap Tangan;

t. berpotenst berupava merusak dan menghulangkan
barang buktl; dan/ atau

d. =situas] berdasarkan penilaian Penyidile

() Dalam . .
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Dualam keadaan scbagaimana dimaksid pada ayat (4],
Penyudik paling lama 2x24 {dua kali dug puluh cmpat)
jam meninta persetujuan kepada kelua penpadilan
negert setelab dilakukan Penggeledahan.

Ketua penpadilan pegernl dalam wakiu paling lama
2x24 [dua kali dua pulubh cmpat) jam setelab Penyicdik
meminta  persetujuan Pengpeledaban sebagaimans
dimnaksud pada avar #6) inengeluarkan penctapan.

Nalatm hal kelua penesdilan negerl menolal untak
membenkan persetwuan scbagaimana dimaksued pacda
a¥al (), penolakan harus disertar dengan alasan.

Penolakan scbhagaimana dimaksud  pada ayat (&)
mengakibatkan  bhasil  Pengpeeledabhan tidak  dapat
dijadikan alat bukri.

Pasal 114

Fenydik wajily meminjukkan sural tugas dan surat
ity Pengpeledahan dan ketua  ponpadilan negeri
kepada Tersanghka atau pemilik/ penghuon rumah atau
bangunan,

Fenyidik melakukan  Pengpeledahan  cumah alaug
bangunan sebapaimana dirmakswd dalam Pasal 112
biueal & denpan disaksikan oleh 2 [dua) orang saks..

[alam hal Tersanpks atau penulik penghoam menolak
untuk dilukukan Pengeeledahan atau tidak Berada i
lempat, Pengeeledahan harus disaksikan oleh kepala
desaflurah aran nama laintva alan ketws rukun
warga/rukon retangea dan 2 (dua) erang saksL

Setelaly, melakukan  Penpgeledahan scbagaimana
clitmaksud  pada avat (2], Ponvidik membuat berita
acatd  Penpgeledahan rumah aran bangunan vang
ditandatangarm  oleh  Peawidik,  Tersangka atau
pemilik/ penghunt rumah atau bangunan, dan saksi.

Selelah melakukan  Penggeledahan sebagaimana
dimaksud pada avar [(3). Penyidik membuozal herita
acara Penggeledahan rumah atan bangunsn yang
ditandatangani oleh Penyidik, kepals desadiurah atan
nama  lnova  atap kelya rukun warga/rukun
1etanpyA, d4an saksi.

Prasal 115
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Pasul 115
Fenyidik dilarang melakukan Pengpeledahan poada;

i ruang vang di dalamnya sedang berlangsung sidang
bajelis Peemulsvawaratan Ralovat, Dewan Perwakilan
Ealyn1, Dewsn  Porwakilan Daerah,  alwg Dewan
Perwakilan BEakovat Docraly;

b. ruang vang di dalamnya sedang berlangsung ibadah
dan/ataw upacars keasgamaan,; atau

e ruang vang 1 dalamnova sedang berlangsung sidaneg
penpadilan.

Paszal 11h

Lalam hal Penyidik harus  melakukan Pongpeleduban
tamah  alaw bangunan di luar  daeral hukymnys,
Pengpeledaban teescbut haras  diketahui oleh ketua
pengadilan negert dan didampingi oleh Penyidik dari daerah
hukum tempat Penggeledahan lersebut dilakukan.

Pazal 117

(11 Pada waklu menangkap Tersanpgka, Penvelidik hanyva
berwenang menggeledah pakaian fermasuk benda vang
dibiwwanya serta wmpabila lerdapat dugaan dengan
alasan yang cukup bahwa pada Tersanpka terdapat
benda vang dapal disita,

2] Pada wakio menangkap Terzangks atag dalam hal
Tersangka scbhagaimana  dimaksul  pada ayar (1)
dibawn  kepada Penyidik,  Penvidik  berwenang
mengpeledah pakaian danfataue mengeeledah badan
Tersanpka.

Bagman Keenam

Penyilaan

Pasal |15

Untuk kepenimgan Penvidikan, Penyidik cdapan melakokan
Ponwvitaan,

Pasal 119 . ..
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Pasal 1149

Scbelum melakukan Penvitaan, Penvidik meneajukan
permohanan iz kepada ketus pengadilan negeri
tempal keberadsan benda tersebor,
Permohnnan 1zin scbagaimana dimaksad pada aval [1]
harus memuat nformast lengkap mengenal benda
vaug akan disica mirnmmal melipuli;

8. et

L. Jumlah dan nilal barsng;

r. lokas dan

d. olasan l*cnyityan,

Kotua pengadilan nepect wajily menelitl secara cermat
porroohonan e sehagaimana dimaksud pada ayatl (2)
dalam jangka wakiu paling lama 2 [duaj Han terhitung
sejak permobhonan izin diggukan.

Ketua penpadilan negeri dapat meminta  informasi
tambabhan dar Penyidik menpenal benda vang akan
disita sebagaimana dimaksud pada avat (2]

Kella pengadilan negert dalam jangka wakia paling
lama 2 |dua| Han  terlitung  sejak  pepelilian
sehagoimana  dimaksid pada oweat (31 wajib
mengeluarkan penctapan persctujuan atau penolakan.

Pasal 1240}
Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan
Penvitaan tanpa zin ketun pongadilan neperi hanya
alax benda bergerak dan unook ite dalam jangks
wakiu paling lama 5 |lunal hari kerja wagib meminla
prractujuan kepada kerua pengadilan negen.
kKeadaan mendesak sehagaimana  dimaksud pada
avat [Th nehipuar:
A, letak geoerahs vang susah dijanekau;
b, Terlangkap Tangan;

.o Tersangka  berpotenst berupaya  merusak dan
menghilangkan barang bukti secara nvatla;

d. benda ataw aszct terselal mudah dipindahkan;

£. adanyva  ancamat serids terbadap Keamanan
nasional atau OYEWA HesturHang vany memerlukan
Lndakan sepera; danarau

f. s=ituasi berdasarkan penilaian Penyidik.

3] Ketua .
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Ketua pengadilan nepeo dalam jungka waktu paling
lama 2 i{dua] hari kerja lerhilung scjak Penyidik
mCInita pE st Lan Prenvitaan srbagaimana
ditnaksud  pads ayar (1) wajib mengelnarkan
penelapan persetujuan atau penolakan.

Pasal 121

Calatn hal kelua pengadilan nepgen menolak untuk
memlaerikan  xin scbhagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 119 avat (31 atau  perzeluplan Pepvitaan
sebagaimnang dimaksud dalam Pasal 120 avat (5,
ponetapan penolakan harus discrial denpan alasan.

Terhadap  penslapan renolakan sebagairnana

dimaksud pada avat (1), Penvidik dapat mengajukan
kemball permohonan Penytaan terhacdap bends vang
gamd hepada ketua pongadilan nepert hanva | [satw)
kall,

Peoctapan penclakan schagaimana dimaksud pada
avat (1} menpakibatkan hasil Peayitaan tidak dapea
ejjadikan alat bulkti.

Serelah memperalch peEnetapan penalakan
sehagatmana dimaksud pada aval [1], Penyidik wayib
scpera mengetmbabibcan benda yang  disita kepada
pemilik atal pihak yang menguasai benda pada saat
dilakukan Prnyilaan dalam jangka waktu paling Jama
3 [al Har lerhitung sejak penctapan penolakan
dilerima.

Pusal 122

Penyidik wajibhinerimjukkan surat perintah Penyrtaan
an surat 1an Penyvitaan darl ketua pengacdilan neger
kipacda pemilik atau pihak vang mengilasai bends
lersehut ketika melakukan Penyvataan.

Penyiaan sebapaimana dimaksud pada aval {1] wajih
dihadirt oleh 2 [dua| orang saksi.

Actelah Ponvidik melakukan Penvitsan sebagaimana
dimaksud pada avat (1], Penyidik wajih membuasat
benita acara Penyitaan vang ditandalangan oleh
Penyidik, permulik a1au pihak yang meneguasal benda
vang disila, dan saksi.

(4] Dalam . ..
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Dalatn jangka wakiy paling lama 2 [dual Harl terhatung
serak  Penyitaan  selesar dilakukan,  Penyicik
merberikan salinan surat perintah Peovitaan alaug
sural 1zin Poovitaan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan berita avara sebmapgaimana dimaksud pady
avat 131 kepada pemilik atau pihak yang menguasa
benda dan kepada ketus pengadilan negeri.

Dalam hal prmilik atau prhak vang mengliassi henda
vang disita 1idak berada i termpat, Penyilsan wajib
disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainoya
atau ketua rukun wargafrukun tetangga dengan 2
[dua) orang suks=.

Selelah Penpidik melakukan Penviraan selbagaimana
dimaksoud pada avat (3], Penvidik wajib membuat
berita acara Penyitzan yang ditandatangani oleh
Fenvidik, kepala desaflurah atau nama lannnva alau
ketlm oakun warga /rukun telangga, dan sakesi.

Nalam jangka waktu pabing latoa 2 [dyap Hari techitung
sejak Penyitaan schagaimana dimaksod pada ayat (5)
sclesan dilakukan, Peonyidik memberikan salinan surat
perintah  Penyilaan  artau surat  izin Penvitaan
sebagaunana dimaksud pada avat (1) dan berita acara
sebapaimana dimoksud pada avar [B] kepada pemilik
alau pikak vang menguasai benda dan kepads ketua
pengadilan neperi.

Pasal 123

Neredn vyanpg dapat disita adalah:

a. benda atag tagihan Tersangka ataw Terdakws vang
seluruh atsy sebapian diduga diperoleh dari tindak
pitlana ataw sebagal hasil dan tindak pudana,

b bends yang telah dipergunakan untuk melakukan
ndak pidana atan uniuk mempersiapkannys;

. benda vang dipergunokan untuk  menghalatg-
halang Penndikan ondak pdana,

d. benda vang khusos dibuac ataw dipecuntukkan
melakukan tindak pidana;

¢ benda vang tercipta dari susiy tindak pidana:
dan/atau

f. benda vang diduga merupakan hasil tindak pidana
namun pemiliknya tidak dikelahul,

(2] Benda . ..
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Benda wvang berada dalam sitaan karena perkara
perdata atay karena pailit dapat jupa disita untuk
kepentingan Penvidikan, Penuntutan, tlan
pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang
memenuhl ketentuan sebagsimana dimaksud pada
avat [1}.

filau keseluruban dard benda vang disita tidak melehihi
niilal kerugian akibat tindak pidana.

[ralam hal benda sitaaan tidak sesyai denpan ketentuan
sthagaimana  dimaksud pads ayal  {1),  ketua
pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk
mengetmbahkan bends vang disita kepada pemilik
dalam jangks waklu paling lama 30 {riga prahaby) Hard

Eetenuan lebih lanjut mengenal nilai bemeds yang
dapat disita sebagaitmans Jdimaksud pada avat (3]
diatur dalam Peratuean Pemerintah.

Pasal 124

Peovidik dapat melakukan Penyitaan terhadap benda
scbagaimana dimaksud  dalam Pasal 123 denpan
mengajukan wan kepada Ketua pengadilan neger yang
daerah hukurnnya meliputi tempat keberadaan henda
lersebul,

Calam hal benda vang dimohunkan wntuk disita
terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negert,
Penyvidik dapal memilib salah satu dari penpadilan
negeri tersebut setpaimana dintaksud pada avat [1}.

Oalam hal keadsan dacrabh tidak memunegkinkan
stiatuw Pengadilan Negeri  untuk memeriksa
ermohonsan Pcrayitaan, Mahkamnah Aping
menelapkan atau menumuk pengadilan negerl lain
vung layak untuk memeriksa permnhonan dimaksud.

Dalam hal benda vang dimohonkan uwuntuk disita
brrada di luar beger, Pengadilan Negen Jakarta Posat
berwenang memeriksa, Mengadili, dan  memutus
permrrhonan Penyitaan iersebut

Fasal 125 . ..
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Pasal 123

(1] Penvitaan terhadap lenda yang pemiliknyva tidak
dikctahul sebagaimana dimaksod dalam Pasal 123
Aaval [} hurul £, diagjukan permohonan Penvitaan oleh
Peovirhik Kepada ketua pengadilan negeri.

(2] Ketua pengoadilan negert dalamm wakil paling lama
3 [liga) Han  memennmiahkan panitera untuk
mengumumkan permohonan Penyltaan pada papan
pengamuman Pengsdilan Negeri danfatau moedia lain
puns membenikan kesermpatan kepads pihak vang
merasa  berhak  atas benda  untuk mengajukan
kcberatat.

(3} Dralam  hal tidak tecdapat keberatan  terhadap
pertmobhonan Penvitman, ketua  pongadilan nepen
menunjuk  Hakim  tunggal  uniuk memeriksa,
Mengadili, dan memuiuzs pecmohaonan Penvitaan,

(4] Berdasarkan permohonan Penyitaan yvang digjulean
ocleh Penvidik, Hakirn memutus benda tersebur sebagas
asel negacd Aatau dikembalikan kepada vang berhak.

[7] Hazkim  harus  memuoos perroobonan Persvilaan
sebapaimana dimaksud pada avar (1) dalam waktu
paling lama 7 [toyjul) hari kerja techitung scjak Hari
sidang pertama.

Fasal 120
Dralum hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menvila:
a.  benda vang felah digunakan untuk melakukan tindak
paciana;
L. benda vang patut diduga telabh dippoakan aontuk
melakukan tindak pidana; danfaraun
¢, benda lain vang dapat dipakai sebagai barang bulcti.

Pasal 127

(11 Dalam hal Terangkap Tangan, Penvidik berwenang
rmen¥ila pAaket, silral, alau benda vang pengangkuatantya
atau pergnmannya didakukan eoleh kantor pos dan
telekormunikas,  perusahaan komumkasi,  atau
perusahaan [ax8 pengangkutan sepanjang paket, sucal,
Alanl beneda tersebut diperantukkan bagi Tersanpka atawy
yane berasal dan Tersangka.

|2 Setelak . . .
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Setelah rmelabkukan Ponvitaan sebagaimana dimaksiid
pada avat {1], Peoyidik membenkan  surar  landa
peneamaan kepada Tersangka dan pejabar kanlor pos
dan relekomumkas:, perusabsan komunikasi, otau
porusahaan jasa pergangkutan,

Pasal 124

Penyidik  berwenang  memerintabkan  otang  yvang
memilikl atau mengluasal benda yanp dapat disita
unruk menyerahkan benda terscbut kepadanya untuk
kepentingan prmeriksaan.

Penyidik harus memberikan farda werima kepada
QTATE Vang menverabilian handa rersehoa,

Pagal 120

Sural atau tulisan lain haova dapst diperintahkan
untuk diserabkan kepads Penvidik, jika sural atau
tulisan tersebut berkaitan denpan tindak pidana.

Fenvitaan sural atau tulisan lain dari pejabat arau
RCRUOTATIE,  vanpg mompunyar  kewajiban  menorut
Urelang-lindang untuk merabasiakannys, sepanjane
ldak menvangkut rahasia  negsra,  hanys dapat
dilakukan atas persetujuan pejabat atau scscorang
terscbut atau atas win khusus ketua pengadilan negeri
setetnpal, kevuall Undang-Undang meneniukan lain.

Fasal 130
Pclabat vang berwenang melakokan Penyitaan wajib
bertangpung jawabr alays enda sitaan.
Benda sit4an dapat disimpan pada:
a. tumah penytmpanan benda sitaan oegara;

b. tempat vanp discdiakan oleh Pengyadik wniuk
kepentingan Penyidikan, atauy

. lempat yvang disedakan oleh JJakss untuk
kepontingan Penuntutan.

Penpelodann benda sitaan dilakukan dengan schaik-
baitknya dan sedapat imungkin menjaga nilal ckononiis
dan benda sitaan.

4] Benda ...
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Benda sitaan dilacrang unluk dipergunakan olch siapa
pun  dan untuk WWuan spapan, kecuali untuk
kepentingan pemeriksasn perkara.

kheleniuan Iebith lanjut menpenai  penpelolazan dan
penvimpanon benda sicwan diatur dalam Poraturan
Femerinitah.

Pasal 1.31

Datam hat barda silwan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 terdin alas benda vang dapat lekas rusak
Aataly  membabhavakan,  schinpga  tklak muongkin
disimpan  sampar Putusan Peopacdilan terhadap
puorkars yang bersangkutan mempeoeroleh kekuatan
hukum tetap, benda lersebut dapat diamankan,
dimustnahkan, atau  dilclang oleh Penyidik  atau
Fenuntul Umum denean perserujuan Tersangks alau
Terdakwy dan/atau Advokarnva dan disaksikan oleh
Fenyidik, Penuntut Umum, Tersangka, alay Terdakws
dan/atau Advokariyva.

Jika Tersangka ataw Terdakwa  lidak memberikan
porsctujuan sebagaimana dimaksud pada avatl (1),
Fenyulik alau Penoniul Lmum membuat berita acara
penmlakan paling lama 3 [lgal Herd dan lelang terap
dilaksanakan.

Benda sitaan vang dilelang sebapaimana dimaksud
pada avat [1} tidak dapat dibeh oleh Tersangka atau
Terdakwa tan falau pihak yang mempunyai hubungan
keluargs sedarah sampal derajat kedua, hubsingan
semends, don hubungan kerja atau keuangan.

Dalam hial benda zitaaan sebagaicnana dimaksod pada
ayat {1] telah dilelamng, namun berdasarkan putusan
berkekuatan  hukum ielup udak dirampas untuk
negaca, maka wang hasl ponjualan lelang barang
sitaan terselbol harus dikembabkan kepada vanog
berhak paling lambat 30 (nga puluh) Hari sejak
putdsan berkekoatan hukum tetap.

Malam hal terdapat bunga keuntungan atal bentuk
keuntungan lain dan hasil penyimpaoan benda sitaan
vang dilclang sebagaimana dimaksod pada ayval [1)
maka perampasan dan pengembalian bang hasil lelang
benda sitaan juga disertad dengan bunga keuntungan
atau Keunrutgan lain tersehol.

Pasal 132, ..
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Fasal 132

(13 Lralzm hal benda sitaan nerupakan benda berbahaya,
bersifal terlarang ataun dilarang untuk  dicdarkan,
Lenda lersebul ditampas untuk kepentingan nepacs
Alag dimusnabkan dengan zin keluas  pengadilan
negerl, dengan atau tanpa disaksikan olel Tersangks,
Terdakwa, arau  Acdvokalnys  dengan mengundang
Tersanpgka, Tetdakwa, atau Advokatoya.

2] Henda sitaan vang bersifat torlarang ataw ddilarang
uniuk diedarkan sebagaimana dimakswd pacla ayvat (1)
disisihkan sebagan untuk kepentingan pembuktian di
pengacdilan.

Paszal 133

Benda vang dikenakan Peoyitaan dikembalikan kepada
orang yvang mermliki alan menguasal benda vang disita,
atau Kepada orang yang paling berhak dalam hal:

#, lidak diperlukan lagl untuk kepeniingan Peryvidikan
dan Pcnuntutan;

B perkara tersebut tidake jaci dituniot karena tlidak
cultup bukte ataw ternyala bukan merupakan tindalk
pidana; ataly

. perkara tersebul dikesampingkan untuk kepentingan
umum atau peorkara tersebur ditwiup demi hukum,
kecuali apabula benda ab diperoleh dar soatu tindak
piclana  atau yang dipergunakan untuk melakukan
sialy tindak prlana

Pazail 134

Penpembalian benda sitaan sebapaimana dirmaksud cdalam
Paszal 134 dulakukan paling lama 7 [Tupuh] Harl terhitung
scjak benda sitaan tdak lagi diperlukan uniuk kepentingan
Penvidikan, penghentian Penyidikan, Fenuntuian,
penphentian Penuniadan, perkacs rersehbat dikesampingkan
untuk kepentingan umuam, atau perkara ditutup deon
hulkum.

Pasal 135 . ..
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Pasal 135

Apabila perkara sudah diputus maka benda vang disila
sebapgainang dimaksud dalam Pasal 134 dikembalikan
kepada erang vang berhak, kecual jika menurut patusan
Hakim beoda terscbut divampas  unluk negara atau
dimusnahkan atau jika benda tersebul masib diperlukan
sebagan bukti dalam perkara lain.

(1)

(2]

[1}

12]

(3]

Bapiao kelguh

Penyadapan

1*asal L34

Penyvidik  dapat melskukan  Peoyadapan  untuk
kepentingun Penwidiboan.

Evlentuan mengenal  Penvasdapan  sebapaimana
dimaksud pada avat {11 dialur dengan Undang-Undang
mengcnal penvadapan.

Bagian Kedelapan

Femeriksaan Surat

Pasal 137

Pehiynlik herhak membuka, memenksa, dan menyita
sural yanp dikinim melalul kanbor pos, perdsabaan
telekomunikiasi, atau perusahaan pengangkutan, jika
sural terscbut dicurigai denpgan alasan yang koat
mempunyal hubungan dengan perkara pidana vang
seflang diperilisg

Unruk  kepeniingan Penvidikan,  Penvidik  dapae
mertinty kepada kopata kantor pos, kepala perusahaan
telekomurikasi, atau kepala perusahaan
pengangkutan scbagawmnana dimaksued padsa ayat [1)
uniuk menyerahkan surat vang dimaksud dan harus
mecmbenikan tanda terima.

kewentuan sebagaimana chmaksud pada ayal (1) dan
avat (2, dapat  dilskuksan  pada  setiap  tahap
petrneriksaan dalarm proses peradilan.

Pazal 13K . ..
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Poasial 148

Jika sesudah dibuka dan diperiksa, ternyala sural
tersebgl ada hubungannva dengan  perkara vang
sedang diperiksa, sirat (ersebul dilampirkan pada
berkas perkara.

Apabila surat tersebut fidak ada hubungaonya dengan
perkara, surat terschut ditutup kembali dan dalam
Jangka wakru paling lama 2 {dual Har techitung scjak
pemetiksaan selesai, harus  diserahkan kemball
kepada kantor pos, perusahasn tolckomumbkas, atay
perusahiaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap vang
berhunyl “telah dibuka oleh Penyidik™ denpan dibubuhi
Langeal, tanda tanpgan, dan dentilas Penvidik,

Fenyidik dan pejabat pads seviap 1ahap pemeriksaan
dalam proses peradilan wajib merahasiakan si surat
vanp dikembalikan.

I*azal 1349

Penyidik membmal berila acara mengenal tindakan
yvang  dilakukan scbagaimana dimaksud  dalam
Fasal 137 dan Pasal 34,

Penvidik harus memberikan tembissan berita acara
sebagaimana dimaksud pads ayal (1) kepada kepala
kantor pos, kepala peruysabaan elekomunikasi, atao
kepala perusahaan pengangkutan vang bersanpkitan,
tlan kepada ketua pengadilan negeri.

Baman Kesembilan

Pemblokiran

Pasal 140

FPetnblakiran dapal dilskukan olebh Penvidik, Penonlut
Urnium, alaw Hakim

Pemblokiran scbhagawmana dimekswgd pada avat (1)
haras mendapat @n kaiua penpadilan negeri

[3] Permchotarn ...
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Permohonan zin sebapaimanas dimaksad pada avat (2}
harus memoast anformast lengkap mengenal alasan
perlunya dilakukan Pemblokiran minimal meliputn:

a. Uralan Lndak pidana vang sedang dipirases;

b dasar atau fzkta vang menunjukkan objek vang
akan diblokir meomliki eelevansi denpan undak
pidana yang sedang diproses dan sumber peralehan
dasar alau fakia werschut; dan

vo bentuk dan mgjuan Pemblokiran vang  akan
dilakukan terhadap masing-masing objek vang
akan diblokir.

Ketua pengadilan negen wajih mencliti secara cermat
permohonan 1zin sebapaimana dimaksud pacda avar (3)
dlalam Jangka wakiu paling lama 2 {dua) Harc fechitung
sejak permohonan izin diajukan,

ketua pengadilan oeperi dapatl meminta informass
rtambahan dun Penyidik mengenal hal sebagaimana
dimaksad pada avat 3],

Femblokiran hanva dapat dilakukan umiuk jangka
waktiu 1 [satyu) tahun dan dapal diperpanjang 2 [duaa)
kall untuk janpgka wakiu & [enamp Bulan.

alam keadsann  mendezak,  Perablukican  dapat

dilaksangkan wnpa lzn kelua pengadilan neperi.

Keadaan moendesak sebapaimana  dimaksad  pada

ayat (7) melipatl:

i1, paotensi dialihkannyva harte kekaysan;

b adanys  rindak  pidana  terkaic  informas: dan
transaksi clokirenik;

v, wiah teradl permufakatan dalam tindak pidano
terorganisasi; dan fatay

i, situazl berdasacrkan peniaian Penvidik,

Lralam kcadaan sebapaimana dimaksad pada avat (8),

Penyidik dalatn jangks waktu paling lama 2x24 dua

kali dua pulub empal) jam meminta porsciujuan

kepada ketua penpadilan negeri setelah dilakukan
Femblukiracn.

(100 kelna -
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ketua pengadilan neperi dalam jangka waltts paling
lama 2x24 |dua kali dud pulubh empat) jJam setelah
Penyidik o mimiea persetujuan Pembiokiran
sehagaimana dimaksud pada avar 9 mengeluarkan
penclapall.

Dalam  hal  ketus  pengadilan negeri mennlak
membetikan persetujuan scbagaimana dimaksad pada
aval (10)], ponelakan harus diserngl dengan alasan.

Penwlakan schagaimana dimaksud pada avat |11)
mengakibatkan Pemblokiran  wajib dibuka  dalam

fangka waktu paling lama 3 (tiga) han kerja oteh

pejabat yang memerinlahkan Pemblokiran  denpan
rengeluarkan surat periniah pencabutan
Pemblokiran.

Cralam hal perkara dihentikan pada tahap Penvidikan,
Penuntutan, ataw berdasarkan putusan Praperadilan
mangenai  titak  sahnya  penctapan Tersangka,
Pemmblokiran harus dibuka datam jangka walktu paling
larmg 3 [ugal bano kerja oleh pejabat vang
memerintahkan Pemhblokiran denpan mengeluarkan
surat pecinlah pencabutan Pemblolirat.

Bagian Kescpuluh

Larangan bag Tersangka dan Terdakwa unink Keluar Wilayah Indonesia

SK Mo 2TIRG6X A
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Pasal 14|

Unruk kepentingan  Penvidikan, Penuntiulan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan, Penvidik, Peountut
Umum, atau  Hakim  berwcnang melakukan
poncegahan vang diluksanakan  dalatm beotuk
pelarangan  semeniara  torhadap  Tersangka  atau
Terrlakw untuk  keluar  wilavah  Tndonesia
berdasackan alassn vang scsual denpan hukam,

Dalam rangka pelarangan scbapaimana  dimaksud
pada ayal {1], Peovidik, Penuntuc Omoum, atau Hakim
betkourthinast  dan meminta kKemenlerdno yang
rnenyelengearakan urusan pemerimtahan di bidang
keimigrasian untuk melakukan upaya pelaranpan
Tersangka atau Terdakws keluar wilavah Indonesia.

{3 Pencepahan . . .
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Feneegahan keluar wilavah Towlonesia sebapaimana
dimaksud pada avat (1) unluk jangka waktu paling
lama 6 [enam] Bulan dan dapat diperpanjang @saru)
kil Uk Jangka waktu paling lama 6 fenam) Bulan,

Kelentuan lebib lanjut mengenai tata cava pencegahan
keluar wilayah Indonesia diator dalam Peratuogn
*emerintah.

EAE VI

HAK TERSANGEA AN TERDAKWE A

Pasal 142

Tersangha alau Terdakwa berhak:

a.
b

sepers menjalankan pemenksaan;

memihh, menghubung, dao mendapal pendampingan
Advokat dalam setiap pemeribsadn;

diberitabin denpan jelas dalam bahasa vang dimengert
vlelinya mengenal apa yang  disangkakan  acau
clilakwakan kepadanya;

diberitahu menpenal haknya;

membenkan  atau menolak  unluk  memberikan
keterangan herkaan dengan sangkasan atau dakwaan
vang dikenakan kepadanya;

seliap waklu mendapat bantuan Penerjemab aral pam
bahasa,

mcndapat Jasa Hukum danfataw Bantuan Hukum;

tmenghabung,  berkomunikasi,  dan menenma
kilnjungan perwakilan negaranva bag Tersangka atan
Terdakwns yang brkewargancgaraan asing,;

rrernunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubung;

remphubungl,  berkomonikasi,  dan menenma
kumjungan dekter untuk kepencingan perneriksaan
keschatan atas dirtnya,

menghubungt, berkomunikas, dan IOET ST
kunjungan rohanmwar,

I menghotiaog ...
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menghubungl,  berkomumikasi,  dan menercima
kunjungan Keiuarga, kerabat, ataiy hubungan  lain
sccara langsung atau melahy perantaraan Advokat;

mengtim Jdan menerima sural dar dan kepada
Arbvirkeal dan Kelusrga Tersangka atau Terdakwa,
rrengajukan  permohenan mekaniame Keaclidan
Restoratif;

mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang
vang memiliki keahlian khusos;

tenpajukan tunlulan Ganti Bug dan Eehabilitass,
cdan,/atau

bebas darl peayviksaan, intimmidasi, perbustian tidak
manusiawl atau tonerendahkan harkat dan martabat
manusia  selama proses  hukum vang djalankan
berdasarkan kelentuan dalam Undang-Undang ind.

BAB WII

HAk BAKE], KOERAN, PENYANDAN DISABILITAS,
PEREMPLUAN, PAN ORAMNCG LANJLT US1A

Bagiian kesatu
1 Lake Sakis

*asal 143

Sakst berhak:

=1,

I,

.

tidak dapat dituntur secara hukum, baik pidana maupun
perdata atas kesabesian dangatau Laporan vang akan,
sedang, alaly lelah diberikannya, kecuall kesaksiao atang
Laporsn tersebut dibenikon odak dengan iklikad haik;

mermtlih, menghubunel, dan mendapat pendarmpingan
Arvolkat dalam scuap pomerilisaar,

»omenddapat Bantuan Huokam,
membenkan keteranpan tanpa tekanan;

mendapal Penerjomahb atao jurt bahass,

{. bebas . . .
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beebras darl pertanyaan yang menjeratl;

g menolak membernikan kKeterangan veang dapat
memnberatkan dimnys sendind walaupun Saksi telah
mengambil sumpah ataw jami;

h. memperoleh pehindungan  alas keamanan  pribadi,
Keluarga, dan baria bendanya, serta bebas dari ancaman
vang beckaitan denpan kesaksion vang akan, scedang,
alau relah dibenkannya;

1. dirahasiakan identitasnys;
J. memperoleh  penprantian hinya  transporoasi selama
pPrases pendngsnan perkara;

K. kot aerta dalam proses memulih dan meneniukan
bentuk pelindungan dan dukongan keamanan;

|, memperoleh pengzanbian biava  lransportasi sclama
proses pementthan layanan: dany/atau

e belwas dan penyiksaan, intindasi, perbuatan lidak
mmanllsiawl ataun merendahkan harkay dan martabat
rranllsin selama proses hukum vang  dijalankan
berdasarkan ketentoan datam Undang-Lndang ini.

Bagian Kedua
Hak Kiorban

Pasal 144
kaorban berhalc:

a. tidak dapal  diluntut secara hukum,  baik pidans
maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dJdanstan
Pengaduan yang akan, scdang, ata lelah diberikannya,
keowall  kesakmian, Laporan, Jan/alau Pengaduan
tersebut diberikan tlak dengan iktikad baik;

b, memibh, menghubungi, dan mendapat pendampingan
Advokat dalam seviap pemeriksaan;

c. membenkan keterangan lanps lekanan;
d. mendapat Penerjemah atau jurn bahasa;
¢. bebas dar perlanyasn vang monperat:

t mendapan infurmeas mengenal perkembangan perkara;

.o mendapal .

SK Mo 273671 A
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mendapat informasi inengenal Putusan Pengadilan;
mcondapal infurmasi dalam hal Terpidana dibebaskan;

nemperoleh  pelindungan atas keamanan peibacli,
Keluarga, dan  harta bendanya, serta bebas  dard
ancaman vang berkaitan dengan kesaksian vang akan,
sedang, atau 1elab diberikannya;

dirahnsiakan Kentitasov,

memperoleh penggantian biava fransporiasi selama
Prioses penanganan perkati,

menpajukan Hestutusi melalll tunlacan:

-mealakukan meksanisme Eradilan Bestoratid:

ikl serta dalam proses metbh dan menentulan
hentuk pelindungan dan dukunpan keamanoan;

mendapat bantuan medis dan Rehabilitas) psikososial
dan prikologis;

mendapal nasihal hukum;

mendapat pendampingan oleh Pendamping pada setap
pemneriksasan dalam prozes peradilan:

mendapit tempat kediaman sementari:

menpcroleh banluan biaya sementara sampai batas
pehindunpan herakhir;

mempereleh penpgantian blava (ransporiasi selaman
proses pemenuhan layvanan,

mendapat identitas baru,

mendapatkan Resritusi melslui penctapan pengaditan
vang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan
hukim fetap;

- mendapat tempat kediaman Batu;

ey palkan pornyataan atas dampak 1inedak pidana
vang dialaminya sccara tertulis alau lisan; danfataa

bebas dari penyiksaan, antimdasi, perbustan tidak
manusiawl atau merendahkan harkat dan martabat
manusla selama  proses hukum  vang  dijalankan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang .

Bagian . . .
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Buplan Ketiga

Hak Penvandang Disabalitas

Fasal 145

Penyandang Disalilitas berhak atas pelayanan dan
sardna prasarana berdasarkan ragam Penvandang
Mzabilitas dalarm selisnp tahap pemenksaan.

Retemtuan lelbih lanjut mengenai pelavanan dan
SHrEnE  prassrana sebapgaimana dimaksud  pads
Avat {1 diatur dalam Peraturan Pemeriniah.

I*a=zal 14f:

Terhadap pelaku tindak pidana wvang odak dapa
dirmintai  perlanggungjawaban  karena  Penvandang
Msalilitgs mental  danfatag ncelektoal  beral
sehagaimana dimaksud dalam Kitaly Unedanp-Undane
Hukum DMdana,  pengedilan dapal menctapkan
tindakan berupa Hehabilitas] atau perawatan.

Tindakan sehagaimona dimaksud pada  ayal (1)
diletapkan dengan penectapan Hakim dalam sidang
lerbuaka untuk wam.

Penctapan bndakan sehagaimans dimaksud  pada
avat (2 bukan mecupakan putusan peoudanaa.

khatentiuan lebabh lanjut menpenal tata cara pengajuan,
permenksaan, dan pelaksanaan tindakan diztur dalam
Feraturan Pemenintal.

Gaman Keempal
Hulk Perempuan

Pasal 147

Peretnpuan vang berhoadapan dengan hukum dapar
herslalus sebagal Tersangka, Terdakwa, Tecpidana,
Saksi, atau Korban.

[2] Perempuan
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Perempusan vang  berhadapan dengan hukum

sebapaimana dimaksud poda avat (1], zelain mernliki

hak scbagal Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Sakei,
karban, atau Penyandang Disabilitas  sebapgaimana

tlimalksud dalam Pasal 142 sampal dengan Pasal 1946,

yugs memilikl hals:

a. mendapalkan perlakuan yvang bebas dari sikap dan
pornyvatzan  yang  merendahkan, menvalabloan,
dan/atan mengntarmdas:  dalatm setiap tahap
pemeriksaan;

b, mendapatlkan pertimbangan =iLLla51 dan
kepentingan dan keruglan yang tidak proparsicnal
skibat ketidaksctaraan gender;

c. mendapatkan  Pendamping  dalam selisp tahap
pemeribsaan;

d. dadengar keterangannya melalu komunikas audio
vistlal jarak jauh di penpadilan sclempat ataa ds
tempat lan, [1ka kondim kejpwaannya flak sehal
diakibatkan  olech rasa takutAdcadma psikis
berdasarkan  penilaian dokter  atan peikolog;
danfatal

¢. mendapatkan pertimbangan  spesifik berbasis
kerentanan dan kebutuhan gender dalam seclap
keputusan Poovidike, Penuntat Umuam, atau lakim
dalam melaksanakan selaruh kewenangan dalam
Undang-Undang .

Bagian Kelima
Hak Orang Lonjut Usia

Paszal 118

trang lanjul usia dapast berslatos sehagal Tersangka,
Terdalews, Terpadana, Sakest, ataw Korban,

Orang  lanjut usia sebapdimana dimaksud  pada
aval {1], selain memiliki hak schapnl Tersangka,
Turdakwa, Terpidana. Sakst, korban, atau Penrandanp
Digabilitas schagaimana dimaksud dalam Pasal 112
sampal dengan Pasal 146, juga memuliki hak:

a. prlovanan, sarana, dan prasarana khosus yang
sesual dengan kondisi fissk dan psikis pada setiap
tahap pemeriksaan:

h. mendapatkan . ..
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b. mendapatkan pelavanan  kesehatan lanjut usia;
dan//atau

¢. sedapat mungkin tidak digptuhkan pidana peojara
bagi Terdakwa vang berusia di atas 73 [lujuh palub
liera) tahun berdasarkan perimbanean Hakim
sexual denpan ketentuan Undang-Undang yang
mengatur micngenal kitab undang-undang hukum
mdana.

BAB VIN

ADVOEKEAT DAN BANTUAN H1UUKLIRT

(L)

(2]

Bagian Kesatu
Aclvisloar

FPasal 149

fdvokal  berstatus scbagal pencgak hukum
menjalankan tugas dan fungs Jasa Hubam zeswai
dengan etika profest sera dyjamin oleh hukum dan
peraturan perundanp-undangan.

Acvolkat Gdak dapat dituntat baik scoara perdota
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan iktikad balk untuk kepentingan pembelaan
klien di dalam atau di luar penpadilan.

Frasal 130

Advakal berhak:

a.

ta.

membenkan Jasa Hukum danfatau Baotuan Thukim
atas perminiaan Tersanpka, Terndakws, Saksi; atayg
Kirlpan;

menghubonei,  berkomunikeasi, dan mengunjungi
Tersangkn, Terdakwa, Saks), atau korban sojak saat
dilangkap atau  ditahan  pada  semua tahap
pemenksspan dan sctiap waktu untuk kepentiigan
prombelaan porkaranyi,

membenkan nasithat  hukum  kepada  Tersanpgla,
Terdakwa, Saksi, atau Keorban mengenai halk dan
kewayibannya dalam proses peradilan pidana;

e mendampiong ...
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mendampingl Tersangka, Terdakwa, Sakst, dan Korban
pada scriua tahap pemeriksaar,

mernta  pejabat yang bersangkulan memberikan
salinan boerita acara pemerksasn Tersangka untuk
kepentingsn pembxlaan  Tersanpka  sc=aat  sctelah
sclosainya pemerikizaan,

mengirim dan menerima suarat dach Tersangka atag
Terdakwa setiap kali dikehendaki olchnya;

menghadies  sidang peogadilan dan meneajukan
pembelaan terhadap Terdakwa,

bebas mengeluarkan pendapat atau  peroyataan i
seliap  tahap  pemerikzaan peopacdilan untuk
memberikan pernbielaan kepada Terdoakwa:

tneminta kelerangan dan Saksi dan Ahl dalam sidang
peneadilan;

meminla dokumen dan buktl vang relevan uniuk
membantu pembelaan; danfalan

mengajukan bukt: yaong meringankan Terdakwa dalam
prosey pemeriksasn di sidang pongadilan.

Pasal 151
Advokat wajb:
a. memberikan Baotuan Hoygkam;
v mermnatuhi kode vtik profesi; dan

¢, mematubhl kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalarn themberikan Jasa Hukom danfatau Banioan
Blukim, seliep Advokat wanb menunpukkan kepada
Penyidik, Peountut Umum, danfataa Hakim  di
prersidangsan sesaal dengan tmhap pemernksaan:

#. surat kuasa yang menunukkan secara jelas perihal
tindakan hukum vang dikuasabkan nleh pembern
kuasa; dan

b. berita acara sumpah pengangkatan sebapai Advokot
danfatau identitas keangpotaanmya i dalam saalo
lembapa Baniuan Hukumn,

Pasal 152 . ..



SK No 2TI677 A

PRESIDEM
REPUEBLIS INDOMESIA

- BT

Pasal 152

(1] Advekat dalam  bkerhubunpgan  dengan Tersanpka,
Terdakwa, atau Terpidana  dizwasi oleh Penyidik,
Pernurni Urniam, alau polugas lembasa
pEmdsyarakalan tanpa mendenpar 181 pembicaraan.

(2] [Falam hal kejahatan terhadap keamanan nepara,
pejabat yang bersangkutan sebagmmana dimaksodd
pada avat (1) dapat mendengar s pembacaraan.

Pasal 153

Pepwichk,  Penuntut Umuemn,  atau pelupas lembaga
pemasyarakatan wajih membercikan salinan Berita scara
petneriksaan kepada Tersangha,  Terdakwa, atau
Advakatlnwya  untuk  kepentingan  poembelaannya dalam
wakly  paling lama 1 ([satu) Har  terhilung  =zejak
penandalunganan berita acara pemeriksaan.

Bayian Kedua

Banluan Hukum

Pasal 154
|11 Bantuan Flukum riberikan lerhadsan;
a. Tersanpksa atar Terdakwa: dan
h. pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban,
vang udak mampu pada sertiap tabap pemeriksanar,

{2] Pejabat vyanp bersanpkuian pada seliap tahap
prtnerik saar wajibs memberitahulkan hak
reTicdlapalkan Bantuan  Hukum  dan menunjuk
Advakst glag Pemberi Bantuan Hukum bagl
Tersangka, Terdakwa, pelupor, ponpada, Saksi, ataa
Korban schagaimana dimaksud pada ayvat [11.

(3 Advokat atau Pembernt Bantuan Hukum sehapgaimana
dimaksud pada ayvat [1] can avat [2] wapili inecolaerikan
Bantuan Hukum.

(4] Kewrajihan . .
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Kewajiban meohujuk Advokal atag Pembern Bantuan
Hukum sehapgaimana dimaksud pada avat (2) rdak
berlaky jika Tersangka, Terdakwas, pelapor, penpadu,
Saksl, alau Korban menvatakan mepolak untok
didammingy Advokatl atan Pemberi Bantuan Huakum
vang dibuktikan dengan berita acars.

Berita arcara sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)
chibwiat oleh:

4. Penwidik vang ditandarangani nleh Penyvidik dan
Tersangka, pelapor, pengadu, Saksi. datau Korban;

b. Pemanfut Umum  yang ditandatangant  oleh
Penuntut Umum dan Tersangka, pelapor, pengadu,
Saksi, atau Korban: atau

o Penuantut Umuwm yvany  ditandatangand oleh
Penuncut Uwum dan Terdakws, pelaper, pengadu,
Saksi, arau Kochan.

Pasal 158

Dalam hal Tersangka atau Terdakwa dizsangka atag
didakwa melakukan tindak pidana vang diancam
denpan pudana mall, pidana peigara seumur hidup,
pitland pengara 13 [ima belas) whun atau  lebih,
pejabat yanpg  bersanpkutan pada semug lahap
pomeriksaan waiil memiinjuk Advekal bagl Tersangka
aran Terdakwa.

Tersanpka alay Terdakws vang disangka atau didakw:a
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pdana 3 [limal tahun atau Icbih, tetapi tidak marmp
dan tidak mempunyal Advokat sendir, pejabal yane
bersangkutan pada semua lahap prmeriksaan wajib
mcenunjuk Advokat bagi Tersangkas ataw Terdakwa,

Advekat atau Permberi Banblan Hukum schagaimana
dimaksud pada avatl (1 dan avatl {2) wajib memberikan
Bantuan Hukum.,

BAB 1X . ..
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EAR 1K
BERITA ACARA

FPasal 156

Berda acara dhibuat untuk setlap 1indakan  yvaog
dipwerlukan dalam penvelesalan perkara mengenai:

a. prmeriksaan Tersanpka;
b. Penangkaprmn:
. Penabhanan;

. Pengpeledahan,

¢ Penyitaan benda;

. Ponvadapan,

£ peneriksdaan suratk;

h. Pemblokiran;

1. pengambilan keterangan Saksi;
1. pemenksaan di tempal kejadian;

k. penpambilan Kewrangan ahli;

. pelanksanaan  ponctapan Hakin dan Pulusan
Pronpadilan;

m. pclctangan bukt;

n. penvisiban bkl dan

. pelaksanaan ndakan huokum lain sesiaa dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berita acara dibuat oleh peqjahat vang bersangkutan
dalam rtoelakukan lindskan sebagatmana dimaksud
pada aval (I} dan dibual ates kekuatan sumpab
Jabatan.

aelain ditandatangani olech  pejabat  sebagaimata
dirnaksal pacda ayal (2], benta acara ditandatangam
nleh wemua pihake yang  torlibat dalam tindakan
sehupaimana dimaksod pada avat 11).

Tersanpko arau Terdakwa berhak meminta koofrmoasi
kebonaran dart 1 berita acara prmeciksaan.

(3] Jika . . .
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Jiks m1 bernita acara pemeriksaan sebagaimans
dimaksud pada ayat (4 tdak sesua, Tersangha ataw
Terdakwa berhak menolak menandatangani  berits
acara pemerikdsaarn.

Pejabmtl yvang berwenang wajpib memberikan turunae
alan salinan  beria  acara pemeriksasn kepada
Tersangka atau Terdakwa.

EABE X
SUMPAH ATAL JANJI

Pasal 157

Dalamm hal diharisskan adanva pengambilan sumpah
atau janp berdasarkan ketentvan dalam Unedang-
Undang 101, mckanisme pengambilan sumpah atau
Jan)i dilakzanakan sesual dengan ketentuan peraturan
prrundang-linddangan,

Jika kerenhlan sebapaimana dimaksod peada avar (L)
riclak dipenuhi. sumpal ataw jan)i rersetnar Tabal demi
koo,

AT XT

WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENUADILI

Bagian lKezatu

Praperarlilan

Pasal 158

Penpachlan  nepen berwenang  untuk meemeriksa dan
memulus, sesual dengan ketentuan dalam Undane-Undang
0h TS GEETIAL

.

b,

zah alau tdaknva pelaksanaan Upava Pabsa,

sah alau tdaknva penghentian Penyidikan  atau
pocnehentian Peruancutan,

€. porhilntaar ...



SKE No 273681 A

[Tt

]

(1}

I4]

i3]

(<)

PRESIDEH
REPUBLIK IMOOMNESIA

_R7 -

perminiaan Gantl Fuogl danfaau Rehabililasi bagl
sespeoTAlE yonpg perkara pudananya dibentikan pada
lsbap Ponyidikan arau Penuniglan;

Penyvitaan benda atal barang vang tidak ada kaitannya
denpan tindak pidans;

peoundaan  tethadap  penanganan perkara tanpa
uwlusan yanp sah; dan

penangguhan pernbantaran Penahanan.

Pasal 1549

Wewenang pengadilan negeri sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 158 dilaksarakan oleh Praperadilan.

Praperachlan  dipimpin  oleh Hakim  tunpmol  vang
ditunjuk c¢leh ketua pengodilan negeri dan dibaniy
nleh seutang panitera.

Pazsal 161}

Farmohooan pemeribsaan mengenas gah atau tdaknya
pelaksanaan Upaya Paksa sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 198 huruf a diajukan nleh Tersangka,
Keluarga Tersangka, atau Advobainyas kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan aluszannya.

Fermabonan pemeriksaan mengenal Penyitaan Tenda
arau bacanp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
bioeul d diggukan olch pihak ketiga.

Permohonan  pemeriksaan sah atau tidakova
pelaksanaan  Upaya  Paksa yang  diajukan  olch
Tersangka, hkeluarga Tersanpka, ataly Advokalnys
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hanyva dapat
digjukan 1 [satu) kall untuk hal vang same.

Permohonan Praperadilan  sebagammana  dlirmalk sl
dalam FPasal 158 hural a dan huruf o fidak duapat

tligjukan pka Terzangka melavikan dicl alwg dalam
slatus daftar pencarian orang.

Pasal 1al . ..
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Pasal 13l

Permohvnan  untuk  memeriksa sab alaw tidaknys
penghentian Penvidikan  atag penghentinn Peoantutan
sebagaimana dimaksicl dalam Pasal 1538 hural b dapat
dimjukan oleh Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya
kepada ketun pengadilan negert denpan menvelsatkan
alasannya

Fazal 162

Permohonan (fanti Rugt dan/ atau Rechabilitasi akibat tidak
satbinya  penghentian Pepyvidikan atau penghentian
Penuniulan  schagaimnana  dunaksud dalam Pasal 158
huruf o diajukan oleh Korban atay pelapor kepada ketua
pengadilan neger dengan menvebulksn alasanoya.

Pasal 162

[1]  Acara pemeriksaan Praperadilan diremiukan scbagai
berikuc:

a. dalam jangka wakll 3 [tiga) Har terhitung =ejak
permintaan  diterima,  Hakim  yvang  ditunjuk
menelapkan har sidang;

b, dalam memeriksa dan  memangs permnbonan
scbagaimana ditnaksud dalam Pasal |50 sampal
dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan
baik dar Tersangka atau Advokatnya, Keluarpa
Tersangks, mhak vang berkepontingan, Penvidike,
Atay Penumiut Umum;

. pemeriksaan schagaimana ditnaksind dalam huruf
b dilakukan secara cepal dan dalam jangka waktu
paling  lama 7 jtujuh) Har  terhitung sepak
permabwmnan dibacakan, Hakim  harus  sudah

tnenjatuhlan putlsannyg;

d. dalam keatbsan termohon tidak hadir scbanvak 2
[ia] kKah persidangan, pemeriksaan Praperadilan
letap dilanjuikan  dan ternmohon dianggap
midlepaskan haknva;

e, selarmny . .



SH No 2Ti683 A

[}

]

ot

PREZIDEN
REPUHLIK INDOHNESIA

- B .

e. selama pemerikssan sebagamana ditnaksud Jatam
biicud o belum selesal, pemenkaaan pokok perkaras
el penpadilan odak dapat diselengrarakan,

[. dolamy hal purusan Praperadilan  menctapkan
Upava FPaksa yang  dilakukan  oleh  Penvidik
dan/arau Peountol Umum dinyatakan tidak sali,
hal laim yanp terkalt dengan Upava Paksa terschbut
apar dilakukan pemulihan dalam janeka waktu
paling lama 3 (tiga)l Har sctelah  Putasan
Penygadilan; dan

B. pubusan Praperadilan pada tahap Penyiclikan letap
dapat dilakukan  pemeriksaan Praperadilan
kemball pada tahap pemeriksasn aleh Penuntut
Umum dengan perimintaan baru,

Futusan Hakim  dalam  acara petneriksaan
Fraperadilan  menpenal pormohonan  selagalmana
dirnaksud dalam Pasal 160 sampa dengan Pasal 162,
harus memuat dengan jelas dasar Jdan alasannya.

[31 purusan selain memuat keleniuan scbagaimana
dimaksud pada ayal (2] jugs memuact hal sebapai
Letilerye:

a. dalam hal pulusan menelaplan babwa Penctapan
Tersangka tidak sah, Penyidik haris membebaskan
Tersangka,

b. dalam  hal  pulusan  menetapkan  lahwa
Penangkapan atau Penahanan tidalke sah, Penyidik
st Peountut Umum pada tabap pemerksooan
masing-masing  harus  segera membebaskan
Tersangka;

c. dalam hal putusan menctapkan babhwa penghenlian
Fenyvidikan alau penghentian Penunlulan tidak
saf, Penyidikan  ataun  Penurtudan lerhadap
Tersangbka wojib dilanjutkan;

d. dalam hal  putusan menetapkan  bahwa
Penpgeledahan, Penyitaan,  Penyadapoan,  dan
pemerikzaan surat tidak sah, batang bukili vang
diperolch dari Penpgeledahan, Penvilaan,
IPeovadapan, dan perneriksaan surat tidak sah tidak
dapar digunakan sebapal alat bukei;

e, dalam ...
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1. dalam hal penghentian Penyidikan  alay
penghentian Penantucan adalah sab dan Tersangka
tidak ditshan, dalam  putusan dicaniumkan
Hehabilitasinya; dan/atau

f. dalam hal piatusen menetapkan bahwa benda vang
disita ada yanp udak termasuk alat pembukcian,
dalam putuzon dicantumkan bahwa benda (ecseb
harus scpera dikembalikan kepada Tersangka atan
dari siapa benda il disita,

{aantn Rugl dapal  dijukan werhadap ketentuan
sehagaimans dimaksud dalam Pasal 155,

1*asal 164

Matusan Prapecadilan terhadap permohonan
sebapaimana dimaksud  dalam Pazal 160 sampal
denean Pasal 162 tidak dapac dimintakan bancling,

ketentuan  sebagaimana  cimaksud  pads ayac {]1)
dikecualikan terhadap pulusan Praperadilan yang
menetapkan lidak sahnya penghentan Penyvidikan
ataly Penunlulan sehinges dapat dimintakan patiusan
akhir ke prnepadilan imgp dolam daerab hukum vang
bersangkutan,

Bagian Kedua
Pengadilan Megeri

Pasal 163

Menpadilan negeri berwenang memeriksa, Mengadili
dan memutus perkaca tindak pidana vang dilakukan
tli dlaeraly hukumnovas.

Pengadilan neger yang dacrah hukumnya mehput
leripal Linggal Terdakwa, kedisman terakhir, atau
tempal Terdakwa ditcmukan atau dicahan, hanva
berwendang Mengadill perkora Terdakowva tersebaac, ataa
lempat kediaman sebaglan besar Baksi vang dipanpyil
lebih dekat pada rempat  pengadilan mepen il
daripada tempat keduedukan penpgadilan negen yvang
dacrah hukumnya tindak pidana tersebut dilakokzn.

3] Dalam ..
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(31 Dalam hal seorang Terdakwa melakukan lebecaps
iindak pidana  dalam  daerah hukum heberapa
pengadilan neperi, tap pengadilan negert tersebut
masing-masing beracnang Meneadill perkara pidana
iLu,

(41 Terhadap beberapa perkara pidana yang sall) sama
lain  ada sanpkur pauinya  dan dilakukan  oleh
Terdakws dalam daerah hukum beberapa pengadilan
reperl. diadili oleh salah satu pengadilan negen vang
dacrah hukumnyva meliputl empat tinggal Terdakwa
dengan melakukan penpgabungan perkara picdans
eersebul.

(5} Dalam hal seocang Terdakwa melakukan satu lindak
pidana dalam dacrsh hukum beberapa pengadilan
negerl. yang berwenang memerniksa, Meongadili, dan
meriurus adalah:

a. pengadilan negerr vang lelnh dekatl dan lempat
kediaman sebagian hesar Saksi vang dipanggil;
dAlauy

. peneadilan negert di tempat Terdakwa ditemulkar
atau ditahan.

Pasal 166
Dialam hal keadaan daecrah tidak memunglankan suaru
pengadilan negen untuk Mengadili suatu perkara, atas usol
kewaa pengadilan negerl atau kepala kejaksaan negen yang
bersangkutan, Mahkamab  Apung menslapkan atau
menunjuk pengadilan nepen lain untuk Mengadili perkara
yary tlirnaksud dalam Pasal 165 ayat {2) antuk Mengadils
perkars yang dimakesud

Pasal 167

(1]  Dnalam hal seseorang melakukan undak pidana di laar
fneger vang dapatl diadil menurut hukum Negara
Kersaluan Republik Indoncsia, Bengadilan Negeri di [bu
boats MNegara berwenang Mengadili.

2] Kketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat §1) tidak
berlaku pka perbuatan dilakukan «i Juar neger Tukan
merupakan lndak pidana menurut hukurm negara tempal
perbuatan i dilalkan, meskipun  menurd hokam
Indonesia porbuatan tersetall roerapakan tindak pidans.

Baglan . . .
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Bapian kelgs
Pengadilan Tinggl

Paszal 16#

Penpadilan linggi berwenang Mengadili perkara pidana vang
diputus cleh penpadilan negert dalam daerah hubkomnys
vang dimintakan banding.

Bapian Kecmpit

hWMahkamah Apung

Paual 169

Mabilkarnah Apung hervenoang Mengadill semuoa perkara
prlana yang dimmlakan kasazi dan pemnjauan kemhali.

BAR X1l
RONEHKSITAS

Pa=al 170

{[1 Tindak pidana yang dilakukan bersams-sama oleh
moereka vang termasuk lingkungan peradilan umam
dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili
alith pengadilan dalam lingkungan peradilan wmarn.

(2] [ralam hal tindak pidann sebagaimana dimaksoel pada
Ayal (1) terdapat utik berat kerupian terletak pads
kenpentingan militer, perkara tersebat harus diperiksa
dan  diadii eleh pengadilan dalam lingkungsn
meradilan mmlicer.

(3} Penyidikan perkara pidana sebapaimana dimmalkosad
poda avat {1) dilakukan hersama-sama Penyvidik dan
polisi mulier Tentara Masivnol [ndonesia di bawah
koordinasi Penunrut Umuam dan nditur militer

4] Penuyrichk . ..

SK Mo 2731686 A
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Penviclik dan poldist miditer Tentara Nasional Indonesia
dalam jangka waktu paling lama 7 [hapub] Han
terhitung sclak Penyidikan selesai dilakukan harus
melaporkan Penvidikan perkara koneksitas kepada
Penuntur Uinum dlan eclitur militer.

Penyidikan  sebapaimana dimaksud pada avat (3]
dilakukan menurat hukum yang herlaky untuk
Penvidikan perkara pidana.

Paisal] 17

Penuniat Ulmum berkoordinasi dengan oditar miller
uniuk menctapkan  pengadilan vang  berwenang
Mcngadill tindak pidana aras dasar hasil Peovidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 avat 2.

Penetapan pengodilan yang berwenang sebapaimana
thirmalosud pada ovat (1) dituangkan dalam berita acara
vang ditandatangani eleh Penuotuw! Umuam dan oditar
ruiliter.

Salinan herita goard sebagaimana dimaksud pada
aval |2] dizampalkan kepada jaksa tingpi Lidare
prlana militer dan odicue eabieee tinggt.

FPasal 172

Dalam hal biowlak  pidans scbapaimana  dimaksud
dalam Pasal [70 ovar [2] diadili oleh penpadilan dalam
hingkungan peradilan malicer, tindak pidana lersebul
diadill oleh majelis hakim vang 1erdirl atas minimal
3 (tiga) mrang Hakin dengan kompesisi 2 (duas) Hakim
peradilan muliler yang salah saru diantaranya menjadi
kela majelis dan 1 {satuf Hakim peradilao wena.

Dalam hal pengadilan dalam ingkungan peeardilan
umim yang Mengadill iindak pidana sebauaimana
timaksud dalam Pasal 170 aval {1), majelis Hakim
terdini atas Hakim ketua dari hingkungan peradilan
umum dan Hakin angpola rasing-masing ditetapkan
dart peradilan umum dan peradilan militer secara
berimbang,

t3] Ketentuan . . .



(4]

(4]

PHRESIGEN
HEPUBLIY INDOMESIA

- U4 .

Eelentuan  schaganmana  dimaksud  pada avad (2)
berlaku juga bag pengadilan tingkat banding.
Mahkarmah Agung tlan menler VATE
menyelenpgarakan urusan pemerintahan di bndang
perlahanan sccara timbal balik mengusilkan
pengangkatan Hakim anpgpota sebagaimana dimalksad
pada aval {2].

HAH X

GANTI ELUGT, REHABILTTASL, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI

SK No 273683 A
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Bapnan Kesalu

ranil Rupl

Pasal 173

Tersangka, Terdakwa,  ataun Terpilana berhak
menuncut Crants Bugl kacenma ditangkap, ditahon,
dituntur, diadili, atauy dikenakan lindakan lain tanpa
Alasan vang sabh berdasarkan Undang Undang ataw
karena kekeliruan mengocnal oranghya atau higkolm
vang ditcrapkan.

Tuntutan Ganti Ruopi aleh Tersangks  ataa ahh
warisnya wlas Penangkapan atan Penahanan scrta
tindakan lan lanpa alasan yang sab berdasarkan
Unclang-Undang atau karena kckeliruan mengenai
orang atau hokom vang diterapkan sebapaimana
dimaksud  pada  ayat {8 diputas di osidang
Praperadilan.

Tuntman Gamli Rupi sthagaimana dimaksud pada
aval (1] diajukan  eolch  Tersangka, Terdakwa,
Terpidana, atow ahll warisnye kepada penpadilan yane
berwenang Mengadili perkara vange bersanygkuian.
Untuk memeriksa dan memotlas perkaca tanilian
Ganit Hugl scbagaimana dinaksud pads aval (1],
ketua pengodilan negen menunjuk Hakim vany sama
vang telah Mongadili perkara pidans yang
bersangkutan.

Pemeriksaan  lechadap Ganli Rugl  schagaimana
dimalbesud pada Aayen (4] mengikatl aeara Praperadilan.

I*azal 174 . ..
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FPasal 174

Putusan pemberian Ganti Rug berbeniuk penctapan

Menctapan  sebapainuna dimaksud  pada avat (1]
mecmuat denpan lengkap semua hal  vang
dipertimbrangkan  sebagal  alasan  bam  putysan
lersebut,

Pasal 175

Pembayaran Guanti Bugl wvang tclah  ditetapkan
pengadilan bersumber  dan dana abadi uotuk
pembavaran Gantl Bugl, Rehabilitasi, Restitusi, doan
FEomprnsas.

Pembayaran Ganii Rugi diberikan dalam jangka wakiu
paliog lama 14 [empal Belash har kerja terbimang sejak
Langpdl permohonan Ganty Rugl dicerima cleb lemibeapa
vany mengelola dana abadi untuk pembayaran Canit
Eupi, Rechabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi
sebagalmana dimaksud pada aval (1}

Salinan penetapan pemberian Gantll Fugi sebagairans
diriaksud dalam Pasal 174 avat (3] disampaikan
ke practa;

A4, Tersangk:, Terdakwa, ataw Terpidana:

B Penyidik;

. Penuntur L, dan

il Ternbapa  yang mengelola  dans abadi uncuk
pembayaran Ganti Bugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan
hompensasa.

Penuntut Umum menyampalkan salinan penetapat

Gant Fupi sebapgaimana dimaksud pada avat (3 dalam

Jangka wakru paling lama 3 {tiga} hari techitung sejak

penetapan ditelAapkan

Ketentuan lelnh lanjut menpenal pembayaran Ganh
Rugi diafur dalam Peroturan Pemenntah.

Baglan .
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Baman Kedua

Rehabihitast

Paszal 1716

Seoranp Dechak memperoleh REochabilitast apabila oleh
pengadilan diputus behas atsu diputas lepas dan
segala  tunbwlan hukum  yang putusannya  telah
mempereleh kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi sebagaimana vaog dimaksud pads ayat (1)
tneliprati:

A. Rehanlitas sosial;

b, Rehabilitas moedis;

¢, pemberdayaan sosial, dan
d. reintegrasi sosial.

Rehahililasi  tersethal diberikan dan dicanoumbkan
sekalipus dalam Putusan Penpadilan sebapaimana
dirmaksud pada avat (1),

Perminiaan Hehabilitasa oleh Tersaongka alas
I'enangkapan aftau Penahanan tanpa alasan vang
herdasarkan Uncdang-Undang  atau kekeliruan
menpenal nrang dlau hukum yang diterapkan dan
perkaranya  tidak diamakan ke pengadilan neger
diputus aleh Hakem Praperacdilan.

Pasal LT7

Fernidanaan Rehalilitast bersumber darn dana albadi
untnk pembayaran Gant Rugl, Behabhtasi, Restitasi,
dan  kompensasi sebagamana  dicnaksud  dalam
Paszal 178,

Ketentuan  lebth Janjuet menpenasi Rehahilitasi
scbagalmana ditnaksud dalarn Pasal 176 diglgr dulam
Feraturun Pemerintah.

Baglan . ..
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Bagian Ketiga

Restilusg

Pasul 174
Karban berhak mendapatkan Restiius,
lestitugi sehagaimana dimaksud pada avat (1) herupa:

. gantl rugl  atas kehilanpan kekayasn atau
prophasilan;

b. gant rugi vang ditimbralkan akibat penderitaan vang
berkaitan langsung sebagal akibat undak pidana;
clan fatan

o pengpanian blava  perawaran ormedis danfataa
psilealogis.

Pasal | T3

Penvitdhik,  Penuntal  Umum, dan  Hakim  wajil
muemberitahukan hak atas Restitusd kepada Korhan
dan lembaga vang melaksanakan wugas dan fungsi di
bidang pelindungan saksi dun korban sesuai dengan
kKerentuan pecslursn perundang-undangan.

Petvyidike dan Penunlul Umum schagaimana dirnaksud
pada avar (1} waib memfasilitasi penghilunpan
Rustitus

Festitus  dapar dititipkan terebih dahula di
keparmteraan  penpadilan negen tempat perkarca
diperilsa.

Penyidik dapat mcolakukan Penvitaan terbudap harts
kekavaan pelaku vndak  pedans sebapal jaminan
Hesttusl dengan zin ket pengadilan negert,
Penvitaan  selbagaimana  dimaksud  pada  ayal  {4)
dilakukan dengan memperhaiikan hak pithak kelga
vang beriklikad baik.

Pasal 180

Festtas dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa
cdiputus hehas atau lepas dart segala tuntulan hukam.

FPasal 1H1. ..
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REestituast diberikan dalom jangka waklu pealing latna 30
Migan puluh) Har terhitung sejak salinan Putusan
Fengadilan dicenima.

Jaksa menyvampaikan salinan Putusan Pengadilan
vanpg memuaat pemberian Bestitusl sebapaimansa
ditnakswd pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan
lembaga vang melaksanakan tugas dan lungss di
bidang pelindungan saksi dan korban sesual denpan
ketentuan peraturan  perundang-undanean  dalam
jangka waklly paling lama 7 (tujuh) Hart techiatong sejak
zalinan Putusan Penpadilan ditenima.

Dalam hal pelaksanaan pemberian Reslius kepada
pihak Korban tdak dipenuhi sampsi janpks wakto
scbagairmana dimaksud pada avat (1), Koerban ataw ahli
warlsnva  memberilahbukan hal  wresebut kepada
Pengadilan,

Pengadilan  scbagaimana ditmaksud  pada ayar (3
memberikan surat pecingatlan secard tertulis kepada
pemberi Resotusi untuk segers memenuhi kewajiban
memberikan  Restilusl kepada  Korban  atau ahl
WHTISITYH,.

Hakim dalam putusan memenntahkan Jaksa unluk
meiclang  sita jaminan Bestitusi sepanjang tidak
dilakukan pembayacan Restilusi dalam jangka wakru
paling latoa 30 jliga puluh] Har screlah Putusan
Penpadilan vang telah memperelch kekuatan hukoar
Tadaps.

Dalam  hal Kestitust vang dintipkan dan harta
kekayaan  Terpidana  vang  dilelung  scbapsimana
dimaksud pada avar [3] melebihi jumlabh Restitusi vang
diputuskan atau  ditctapkan pengadilan,  LTaksa
mengemlxalikan kelebibeannys kepada Terpidana.

Dalam hal harls kekayasn Terpidana vang disita
sebapgaimana dimaksad pada aval (3] tdak mencukuogi
biava Restitusi, Terpidana dikenal pidana  penjara
prngeanil lidak melebthl pidana pokokoya.

(A Dalam . .
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Dalam hal Terpadana sclmgaimana Jimaksud pada
avat (7] meripakan Kurporasi, dilabukan penulupan
sebapian fempsar usahbe danfaiau pencabatan izin
Usaha Korporast.

Pulaksanaan pidana penggant] sebagaimana dimaksod
pada avat 7] dan  avat (8] dilakakan  clenean
memperbilungkan Restilust yane welah dibayvar sccora
[raprarsioTigl

Pasal 142

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Beslilusi
dan disampaikan kepada korban,

Salinan herita acars scbhagaimana dimaksud avat (1)
dissmpalkan kepada:

a. Mcluarpa Korban;
b. Penvadik; dan

. pengachilan.

Bagian Keempat

koo e s K]

Pazal 183
horban berhak mendapatkan Kompensas:,

Kompenzasi zebapgaimana dimaksuel pada svat (1)

berupra:

A. panll rugl alas kehilangan kekayvaan  atau
Penghasiian;

L. ganty rugl vang dittmbualkan akibat peidentaan
vang berkaitan lanpgsang scbagal akibat bndak
pidana; dan/atan

. ponggantian blava  perawatan  medis  danfatal
psikologis.

Kaompensast sebagaimana ditnaksal  prada ayat (1)
diberikan oleh nepara dalam hal pelako tindak pidana
tiddak dapat membayar Restitos,

Pasal 184 ...
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Pasal 184

Penvidik, Penuntut  Uroum,  dan Hakim wajib
memberitahukan hak aras Kompensasi kepada Korban
tlan lemnbaga vang melaksanakan tegas dan tungs
hidang pelindungan saks: dan kerban sesual dengan
ketenludan peraturan porundang-undangan.

Kompensust  dapat  dititipkan lerlebih dahula
di kepaniteraan pengadilan nepert tempat porkara
diperiksa.

Pasal 1835

Kempensasi diberikan dalam janpka waku paling lama
20 ftiga pulub] Hari 1grhitung scjak salinan Putusan
Fengadilan diterima.

Jaksa menvampalkan  sahinan Putusen Pengadilan
yanp memuat pemberian Kompensast sebagaimana
dimaksud pada ayval (1) kepsada Terpidana, korban, dan
lembaga vang melaksanakan tupas dan fungsy di
twdang pelindungsn saksi dan korban sesuai denpan
kitenluan  prraturan  perundang-undangan  calam
jangks wakiu paling lama 7 [toyuh| Haed techitung sejak
salinan Putusan Pengadilan diterima.

Apabila pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada
pthak Kotban tdak dipenuhl sampal jangka wakiw
sebApaimend dimaksad pada avae (1), Korban araw abli
warlsnys  memberitahukan hal  lersebut kepada
penpadilan,

Pasal |B&

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Kampensas
dan disampiikan kcpada Korban.

Salinan beriis arara scbagaimana dimaksud  pecda
aval [1] disampaikan kepada:

d. Keluargs Korbang
b Penvidik; dan
c. pengadilan,

BHagian . . .
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Bapian Kelima
Dana Abadi

Paszal 1KT

(11 Dana alwdi  wumuk  pembayaran Ganu Bugi,
Kohatalinasy, Resblusi, dan Keompensasi bersumber
tJar:

a. Anpgaran Pendapatan dan Belanjo Nopara,

b. pendapatan investas;

c. bagt hasil dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
penepalkan hukum;

il. hasil pengelnlaan barang rampasan; danfatau

. sumber lam vang sah dan udak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundatg-undangan.

{2] Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud  pada
Aval (1) huaral b merupakan hasil pengelelaan dana
abacdhy untuk pembayaran Guntl Bugl, Eehabilitas,
Eestitusi, dan Kempensasi.

(3 Lana abadi sebagaumana dimwmksud  pada ayal (1)
dibayarkan aleh lembapa yang mengelola dana abodi
antule pembayaraee Gann Bopl, BEehahilitasi, Bestitasi,
Han Kompensast,

Pazal 18K

ketentuan lebih laojul meopgenal dang abadl untuk Ganti
Rum, Rehabilitas, Restitusi, dan Kompoensas] scbagaimana
dicnaksod dalam Pasal 187 diatar dadam Peraturan
Pemerintah,

BAB K[V
FENTGARUMNGAN PERRARA GANTI RUGI

snl 15849

{1] Jika suatu perbuatan vang menjacdi dasar dakwaao o
dalar  suatu  pemeriksasan perkars pidang oleh
pengadilan nepen memimbulkan keruglian bapl orong
lain, Hakim kelyws siwldne stas poermimiaan orang it
dapal menatapkan uniuk mengeshungkan perkara
pligdlan panti rug kepads perkara pidana ita.

{21 Permintaan . . .



SK No 273696 A

(2]

(]

(1]

[2]

(3

1]

[2]

PRESIDEMN
REPLUBLIX INDONESIA

- 102 -

Permimtaan  sebmpaimang  dimaksud  pada ayal (1)
hanya dapal digjukan dalam wakiu paling lambat
sehebum Peountul Lmum  menpajuksan tuntutan
pidana.

Dralann had Penuantut Umum bdak badie, permintaan
diajukan dalam waktu paling lambsr schbelu Flakim
rmuTjaluhilean prdsan,

Fasal 190

Jika mhak vang dirugkan nmunta pengpaliangan
perkara gupgatannyva pada perkara pdana sebagaimana
dumalkesud dalam Pasal 189 avar [1], pengadilan neger
menmbang MICTIR [hAL kewenanearirya uniuk
Mongadill gugdtan terschar, kebenaran dasar eugatan,
dan hukuman penpgontion bilava wvang  tekah
dikeluarkan cleh pihak vang dirugikan.

Dalam  hal  penpadilan negenn menyatakan lidak
ttrweriang Bonpadil pupatan sebapaimans dimakesad
padda Ayat (1] alag gupgalan dinvalakan ndak dapar
dilerima, pulusan Hakim hanya memuat mengconat
prnelapan hukuman pengpantian biava vanpg telah
dikeluarkan oleh pihak vang dirugikan.

Putuzan mengenal ganty upi dengan sendirinya
mendapal kekuatan mtap, jika putusan pedananya
JuUgd mendapat kekualan hukum Lelap.

FPaszal 191

Dalam  hal terjadt penggabungsn antara perkara
perydara dan perkara pidana, pengpalyvanpgan ita denpan
setwdivinya  berlangsung dalam pemeriksaan dopkat
banding.

Permohonan banding terhadap putusan gantt rugl
lidak dapal iajukan dalam hal terhadap perkara
pidono tidak diajukan permohonan banding.

Pasal 192

Krtentuan wengenal hukum acara perdata berlaku
bagi gugatan gant ragl sepanjang bidak diatur lam
dalam Undang Undang in.

EAB XV . ..
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Bapian Kesartu

Fangmlan dan Dakwaan

asal 193

Penuntut Umum memanggll secara sah  kepada
Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalo
alamat tempat tinpgalnya.

Dalarn bl alamat qiao empat Onpeal Tecdakws Ldak
dikelahw, punpglan disampaikan di tempat kediaman
terakluir Terdakwa.

Apabila Terdalwa twlak acda di ftempat tinggalnva atal
i femmpat kewliaman lerakhir,  surat panprilan
disaminpaikan melalu kepala desaflurah stan nama
lainnya dalam daerah bukum tempat tinggal Terdakwa
atau tempat kediaman teraklae.

Dalam hal Terdalwa ditahan dalam eumab labanan
TuepHTa, surdal pangeilan disamparlkan kepada Terdalowa
melalui pejahal rumah tabanan negara,

Surat pangpilan vang diterima oleh Terdalkwa scndi
atan oleh  erang  lain dilakukan  denpan  tanda
percrimanin.

Calam  hal tempar Tingpal  aral lempat kediaman
lerakhic Lidak diketabul, surat panggilan dilempelbian
pada  papan poengumuman di gedung pengadilan
tempat Terdakwa diadil ataan diperiksa.

Drvalam hal Terdakwa merupakan Korporast, panggilan
disatmpaikan kepada penpuogs di empat kedurdulbaan

Korporasi sebagaumana tercantumn dalam anggaran
dasar Korporasi rersebat.

Zalah seorang penpurus Keeporasi wajib menghadap i
sicclang pangadilan mewalkil Karporas,

Pasal 154 . ..



PRESIDEM
REPUBLIK |HDOMEZIA

- 104

Pa=zal 1531

(1) Penuntur Umum menyampaikan  surat panggilan
kepada Terdakwa vang memuat tanggal, han, dan jam
sidang, seTla jenls perkara.

(2} Panggilan sebapaivnana dimakswd pada avat (1) harus
sudal diterima aleh yang hersangkulan dalam waktu
paling lambat 7 j1ujuhy Harl sebelum sidang dimular.

[ Tralam hal Penpuntut Umurmn memanggl Saksi, sueal
pangeilan memaat hal sebagaimana dimakswd pada
aval {1) yang haras diteruma oleh vang hersangkutan
dalam wakto paling lambat 7 {tujuh] Harl scbelum
sidanp dimuolai.

Bugian Kedun

Memutus Senpketa menpenai Wewenang Mengadili

Pasial 195

Setelah penpadilan negert mwenerima surat  pelionpaban
perkara dan Penuntut Umum, ketua  pengadilan nepen
mempelajan apakah perkara vang dsampaitkan  terscbut
termasuk wewenang penpadilan yang dipimpinnya.

Paxal 196

{1] Dalam hal ketua pengadilan negen berpendapal bahws
perkara pidana tersebior tidak termasuk weowenang
pengadilan vang  dipimpinnya.  tetapl termasuk
wewenang peogathlan negen lain, ketua pengadilan
neger: . menyerahkan sorat pelunpahan perkara
tersebul kepads pengadilan nepert lain vang diangganp
berwenang Mengadilinva dengan surdl penetspan vang
meruat alasan pelimpahan perkara,

(2] Surat pelimpahan porkara  sebapaimana dimaksud
pada aval {1) diserahkan kembuml kepada Penuntut
Lmuatr, selanjutnys kejaksasan TICECT] Fang
bersangkurtan menvampaikan kepada kejaksaan negeri
di tempat pengadilan oegerl vang tercantum dalam
SUral prnetanan.

) Turunan surat penetapan scbagaimana  dirosksudd
pada avar (1] disampaikan kepada Terdakwa, Adviokat,
dan Penvidik.

I'agal 197 . ..

SK No 273698 A
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Fasal 107

Calatn hal Penunhid Umum melakoukan perlawanan
torbadap . surel penetapan pengadilan negeri
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 186 avat {1],
Penuntut  L'mum mengajukan  perlawanan kepads
pengadilan iinggs yang wilavah hukumnya  reeliput
tempat pengadilan nepen yvang bersangkuton dalam
janghka waktu paling lama 7 {tujuh| Harl terhitung sejak
sural penelapan terscbut diteruma.

Apabila jangkns waken sebagaimana dirmaksod pads
arval [l terlampawm, perlawanan vanp  digjukan
Penunitar WUinarn miergad) batal,

Perlawanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampalkan kepada ketua pengadilan negeri dan
dicatat dalam buku daltar panitera.

Dalam jangka waktu 7 [tajak) Harl wrhitung sejak
metierna perlawanan sebagaimana dumaksud pada
Avatr  [3y, penepadilan negeri wapbk meoneruzkan
perlgwanan terscbut kepada pengadilan tinggi vang
wilayah hukumnya melipati tempal pengadilan negerd
vang borsangkucan.

Pengadilan tinggl dalam janpka waktu paling lama
14 Aempat helas] Harl techitung scjak  menerima
perlawanan,  dapat menguatkan atau menalak
perlawanan terscbut dengan surat penstanpan.

Daalaom hal pengadilan ringgl mengualkan perlawanan
Fenuntul Uroum, dengan sural peneiapan pengadilan
gt memerinlahkan pongadilan  negerl vanog
bersanpkutan untuk menyidangkan perkara terseba.

Ckilanm hal penpgadilan tinppi mengualkan pendapat
pengadilan negen,  pengadilan linggl mengirimkan
berkas perkara pidana rersetnll kepada pengadilan
negerl yang bersanplutan.

Tembuzan  surat penclapan pepgadilan ungg
sebagaimana dimak=ud pada aval (3) dan ayat 6]
dimampaikan kepada Ponuntut Umum.

Pasal 198
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Pazul 198

Songhketa mengenai wewsnang Mengadily terjadi jikn:
a. 2 {dua) pengadilan atan lebibh menvatakan dicioyva
berwenang Mengadili atas perkars yang sama; atau

b, 2 [dua) pengadidan atau lehih menyatakan dirinya cidak
berwvcnang Mengzadili perkara yvang sama.

Pa=sal 199

(11 Pengadilan cinpgge  memualus senghcola weawehahg
Bengadili antara 2 [dual pengadilan neperi atag lebih
yvang berkedidukan datam dacrah hukumnya,

() Mabhkarnah Apung memutns pada tinpghkat pertama dan
terakhir  semua senpheta mengendl  wewenang
Wenpadill antara:

4. pengadilan dari satu lingkungan peradilan denpan
pengadilan dari lingkungan peradilan vang lamn;

. 2 idua) penpadilan negeri ataw lelih vang
herkedudukan dalam daerah hukum pengadilan
lingg vang kerlaman; wian

¢, 2 {dua| peagadilat lingei staa lchih.

Bagian ketipa

Acdara Pemeriksaan Biasa

tasal 2400

(1} Jika pengadilan negeri menerima sural pelimpahan
perkata dan berpendapar bahwa perkara ing termasak
wewenangnyva, ketua peonparldilan menunjuk Hokim
vany akan menydangkan porleara fersebur.

[2] Ilakim yang ditunpuk scbapaimana Jdimaksud pada
aval (1) menctapkan hari sidang,

{3 Hakim dalam menetapkan har sidang schagaumata
dimaksud pada avar (3) memerintahkan kepada
Penuntuf. Umurn umiuk memanggld Terdakwa dan
Saksl unruk datany i sidang pengadilan.

I*asal 207 . ..

SK Mo 273700 A
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Pazial 201
Farla han dan tangeal sidang pemenksaan:

4. Pepumul Umum, Teordakwa danfaraun Advokat
Terdalowa menphadirkan Saksi danfataw Ahll untak
didengar keterangannya; danfatau

b Penunout Umum danataun Tordakwa hade sendird
urmiuk  didengar  keterangannova,  keouali o jikas
wrdapat alasan  vanp  kust uptok tidak
menghadirkan Tecdakwa,

Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntat Umum wajib
menghadirkan Terdakw,

Dalam hal Sakst danfataa Ahli tidak dapal hadic
lepgan alasan vang sah, pemeriksaan lerhadap Saksi
dan/atau Ahl diroaksud dapat ditunda untuk 1 [satu)
kol

Jika dalam sidang benkutnya SBakse danfaral Ahh
tersebut  tetap tidak  hadic, pemeriksaan perkars
dilargutkan tanpa  mendengar Kelerangan Saksi
dan/atau Ahll rerselnal.

Jika pihak  wvang memohon  untuk mendenpar
Keterangan Sakst dan/atau Ahli tidak hadir pada
langgal vang telah ditentubkan, permchopan menjadi
tralal

Sidang pemeriksaan Sakal danfalau Ahll dilakokan
secara  teelwgka,  kecwnll untuk  perkara ternpal
persidangan dilakukan sccara tertunap sesuan dengan
ketentuan Undang-Undang.

Pazal 202
Fada ban swlang yang telah ditetapkan, pengadilan
wajily rmemibuka persidangan.

Untuk kepercluan pemeriksaan, Hakim ketua sidang
temt:uka sidang dan menvatakan terbuka untuk
urnumn, kecuall dalam perkara mengenai kesusilaan
dtau terdakwanya analk.

Dalam hal odak dipenuhinyag ketenioan sebhagaimana
dimalkisud pada ayvat (1], putusan halal demni hokoom.

(4 Elakirn .. .
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Hukim ketua sidang mermimpan pemernbsaan o sidang
peopadilan yang dlakukan secars lisan dalam bahasa
Indonesia vang dimengerii cleh Terdalkowa dan Saksi.

Haliam sebapaimana dimaksud pada awvat (2] wajib
merjags agar lidsk dilakukan hal atau diajukan
pertanyasn vang mongakibatkan Terdakwa aral Saksi
memberikan [awaban secara lidak hebas,

Hakim ketua sidang Jdapsl mencntukan bahwa anak
vang twelum mencapal amur 17 (tujub belas) tahun
tielak dibnlehlkean menghadic sidang.

Pasal 2073

Jika Terdakwa ternysta telah dipangell sccara sah
tetapi tidak datang i sidang lanpa alasan vang sah,
T i sE T peTkara terscbut  twdak  dapet
Jdilappgsungkon dan 1Takatn kelyn siclang
memerintahkan apar Terdakwa dipangeil sckali lagzi.

Dalam hal permerikssan perkara Terdakwa vang tidak
ditaban tidak hadir pada hari sidang vang relah
thilelapkan, Hakim ketua sidang menelitt apakah
Terdakwa sudah dipanggil secaca sah.

Halatm ketua sidany memernniahkan apar Terdakwa
vang fidak hadir tanpa alasan yvang sah  setclah
dipangpil secara suh untuk kedua kalinya dihadirkan
dengan paksa pada sidang berikutnya.

[alam bal suatu perkara terdapat lebih dar seorang
Terdakws dan udak scmua Terdakwas hacir pada hari
sidang, pemenkszan ferhadap Terdakwa yvang hadir
tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 204

Pada  permulaan sidang,  Hakim  ketua sidang
menanyakan  kepada  Terdakwa  mengenal  nama
lenpkap, tempat lahir, wrnoe ataw taoggal lahir, jenis
kelamin, kcbangsaan, tempat lingesl, apama dan
pekoraannya serta mengingalkan Terdakwa supava
memperhatikan sepala sesuatu vang didengar dan
dilihatryva i sidang,

[2} Dalam . .
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Dalam keadaan tertentu, bak sejak awal persidanpgan
peThkars maupun pada saat  persidangan perkara
sedang berlangsung, Hakim/majelis hakim  karena
Jabatannya aral atas permintaan dari Penuntar Omum
daniatay Terdakws atau Advokat dapat menetapkan
persidangan yang dilakukan sebapaimana dimaksued
pada avat (1) sccara elekieonik.

Hakim ketua sidang meminta Penuntus Umum untak
memnlracakan surat dalkwaan dan menanyakan kepada
Terdakwa spakah Terdakwa sudah mengerti is: zurart
dlakwanr,

Jika Terdakwa tidak menpert izl sural dakwaan,
Penuntur Umuam atas permintaan 1lakion keroa sidang
wijib member pempelasan yang diperukan,

Nalam hal tindak pidsna vang didakwakan bukan

merupakan:

4, tindak pidana vang diancatn denpasn pulana penjaras
a [lima) tahuan ataa lebat,

b. tindak pidana terhadap keamanan negard, negars
sahahat, kepala nepars sahabat serta wakiknya, dan
kesusilaarn;

. tindak pidana terorisme;

d. hindak pidana kekerasan seksial;

. tindak pidana kerupesi,

f. tndak pudana terhadap nyawa nrang;

g. tndak  pidana wvang  disncam  dengan pidana
triarurnlarm khuss;

h. tndak pidana tortento yang sangat membabavakan
atau merugikan masvarakar dan/armg

. undak pdana narkoliks kecuali vang berscatas
sehagal penguuna atau penyalahpana,

Makin menaovakan kepada Terdakwa apakah akan

menpupayakan  kesepakatan pordamaian denpan

Kortwan.

Malam hal Terdakwa dan Kerban bersepakat untuk

melalkukan perdamaian, perdamaian terse Tt

dibuktikan denpan surat kesepakatan perdatnaian dan
ditandatungan: cleh Terdakwa, Korban, dan Hakimm.

{7] Perdlamaian . . .
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Prrdamanan  sebagaimanad dimaksud pada avat (o]

dapat dilakukan dengan persvaratan:

a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak
mdana;

L. telalr terjadi pemuliban kesdaan semola oleh
Terdakwa, dan

. bidak sdanya hubungan keumpangan relast kaasa
antara Korban dengan Terdakwa.

Kesepakatan  perdamaian danfatan kesedipan
Terdakwa untuk hertanggune jawab alas kerupian
danfatad kehutuhan Korban scbapal akibat tindak
mdana menjadl alasan yang meringankan hukuaman
dan/atau menjadl pertimbangan untuk menjarutikan
pidana  penEawasan  sesual dengan Rereniaan
peraturan perdndang- uodangan.

Ketentuan lebib Janjal mengenal perdamalan antara
Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Fasal 2005

Dalam hal Terdakws dan Korban tdak borscepakat
unluk melakukan perdamaian, Hakinn menanvakan
kepada Terdakwa apakah Terdalkowa bersedia mengaka
dakwaan vang dibacakan oleh Penuntut UDimum.

Dalam hal Terdakwa Tersedia mengakul dakwasan vang

diliacakan oleh Penuntul Umum, Hakim  wanb

reetneriksa Penpakuan Terdakwa dengan

memperombanglkan hal:

a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikae,

. Terdakwsa  didampingg oleh Advokal  selama
pemeriksaan parldd Ishap Ponvidikan:,

t. pemeriksasn pada tahap Penydikan dilakukan
thenpgan cara dan dalam wakta vang patut;

tl. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan
haknya selama Penyvidikan dan Penuntutarn:

¢, pengakuan Terdakwa ndak disebabkan clebh adanya
tckanan, paksaan, danjatau penyiksaan, baik
sccara  1mk maupun psikis,  selama pooses
Penyidikan dan Peouoniutan, dan

(. hal lain vang dipandany percl oleh Hakim.

(31 Dalam . . .
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Dalam hal Hakim roemperoleh kevakinan bahwa
selurub hal sebagaimanad dimaksud pada avat (2] telah
terpenuhl, Hakim menentukan perkara akan diperiksa
Hengan acara pemeriksaan sihgkat,

Calam hal Terdakwa ridak meongakui perbaatlan vang
didakwakan kepadanya alau Hakim lidak memperoleh
keyakinan bahwa hal sebapasimana dimaksud pada
avat 2] elah Aerpenuhit, Hakio melasjuckan
prmeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biassa.
helentuan [cbibh lanjut mengenai peogakoan Terdalkova
sehagaimana dimaksud pada ayel (1) sampai dengan
ayat (1] diatur dalam Persturan Pemenintali,

Fasal 206

Dalam hal Terdakwa atau  Adeokal  mengajukan
porlawanan  babwa  pengudilan lidak  berecnang
Mengacili perkaranys atau dakwsan tidak dapat
diterirna atan suyrcal dakwaan harus dibatalkan, setelah
tlihers kesempalan kepada Peountut Umuam uorgk
menyatakan pendapatnya, Hlakim memperlimbangkan
perlawanan torscbuc untuk  selanjuinya mengambil
keputusan.

Dalam bal Elakim menyatakan perlawanan tersebu
tliverirma, perkara 1erschut tidak diperiksa lelnh Jaojul.

Mualam hal Hakim menvaiakan perlawanpan tidak
ditetima atou Hakim berpendapal hal lersebut bam
dapat diputus setelah selessi pemeriksaan, sidang
dilamutkarn.

Permiintwl Umum  dapat mengajukan perlawanarn
ferhiacdap putusan sebapoimana  dimaksud  pada
dval {2] kepada pengaddan dnpgi melalui penegadilan
negerl vang borzangloatan.

Dalam hal terjacdi keadsan sebapaimana dimaksuad
poada ayat (3) dan perlawanan yang dimjukan oleh

Terdakwa atau Advokainys diterima oleh pengadilan

tingpl, dalar janpgka wakiu |4 [empat belas) Harl,
pengadilan  tinpgl  denegan sural | ponccapantiya
membalalkan puluasan pengadilan negeri dan
memerinlahkan pengadilan negen vang berwenang
unuk memerikss perkara terscbut.

[a) Dalam . .
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[}alarn hal perlawanan digjukan bersama denegan
permihonan banding oleh Terdakwa atau Advokatnva
kenacda pengadilan tinggi, pengadilan lingei dalam
junpka waktu paling lama |4 tempat belas) Bari
terhiiung  sejak  menerima perkara  membenarkan
perlawanan Terdalowa melalm kepiliLsan
mambatalkan putusan pengadilan negeri vang
bersangkutan dan menunjuk pengadilan neger vang
berwcnang.

I*engadilan tingei sebuagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyaimpaikan salinan keputusan kKepada peongadilan
neperl vang beraenang dan kepsada penpadilan nceeri
vang semula Mcongadili perkara untuk diccruskan
kepada kejaksaan neperi wvang iclah mclimpahkan
perkara tersebut.

Cralam hal pengadilan yang berwenang sebagaimana
dimabsud pada avat (6] berkeducrubkan i dacrah
hukum  pengadilan tunggl  lain,  kejaksaan  negeri
menpinimkan  perkara feesebul kepada  kejaksaan
negeri dalam daerab hubkum pengaditan neper vang
beraenang di tempal il

Hakin ketua sidang karena jabatannyas walaupun
lidak ada perlowanan, sctelah mendengar pendapat
Penlntul Umum  dan Terdakws  dengsn surat
penctapan yang nmemuat alasannya dapat menyatakan
pengadilan tidak berwenang

Pasal 207

Hakim wajib mengundurkan diei untuk  Mongadi
perhkara apabila terikar hubwngan keluarga sedarah
atau scmenda sampai dersjal ketiga, bubungan suami
atau 1athe meskipun sudsh bercerai denpan Hakim
ketua sidang, salah scorang Hakim aogpots, Penuntut
LI, atag praEniterd.

Hakirn ketus sidang, Hakim angpora, Penunbof Umuan,
atau paniters wajib mengundurkan dini dard
menangant perkara apabila terdcat hulingan keluarea
secdargh atau scmenda sampail derajat ketiga atau
huhbungan suami atay istrd meskipun sudah berceran
dengan Terdakwa atau dengan Advoloat,

[A] Dalurmn . ..
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(3} Dalam hal ketentuan sebuapaimans dimaksud pada
avat |1) dan avar (2] dipeouhl, Hakim ketua sdang,
Hakim anggota, Peountul Umum, dan panitera vany
menpunduckan dir harus digan.

{4] Apatala  kelentuan  sebagaimana  dimaksud  pada
Aaval [3] tidak dipenuhi atau tidak diganti sedanpkan
perkara relah diputus, perkars dalam waktu paling
lambat 2 {dia) Hari sejak tangpeal putasan wajily diadili
ulatiy dengan susunan vang lain.

Pasal 208

Sebelum majchs triemui skearn, Hakim dilarang
menunjukkan sikap alau mengeluarkan  pernvataan oo
sidang mengenai kevakinan mengenal salah atau tidaknya
Terdalewa.

Pasal 204

(1] Hakim kctua sidang meneliti apakah semua Saksi atan
Ahll vang dipangpil telab hadir dan memberi perintah
wniuk mencegah jangan sampal Saksi oatay ALl
becbuliyngan satu dengan vang lain sebelum memheri
keterangan di sidang.

() Dalam hal Saksy atau Ahli tidak hadir meskipun telah
dipangeil dengan sah dun Hakim  ketwa sidang
mempunyal cukunp alasan untuk menvanpka bahwa
Saksl itu tidale aksn hadir, Hakiom ketua sidang dapat
tnemeriitahkan ggar Saks: terscbut dibadaphkan ke
prersidanEn.

Pasal 2110)

[1F Penuntur Utram dan Terdakwa  atau Advokar
Terdakwa  diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan singkat untuk menguraikan hukt dan
Sakst vany skan digjukan pada persidanpan.

2] Sestedah perovataan pembuls, Saksi dan Ahl
memberikan keterangan.

{3 Uratan Suksi dan Ahli ditentukan oleh pihak vans
memanggil.

(41 Penuntut  Umum  mengajukan Saksi,  Ahl. dan
buktinva terlebih dahulu.

(2 Dralam . . .
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Lalam hal lakim menyetajul Soaksi dan Ahl vang
dirmnta  aleh Advnkal untuk dihadickan, EFlakim
tmemerinlahkan  kepada  Penuntur Utnom uniuk
memangel Saks dan Ahll vang disjuskan oleh Advokar
terschut.

Hakim  ketua sidang rmenanyvakan  kepads  Saksi
datifatal Ahll mengendl nama lengkap, wmue atau
Lanpeal  labir, jenis kelamin, kebanpsaan,  teenpa
lingeal, ugama, dan pekerjaan Saksi danfatau Ahli

Zrolaim mcnanyalian kelerangan schagaimana
dimaksud pada awval (0], Hakim juga menanyvakan
apakah Saksit menpenal Terdalowa sebelum Terdakwa
mizlakubkan perbuatan yvang mengads dasar dakwaan
Alal) Aapakah Sakst mempunyai bubungan keelusrgd
sedarah atau semenda sampai derajal keliga dengan
Terdakwa, atau swami alaw istn dan Terdakwa, atau
pernabl tnenjac suami acaw wstr darl Terdakwa, araw
terikar hubungan kerju dengannya.

aelelah pengajuon Saks: dan buktt oleb Penantun
Umum, Advokal dapat menghadlirkan buktd, Ahli, dan
Saksl

Terdakwa memberikun keteranpan  pada  akhie
pemeriksaan,

Setelah  pemeriksdan Tordakwa, Penonrut Umom
ddapal memangpil Sakm atau Ahb tambahan untuk
menyvanggalh  pembuktian dard Advokat  sclama
persidangat.

Dalam  hal lerdapat Saksi atau Ahl, baik  vang
mengunivogkan maEupLn yanp memberartkan
Terdakws, yang tidak tercantum dalam berkas poerkara
danfatau yang dimina oleh Terdakws, Advokat, atan
Feountut Umum selama sidang berlangsunpg ataw
sebelum dijaruhkan putusan, Hakim ketua sidang
dapat mengahulkan atau menolak untuk mendenpgar
Ketetanpan Sakesi atau ARl tersebuat.

Sebelurn Salesi ataa Al memberikan keterarngan,
Hakim mengsmbil sumpah ataw jami cerbadap Saksi
atal Ahll berdasarkan agama atau Kepercavaannyvad
brahwa akan membenkan keterangan yang sehenarnya
dun sejajurnya,

Pasal 211 ..,
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Fasal 211

Dralarm hal Sakst ataw Ahll tanpa alasan vang sah menolak
untuk bersumpah stau berjan)l sebapaimana dimaksud
dalam  Pasal 210 aval {12}, pemeriksaan  techadap
Saksl atau Ahli terap chlakukan dan Ketcranpan Saksi atay
Ahli tersebut bukan merupaksn alat bukti, namun sebaga)
hal vang memperkuat kevakinan 1lakim.

Fazal 212

(1) Jika Saksi  seielab memben keteranpan  dalam
Penyidikan 1xdak hadir di sidang karena:

A meninpgal dunia atau karena halaogan yvang sah;
tr. Janh tempat kediaman atau tempst tingealnya; ataa

¢ karcna sebab  lain yang berhubunzan denpan
l-ﬂ-‘.'p-ﬁnl LTEATL TIeyTara,

kererappan vang telah diberikan tersehue dibacakan,

{2 .Jika keterangan scbagaimana dimaksud pada ayac (1)
diberikan dir bawah sumpah ataw janjl, keterangan
rerscbut oleh 1Malkam dapal dipertimbangkan sebagas
Keterangan 3aks) di bawah sumpah atau janji vang
dincapkan J1 sidsne,

Pazizl 213

Jika  Keterangan  Saksi i sidang  berbeda  denpan
keterangan vang tecidapat dalam berita acara, Halum kelas
sidang mengingatkan Suksi mengenal hal cersetuyl Jdan
memihta kelerangsn mengenal perbedaan yang ada dan
dicatal dalam berita acara pemeriksaan sidang,

Fasal 2141
{11 TPcountut Umum aweclebib dahulu mengajukan
portanyaan Kepada Saksr awtau Ahll vang dihadirkano
oleh Pernynitul Umum
(2] Hetelah  Penuntut Umum sclesa mengajukan
perianyadn, Advokat dapat mengapukan peranyssan
kepreada Suksi atau Ahl,

[3) Pennuniur . ..
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Peountat Umum dapat  menpajukan  perlanyaan
kerabali kepada Saksi atau Ahl untuk memperjelas
sehap jawaban vang diberikan kepads Advokat,

Advokat menpajukan peoanysan kepada Saksi atan
Abll vang dihadirkan oleh Advokat dan  kepada
Terdakwa.

serelah  Advokat  selesal mengajukan pertanyaan,
Penuniut LUmum  dapat  mengajukan pertanvaan
kepada Sakst atau Ahl dan kepada Terdakwa.

Advokat selanjutnys dupat mengaukan pertaovaan
kembal kepads Saksi atau Ahh, dan Terdakws untuk
memperelas setap jawaban yang diberikan kepada
FPenuntul Umum.

Halam ketus sidong dapat menolak perlanvaan vang
digjukan olch Penuntut Umum atau Advokat keparda
Saksi, Ahl, dan Tecdakwa dalam haol Hakion ketua
smidang  menilal bahws  pertanyaan  terselal  lidak
televan  dengan  perkara  vanpg  disidanegkan dan
menyebuikan alasannya menpapa perlanyvasan rerentu
tidak diperbolehkarn.

Dalom hal diperelukan, Hakim berwenang menpgajulan
pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanvaan yang
diajukan oleh Penuniut Umum atau Advobal kepada
Saksi, Aahll, atau Terdakowa.

Hakim ketua sidang dan Hakim anggota  dapat
mcminta  kKepada  Saksd  segala  Ketecrangan  vang
dipandang prelu unluk mendapatkan kebenaran.

Pasal 214

Perlanyaan vang bersifat meojerar dilarang  digjukan
kepada Baks aAhl, atay Terdalkws

{1]

Pazal 214

Peauntut UDmum cengan dzin Hakim ketua sidang
memperbibarkan kepada Terdakwa semua alat bukdi
dan menanyakan kepoada Terdakwa apakah menpenal
alatl bulkn tersebut dengan memperhatiban kereniuan
sehagaimann dimaksud dalam Pasal 214,

(2] Jibea . .,
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Jika wein Hakdm kewua sidanpg diperluksn, alat bukti
diperlihalkan juga aleb Penuntul Umum kepada Saksi.

Untuk kepentingan pembuktian, Hakim ketua sidaog
dapat membacakan atsu memperlihatkean sural atau
berita  acara kepada Terdokwa  atatn Saksi dan
sclamjutnya roeminta keterangan vang  diperlukan
mengenan hal wersebut kepada Terdakwo atau Saksi.

Faszal 217

Hetelah Suksi memben keterangan, Saksi diharaskan
tetap hadie di osidang, kecuali 1Takim ketua sidang
merniberi izin untuk meningealkannya.

Izin scbagaimana  dimaksud poada ayar (1) tidak
diberikan, jika Peountut Umum, Terdakws, atau
Advokal mengajukan permintaan agar Saksi tersebut
retap rmenghadirl sidang,

Para Saksi sclama sidang berlangsung dilatang saiing
bercakap-cakap.

Pasal 218

dGaksi lidak dapat didengar keterangannva dan  dapac
mengundurkan divi sebagai Saksi, kecuall ditentuban lain
talam Undang Undang ind, dalam hal:

xl.

1.

SK Mol7371] A

mempunya: hubungan keluarga setlarah ataw
semenda dalam garis lurus ke aras alug ke bawah
sampal dergiatl kelga dared Terdabwa,

bersama-sama  aebapgal Tersangka atau Terdakwa
walaupun perkaranva dipisal;

mermpuinval hubungan saudara danm Terdakowa atau
saldlara thu atau saudara bapak, juega mercka vang
mempunval hybungan karena perkawinan dan anak-
anak savdara Terdakwa sampai derajat ketiga;
dat ArA

berstatus schagal zuami alaw st Terdakwa atau
pernah sebapgar suarm atan istri Terdakwa,

Pasal 211 ...
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Pasal 719

[1h Thalam hal Saksi menghendakinya  dan Penuntut
Umum serta Terdakwa sccara tepas menyetujuinva,
Saks dapat memberi koterangan di bawah sumpah
afau jani

2] Dralam hal persctujuan sebagaimana dinaksued pada
ayat (1) tidak dikehendaki, Saksi dapal memberikan
keterangan tanpa sumpah atau janji.

fasnl 220

(11 Cranp yang karena harkat marrabac, pekerjaan, atau
Jabatunnya diwajibkan  menyvimpan rahasia dapat
meminta dibehaskan darne kewnjiban antuk memberi
keterarnyan sebagal SBaksi  mengenal hal vang
dipercayvakan kopada mereka,

(2] Hakim menenruban sab atou tidakoyva sepasla alazan
permuthtaan sehagmimana dunaksyd pads avat (1)

Pasal 2231

Besgorang yang dapal diminta memberikan keterangan
tanpa sumpah arau janji adalah:

w o anak vang belum berumur 14 [empal belash tahun: atau

b. Penyandang Disabilitas menta]l daniatau disatalitas
irele bl ial,

Pasal 22%

(11 Bctelah Sabsi memberi Reteraogun, Terdakwa atau
Advoktainya dapat menpgajukan permintaan kepada
Hakam ketus sidang apar oi anlara Saks: tersebut vang
ridak dikehendaki kehadicannya dikeloarkan  Jdari
tiang sidang, dan Haksi yang lain dipangpil masuk
aleh Halam kKetua sidang untuk didenpar
keterangannya, baik senrang denu scorang maupun
Iwrsuma-sama ranpa hadirnvo Sakse vang dikeluarkan
tersebut.

(21 Dalam . ..
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Lalam hal dipandang perhu, Hakim karena jabatannya
tapat meminla  agar Sakst vang telah didengar
keteranganoyva keluar dan ruang sidang unruk
selanjutnva mendengar Keterangan Jaks vang lain.

Pasal 223

Hakim ketun sidang dapal mcondengar Keterangan
Sakst mengenal hal rertentu tanpa hadienya Terdakwa.

Dalam hal Hakim mendengar Kereranpgan  Saksi
scbagaimana dimak=ud pada aval (1], Hakim meminta
Terdakwa keluar tusng sidang dan  pemeriksaan
perkara  Injak boleh  diteruskan sebelum  kepada
Terdakwa  diberitabukan semua  hal  pada wakiy
Terdakwa tidak hadir.

Pasal 224

Nalam hal Kelerangun Sakst di sidang didupa palsu,
Hakim  ketua sidang  mempenngatkan  denpgan
sungeuh-sungpuh kepada SHaksi agar memberikan
keterangan YA sebwenar-benarnya dan
mengemukakan  Ancaman pidana vang dapat
thkenakan kepasda Sakst apabila tetap membernikan
keterangan palsu,

Dalam hal Saksi tetap memberikan keterangan yang
diduga palsu, Hakim ketua sicdang kareng jabalannya
dtau atas permintaan Peouotat Umam atau Terdakwa
dapat memben perintah agac S5akst dicahan dan
elituniut dengan dakwaan sumpah palsu.

Fanitera dalam wakiu paling lambal 2 (dua) Han
membuat benta  acara  pemeriksaan sidaneg vang
memuat Keterangan Saksi  dengan  menyebutkan
alasan persangkaan babws Keleranpan Saksi terscbut
palsu dan berita acarcs Tersebnl dilandatanpani oleh
Hakim ketua sicang sers paniterd dan segera discrahkan
kepada  Penuntul Lum untuk disclesaokan  sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang .

Nalam hal  diperlukan,  Hakim  kemua sidang
menangeuhkan sidang dalam perkara sernula sacymsai
npemenkssan perkora pidana techadap dugaan keterangan
pElsu sebagamana dimakeesud pada avas (1] selesai.

I*asal 223 . ..
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Pasal 225

Dalam hal Terdakwa tidak mempawab atay menokak antuk
mecnjawab pertanvaan yvang cdiajubkan kepadanya, Hakim
kerua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelab
itu pemerikesaan dilamjutkan,

(1}

(<]

{3

(1)

(2}

[1]

FPagal 23

Dalam hal Tecdakws berlingkah laku vang udak patuat
SEhingRA MenEpdangel ketertiban sidang, Halom keraa
silang berwonang menegur Terdakwa dan meminta
unluk bertingkab laku terib dan patut.

Chalum  hal wcpuran sebagannana  dimaksad  pada
avat [1] udak ditaacl mlal Tendskws secdra Lorus
mencrus  bertingkah lakoa ldak patur,  Hakim
remecintahkan agar Terdakwa dikcluarkan dari raang
sulang dan pemenksaan perkara tersebuc dilanjutkan
tanpa hadirnya Terdakwea.

Cralam hal tindakan Terdakwa sebagsimana dimaksud
pada avac [2} tetap dilakukan, Hakim ketua sidang
menplsahakan upaya sedemikian rupa  sehingga
mutlisan Llelap dapat  diyatuhkan  denpan tanpa
hadimya Terdakwa,

Fasal 227

Dialarn hal Terdakws alaw Sakst odak memahami ataw
riclak Insa berbahasa [ndonecsia, Hakim ketua sidang
menunjuk scorang Penepermah vang becsltmpab alag
berjann akan menenetnahkan dengan benar semuoo
vang harus diterjemahkan.

Dalam hal sesecorang tdak diperbolchkan memads

Aakst  dalarm sualu perkarn, vang  bersanghkutan
dilaraog roemjadi Penegemah dalam perkara ita,

Pasual 228

Cralam hal Terdakwa atau Saks disalelitas danjataun
tidak dapat menulis, Hakun ketua sidang mengangkat
pendamping disabiitas atan petupas lain yvang lerkalr
dengan ragam disababitas Terdakwa ataw Saksd tersehuge
schagan juru bahasa.

() Dhalam
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Dalam hal Terdakwa atau Saks bisu =ag )i etapl
dapal menulis, Hakim kerua aidang senyampaikan
ST PTLANVAAN afau tepliran secary tertulis kepada
Terdakwa ata Baksi terscbut untuk diperintabkan
menulis jawabannyva dan oselanpumya semua
pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 224

Sctiap orang yang diminta pendapatnya sebaypai Al
kedokteran kehukiman, dokter, atau Ahli Jainnyva wajib
membrerikan Keteranpan Ahli dermd keadilan.

Semua ketentuan menpenai Saksi berloku juga bam
Ahlh vang memberikan keterangan, dengan ketencuan
bahwa Ahli vang menpucapkan sumpah atau janiji
lersebul akan memberikan kereranpan yvang sebenar-
berarnva dan scjujur-jujurnya menur)t pengetahuan
dalam bidang keahhannya,

Fasal 2.3

Dalam hal diperlukan untuk menjeroihkan doduk
perstdlan vang timbul di sidang pengadilan, Hakim
kietun sidang dapat mementa Keferangan Ahli dan
dapat pula meminra agar digjukan bahan bara oeh
yang berkepentingan.

Dalam bal nmhbul perlawanan yang heralaszan dari
Tertlakwa alau Advokatnyva terhadap hasil Keterangan
Ahlt sebapaimana dimaksud pada ayal {1], Hakim
memerintahikan agar hal tersebur dilakukan penelitian
ulang, termasuk penelitiun ulang atas Keterangan Ahli
rerse bt

Peneliclan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dilakukan oleh instansi semula denpan  komposisi
porsonal  yvang  herbeds dan  nseansi  lain vang
INCILPUNYE | WeEwWLTIERE UK 1,

Pagal 231 . ..
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Fazal 231

Setelah kesalkzian dan bukn disampaikan elch kedua
belah pihak, Penumiut Umum dan Advokat diberi
kesempstan uantuk monvampaikan keferangan lsan
¥ang memclaskan mengenal bukl vang digjukan i
persidangan mendubkung pendapat mereks mengenal
perkara tersebut.

Dalam hal pemerksaan dinyatakan sclesal, Penuntut
Immum menggiukan tuniutan pidana kepada Terdakowa
seivlah meonguraikan hal vang memberatkan dan
meringankan Terdakwa.

Sctelah Penuntr Umum  menggukan cuntutan
prdana, Terdakwn danfalau Advokat mengajukan
prmbelarnnys vang dapat dhgawab olch  Penuantuarc
lmum dengan kewentuan babwa  Terdakwa  alau
Advckatnya sclalu mendapat ialican rerakhir.

Tuntutan atau jawabwmn alas pembelaan dilakukan
secara terrdahs dan selelah dibacakan daolam waktu
paling lambal 1 (satal Han diserahkan kepada Hakim
ketua sidang dan salinannya kepada pihak  yang
berkepentingan.

Jika ketentuan sebapairnana dimaksad pada avat |1)
sampm dengan ayat (3] selesal dilaksanakan, Hakam
kerua  =ilang menyalakan  bahwa pemeriksaan
dinvalakan ditutup

Pasal 232

Dalam hal teclenty, baik aas kewenangan Hakim
ketua  sidang karenma fabatannva maupun atas
portnintasn Penuntut Umum atap Terdakwa atau
Advokatnya dengan membenkan alasan yang dapa
diterima, sidang  sebagaumana  dimaksad  dalam
Pasal 231 ayat [3) dapal dibruka kembali

Sctelah kctentuan sebapaimana dimakand pacla
avat {1] dilakukan, NHakirmn trengadakan musyawarah
torakhr antuk mengamlil kepaiusan dan apabila
perlu  musyawarah fersebul diadakan setelah
Terdabwa, Saks, Advokal, Prountut Dmum. dan
hadirin meninggalkan ruang sidang.

3] bMusyawarah



BK Mo 273717 A

(3]

{4)

(%]

(1]

(2]

i3]

f4]

[

(Ex}

(1}

PRESIDEM
REPUBLI¥ INGDOMESEA

- 123 -

Musyawarah scbagaimana dimaksud pada aval [2)
harus didasarkan atas sucal duakwaan dan segola
scsuatu yang terbukty dalam pemenksaan di sidang
poetigadilan.

Dalamn musyawarah  scbagaimana  dimaksad  pada
avdl (3], Hakim kerua majebs mengajukan perlanvaan
kepada setiap Hakim anpgpols don setelah itu ketua
majclis Halirm mengsmukakan pendapatnya.

Feodapal sehagaimana dimaksud pada avac (4) haros
diser izl dengan periimbangan bezerta alasannya.

Pazal 235

Futusan dalam musyawarah majclis nerupakan hasil
prermulakatan bulat.

Dalam hal permufakatan sebapaimana dimaksucl pacda
aval [1] 1dak dapat dicapay setelah divsahakan denpan
sunggull sungguh, putdsan diambil dengan suara
terbanyak.

Dalatn hal helenlusn schagaimana dimaksud pada
ayal [2] Gdak jupa dapat dipenuhi, putusan diamtal
berdasarkan pendapat Hakim  vang  paling
menpuntungkan bagi Terdakwa.

I'claksanaan penpgambilan pulusan scbagaimana
dimaksud pada avar (3 dicatat dalam buku himpunan
Pitusan vang sifatnva rahasia o yvang  disediakan
khusus untuk keperluan tersebut.

Putusan Pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan
diumumkan pada bar i juga.

Dalam hal putusan dijalubkan dan divmumbkan pada
briact lain,  putusan  terscebut  sebelumnya hargs
dibwnlahukan kepada Penuntut Umam, Terdakwa.
atauw Advokat,

Itazal 234

Fada saat Penuntur Urondim mernbsacakan surar dakowaan,
Terdakwea mengakyui sermua perbuatan yane didadosakan
dan mengaku bersalabh melskukan tindak pidana yang
ancamun  pidana yang  didablovakan tidak lebih dan
7 [ewuthy tahun, Penonluab Umum dapat melimpahkat
perkara ke sklang acara pemenksaan singkat.

(2] Pengiakiuan .
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Pengakuan Terdakws dituangkan dalam benita acaca
vang dilandalanpgam olch Terdakwa dan Penundul
Umum.

Hakim wajil:

a. memberitabukan kepada Terdakwa meongenal hak
Yang dilepaskannys dengan memberikatn
pengakuan sebapaimana dimaksud pada ayat (2);

b, memberitshukan  kepoda  Terdakwa mengenai
lamanya pidana vang kemungkinan dikenakan;
dan

¢. menanyakan apakah pongakuan  sebagaimana
dimaksad pada aval 2] dibenkan secara subkarels.

Hubim dapat menclak  pengakoan  sebagaimana

dimaksud pada avat {2] jka Hakim ragu terhadap

kebenaran penpakuan Terdakwi

Penjatuban pudana terhadap Terdakwa sebapaimeana

thimnaksud pada ayat (1) tidak  boleh  moelebihd

213 [dua per tga) darl maksimum pidana Undak

pidana yang didalkwalkarn.

Haloim atas kehendaknyva sendic atau atas permintaan
Terdakwa atau Advokalnya dapat memberi ponjelasan
eriemgenal ketentuan peraturan perandang-uodangan.

Bagian Keempat

FPembralkiiac

Pasal 235
Alat bukti terdiri atas.
Keterangan Saksai;
Krotorangan Al
suratl;
keterangan Terdakwa;
arang ki,
Liugkti elektranik;
menpamalan Hakim: dan

—r oo

G

seFala  scsualu yang dapar  dipuanabkan uantuek
kepentimgan  pembukban pada  pemneribksaan i
sidang pengadilan gepanjang dipernoleh secara tidak
mclawan huliare.

(21 11al . . .
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Hal vang secara umum sudah diketahul ddak perlo
dibuktikan.

Alat bukti sebapgaimana dimaksud pada ayatil) harus
dapat dibuktikan autemikesinya dan diperoleh secara
tidlak melawan hukum.

Hukim berwcnang menilai amentikasi dan sah atau
tidaknya peralehan alal bkt vang diajulian.

Alat bukri vang oleh Hakim dinvatakan tidak auleniik
danfatau diperaleh secara melawan hukum tidak
dapat digunakan scbagay alat bukii pada pemerikssan
thi sidang pongadilan dan tidak memiliki kekoata
prmbuktian.

Pasal 2313

keterangan  Saksi sebagaimana  dimaksud  dalam
Fasal 233 avat (1) burul a disampaikan secara
langsung di sidane pengadilan,

Cralam hal Kelerangan Saksi tidak dapal disampaikan
secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan
Baksi depat disumparkan melalui alat komunikasi
audio visual.

Dalarmn  hal SBaksi danfatau  Korban  merupalkan
PPenvandang Disabalilas, Keterangan Sales dan/atau
karban vang diberikan mempuanyvai kekuatan hukum
¥ATIR 3ama dengan Keterangan Saksi dan/atau Korban
vang bukan Penvandany Disabilitas,

Ketcntuan lelnh lanjul mengenal persyaratan dan Lala
cara penyampwian Keterangan Baks: mmelalug oalar
kutrdrubeas audiovisual scbagaimana dimalesud pada
ayat (2] diatur dalam Peraturan Pemerintah,

*asal 237

Kelerangan 1 [saru] ocang Saks tidak cukup untuk
membukiikan bahwa Terdakwa bersalah terbadap
perbuatan vang didakwakan kepadanya.

kerentuan sebagaimana dimaksud pada avat [1] tidak
berlaku jiks kelcrangan seorang Saksi diperkoat
denpan alal bult Lan.

(3} Kelerangan . ..



SK Mo I7ITH) A

(3]

(€

(b

(2

FPRESIDEN
REFUBLIY, 1MDOMNESIA

- 126 -

kelerangan boberapa Saksi mehgenan suat kejadian
atan keadaan dapat dipuoakan sebsmpai alac bl
dalam hal keterangan belwrapa Baksi lersehal saling
Berhubungan  satu  sama  lain  schingga  dapat
murnbenarkan ddsova suaru kejadian atau keadaan
Terien iy

Pendapat atau rekaan vaoy diperoleh dari hasil

pemikiran helaka  bukan merupakan Keterangan
Saksn

Dalam menilal kebenaran keterangan Saksi, Hakim
wdith memporhotiben:

a. kescsuman anfara Keleranpan S3aksi satu denpan
vatp laln,

I kesesuaian anlara Keterangan Saksi dongan alat
huktl yange lain;

¢, alosan yvang mungkin dipergunakan oleh Saksi
untuk memben keleranpan lerientio;

d. cara hidup dao kesusilaan Saksi serta scgala
sesUAlL yvang parla umumnys dapat mempengaruhi
tlipercayanya keterangan tersebul; danfaraw

. kensiziensd kKeterangan darm Saksi scbelum dan
hoterangan Saxsi pada wakng sidang.

Keterangan Sakst vanp tidak disumpah yane sosual
saru denpan yvang lain. walaupun tidak merupakan
alat hukti, dapat dipergunakan schapgal tambahan alat
buktl  jika  keterangan  tersebul  sesuar  dengan
keterangan dari Saksy vang disurmpah.

Praasgl 204

Keteranpgan  Ahll sebapaimana  dimakasud  dalam
Framal 235 ayat (1] harui b disampaikan  secara
lanpsung o sidang pengadilan di bawah sumpah atau
lan mengenal dpa vang diketabuor sesoai dengan
keahhiannyw.

Dalam  memberikan keterangan di depan sidang
pengadilan Ahl tidak wajily menvampaikan suacat

tugas ataw it darn inatitual atao lembaes dimana
Ahl bekerja.

3] keotepicuan ...
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31 kerentuan  sebapaimana dimaksud  pada avar [2)
dikecyalikan lerhadap Ahll vang sebelum memberikan
kelerangan  di depan  sidang  peogadilan perlu
melakukan pemernksasn, penclitian, atau pcopamatan
terlebiby dabiuly erkail peckara tersehut.

Fasal 2249
Surat schbagmimana dimakzud dalam Pasal 235 aryat (1)

huruf c, dibuat  berdasarkan sumpah  jJabatan ataw
dikuatkan denpan sumpah, vakni:

A. benta acara dan surat lan dalam benfok cesmiovang
dibuat olch pojabat umum yaonpg hervenune 8teg yang
dibuat  di hadapannya, wvang mermual kelerangan
mengenal kejadian ataw keadaan yang didengar, dilihat,
atau dialami senditi diserlal dengan alasan yang tegas
tlan jelas menpenal keterangannya;

I, sural  yang dibuat meonuwrat ketentan peraluran
perundang-undangan  atag surat yang  dibuat oleh
pojabat  mengenai hal  yang termasuk dalam
ketaralaksanaan vang menjadi tanggung jawabnyva cdan
vanp diperuntukkan bagl pembuktian suatu hal atang
sualy keadaan;

«. sural  HKeterangan  Ahll vang  memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mempenal suatu hal atauw
suatu keardaan yvany diminta secara resmi dannya;, dan

d. surat  lain vane hsoyva dapat berlaku, pka  ada

hubminpannya dengan 151 dan slat pembubkilan vang lain.

Faszal 2440

(1] keteranpan Tendakwa sehagmimana dimaksud dalam
Pasal 235 aval (1) hurul d merupakan scgala hal vang
thinyalakan olth Terdakwa dalam pememksaan di
silang pengadilan mengenal perbuatan vang dilakuakan
ataw diketahual sendiel atau daalami sencdied.

£21  Keterangsn Terdalowa vang diborikan o Juar pernenksasn
i sudang pongadilan dapat dipunakan untuk merb=aod
menemikan  bukt  dalam pemeriksaan i sidang
peogadilan,  dengan  keteniuan  bahwa kelerangan
terscbut didukung oleh sual alat bukll vanp sah
sepanjang mengendl bal vang didakwakan kepadanya.

(1) Beterangan . ..
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(3] Keterangan  Terdakwa  hanva  dapal  digumakan
terhadap dirinya sendir.

(4} Ketcrangan  Terdskwa  saja tidak  cukup  untuk
maerrbukikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan
puertiuatan yang ddakwabkan kepadanva, melainkan
harus discrtal dengan alut bukti yang sah lainnva,

Prasal 241

Rarang bukil sebagmimana dimaksud dalam Pasal 2335
aval {1] huref ¢ mencakge

A, alal atau sarana umuk melakukan tindak pidana;

b. alac atau sarana yvang menjadi objck {indak pidana;
dat/ ata

cooAasel yang merapakan hasil lindak pidana.

Puszul 242

Bukti elekironik sehagaumana dimak:swd dalam Pasal 235
avat [T} huruf T mencakup sepala bentok  [nformas
Elekliromk, Deokumen Elekironik, dangatag siscern
vlekironik yvang berkaitan denpan tindak pidana.

Mupinn Kelima

Putusan

Pasal 243

{1l Zelama pemeriksaan di osidang pengadilan,  jika
Terdakwa tidak ditahan, meneadilan dapat
memerintahkan  dengan sural penctapan uniyk
muenmhan Terdakwa gika dipenuhi keoentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan terdapat
alasan vang cukup untuk iy,

(£ Dalam  hal Terdakwa dituhan, pengadilan dapat
memerintahkan  deoygan sarat penetapan untuk
menangguhkan Penabanan Tordakwa, jika terduapar
alisan vang cukup untak itu sesual dengan keleniuan
sebapaimany dimaksud dolam Pasal 110 ayat {1).

Pasal 244 . . .
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I*azal 244

Dalam  hal Hakin  berpendapat bahwa  hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, tndak pidana vang
didakwakan terbuktl secara ssh dan mevakmkan,
Terdakwa dikenal sanksi beropa pidana atau tindakan.

Daalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil
pemenksaan di sidang pengadilan, tindak pdana vang
didakwakan  lidak  tecbuktl secara  sah dan
mevakinkan, Terdakwa dipurus bebas.

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang
diclakwakan kepada Terdakwa terbukt, tetapn ada
dasar pemadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dar
srgala tumiutan hukam.

Dalam hal Terdakws diputuzs bebas  sebapzimana
dignaksud pada avat (2), Terdakwa yaop ads daiam
tahanan dilcpaskan dari tahanan sclak  purusan
diacapkan.

Cralarn hal  Terdukwa  diputus  lepas  dari sepala
laniutan hukum scbaganmana dimaksud pada avar (3)
cdan Penuntut Umum tdak melakukan upava banding,
Terdakwa vang ada dalam lahanan dilepaskan dari
tahanan sejak paiusan diucapkan.

Dalam bal Terdakwa dipidana scbagaimana dumnaksied
pada ayar [1h, Hakim dapal memerniahkan Terdakws
ditahan  jika  memenuht  syarat Penahanan
sehapaimana dimaksoad dalamn Pasal 1400 ayvat |3).

Pazal 245

Perintaby untuk melepaskan Terdakwa dari 1ahanan
seliagaimana dimaksud dalam Pasal 244 avul {4 dan
ayal 3] dilaksanakan oleh Penuptut Umum dalam
waktu pahng lama 1 {saiup Harl sctelah putusan
diucapkan.

Dalam waktu paling lama 3 [uigal Harl sctelah putusan
diucapkan, Penunhil Umum harus membuat dan
menyampaikan  luporan tertulis kepada ketos
petifadilan yang bersangkatan mengenal pelaksanaan
perintab ersebut denpan melamprkan sarat
peleprasan.

Fasal 246
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Pasal 246

Hakim  dapat  menjalubkan  putusan  vang
menyatakan Terdakwa terhubll bBersalah, namun
tidak memaruhkan pidana aau tdndakan, dengan
mempertimbangkan-

A, PingHTINYE perhuatan;
b keadsan pribadi pelaku; danfataug

«. keadaan pada saa1 dan selelah tegadiova tindak
prdana.

Putusan  sebagaimana  dimoksud  pada awvat (1)
dikategorikan sehagai jenis putusan fersendirg, yaitu
Putusan Pemaalan Hakun.

Terhadap putusan schagsimuna dimaksud  pada
aval {1), para pihak dapat mengajukan Upays
Hukum sesuai ketentuan dalom Undang-Undang ini.

Beteniuan letnb lanjut mengenar bentuk, loemal, dan
svaral Putusan Pemaafan Hakim disntur dalam
Peraluran Mahkamah Agung.

Pasal 247

Dralam hal purusan berupa Patusan Pemaaban Hakim,
pemidanagan bebas atau lepas dar sepala tuntutan
hukum, penpgadilan menctapkan supays barone bukei
vang disita discrahkan kepada pihak yang paling
berhuk menerima Kemball vang namanva tercaontum
dalam  putusan  lerschur,  kecual jika  menwrot
ketentuan  peraturan  perundang-undangan barang
bukti lersehut hamas dicatopas unigk kepentingan
nepard atau dimusnahkan ataw dirusak schingea udak
dapal tipergunakan lagi.

[halam hal barang bukti vang disita discrahkan kepada
pihak yang paling berhak, pengadilan menctapkan
supaya barang bukii disershkan segera scsudah
sidang sclesal

I*erintah penvershan barang buke dilakuksn anps
disertai sLaly svarat apapun, kecuali dalam hal
Putusare Pengadilan belum mompunyval kekualan
hukurcn fetan.

Pasal 294 .
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Poasal 2445

semua Putusan Pengadian hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum jika divcapkan dalam sidang terbwika
unluk umum.

{1)

(2

[3]

(1]

Pasal 2949

Penpadilan meomtus perkara dengan hadirnya
Terdakwa, kecuali Undang-Undang menenrukan lain.

Dalam hal terdapan lebih dari seorang Terdakwa dalam
satu  perkara, pulusan dapar diuvcapkan dengan
badirnva Terdakwa varng arda.

Sepern sesudah putusan pemidanaan  discapkan.
Hakim ketua sicdang wajib memberitahukan kepada
Terdakwa vang menjadi haknya, vaig:

d. hak segera mencrima atag seperd menolak putusan;

. hak mempelajarl potusan scbelum menvatakan
menerima atau mennlak putusan dalam janpka
wakta yang ditentukan oleh Undanpg-Lndang ini;

¢, hak untuk dapal mengajukan grasi, dalam hal
Tertlakwa menerima putusan;

d. hak meminta diperksa perkaranva di o tingkar
banding dalam jangka wakie vang ditentukan oleh
Undang-Undang i, dalam hal Terdakews menolak
puUtusan; dan

c. hak uvoruk mencabut pernvatasn  sebapaimana
dimakesud dalam huraf a dalam jangka waktu yang
dilentukan oleh Undang-1Indang ini.

Pasal 2510

Mutusan penndanaosn di pengadilan lingkal pertama
LIN P

a. kepala putusan yoang dituliskan berbunyl *LEM]
KEADITAN BERDASAREAN KETUHANAN YAMNG
MAHA ESAT

b. nama lengkap, tempat lahic, umor atau tanggal,
jenis kelamin, kebangsaan, lempal lingeal, agama,
dan pekerjaan Terdakws;

v, dakwaan . . .
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dukvwaan  sebagaimana  terdapat  dalam  sueat
dakwaan:

portumbangan  yang  disusun  secara  jelax dan
lenpkap mengpenui fakta dan keadasn beserta alat
petnbultian vang diperoleh dao pemneriksaan di
sidang prngadilan vang menjadi dassar pencntuan
kesatlahan Terdakwa;

tuntutary pidans sehagaimana terdapat dalarn surat
Clinvlarcg

pasal  peraturan perundang-undangan  vang
mirrgaedi dasar pemidanaan dan pasal poraturan
perundang undangan vaneg menjadi dasar hukasm
dar putusan, diserial keadaan yang memberatkan
daty yanyg meringankan Terdakwa;

hari dan tangesl diadakannya musvawarah majelis
Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim
tunpzal;

pernvalaan kesalahan Terdakwa, pernyvataan telah
terpenuby semud unsur dalam roumusan lindak
pitlana diserial dengan kualilikesings dan pidana
dan/atau tndakan vaog dijatuhkan;

ketentuan keparda siapa biava perkara dibebanksan
dengan menvehutkan jumlahova vang pasti dun
ketentuan mengenal barang bukei,

kelersanpan bahwa selurub sural lernyvata palsu

atal kelerangan di mana letaknya kepalsuan o,
Jika terdapat surat autentik disnggap palsu;

peomtalh supava Terdakwa ditahan atan tetap
dalam tahanan ataw dibchaskan: dan

har dan tangeal putusan, nama Pepuntat Umum,
nama Hakun yane memutus, dan noama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan sebapaimana dimaksud
pacda avar 1) huraf o, hurof Ly, hural <0 huraf 4,
hurul e, huaruaf [ huaraf b, hurul §j, dan huoraf )
mengukibatkan purusan tratal demi hukum.

Futusan dilaksanakan  dengan  segera  menucu
ketentuan dulam Undang-Undang in.

Pasal 231
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Pasal 251

Hakim wallh mempettinttrangkan pedoman
pemudanaan schagalmana  tercantum  dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
lain dalam setiap pulusan penudanaan.

Fortoar Pulusan Pengadilan baois mencantumkan
bagian khusus yang menjelaskan pertimbangan Halkum
terhadap pedeman pernidanaan.

Mahkamah Agung menvosun dan memutakhickan
format baku putusan  yang  memoast bagian
sehagnitniand dimaksud pada avat (3,

Pasal 252

Apabila Hakita atau Penuntut Umum berhalangan, ketfua
pengadilan ataun pejabat kejaksaan vang beraenang wajib
menunyuk penppanilt pejabat vang berhalangsn lerscbat
dalam wakitu paling lama 1 {satw) Har,

MDalam  hal Advolkat berhalangan, Terdakwa arau
asosiasi Advoksl menunjuk penggantinya.

Cralam hal penpranti scbagamana dimalkesed pada
ayvat (2] tecnyala lidak ada atau yupga berhalangan maka
giclany dapat dilanjutkan.

Pasual 253

Putusan  vang  bukan merupakan pemidsnaan
A

A kelentuan scbaghimana dirmaksud dalam Pasal 230
dyat (1) kecuali hureul e, huraf §, dan huaruf h;

b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atauy
lepas  dati sepals  tuntoten  bukum,  dengan
menyebutkan slasan dan pasal  peraluran
perundang-undangan vang menjadi dasar puiusan,
dan

c. penrintah supsva Terdakwa  wane ditahan
dibiebaskan seiak putusan dincapkan.

Keterian sebagaimans dimakswd dalam Pasal 230
avat (2] dan wvat (3] berlaku jupa terhadap pasal in

Pasal 224 ., .
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Pasal 254

Petikan piusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera
segera selelah pubusan dincapkan.

(1]

(2]

1]

{2

2]

(4]

Pasal 255

Dalam hal terdapat sarat palsu atau dipalsukan,
panitera melckatkan  perikan pulusan  yang
ditandatanganinva pada surat fersebut vang memuat
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
ayat [1} huruf j dan surat palsu atau vaong dipalsiban
tersebur dibien catalsn dengan menunnik pads periikan
putusan wersebat,

Balinan pertama darvi surat palsa atau vang
dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah
membubuly  catatan pada  catatan  sebagmimans
dimakzud pada ayat (1) discrtai dengan salioan
pebikan putusan,

I*aznl 256

Famtora metmlngal berda acara sidang  dengan
memperhalikan  persvaratan yang diperlukan dan
memual sepala kejadian di sidang vang berhubungan
dengan pemeriksaan.

Derila meara sidang sebagaimana  Jdimaksud  pada
avat [1] rnemuat jupa hal yang penting darl Keterangan
Salkst, Terdakwa, dan Ahll, kecuali jika Hakim ketus
sidang menyatakan  cubkup menunjuk  keterangan
dalam berila acara pemeriksaan denpsn menovebut
perbedaan vang terdapat antara vang salu dengsn
VAT lain.

Atas pornntaan Peouwntul Umam, Terdakwa, atau
Advokat, Hakim ketua sudang wajib memerintahkan
kepada panirera supava Jdibual catatan sccara khusos
mengenal suaty keadaan ataw keterangan.

Berita acara sidang ditandatanzant oleh 1lakim kKelua
sidabg dan panitera, kecuali pka galah sato dari 1Takim
ketua sidang dan panitera berhalangan, hal tersebial
thinvatakan dalam benita acara,

Bagian . . .



SK No 27729 A

()

(3

PRESZIDEN
REFLUBLIF, iINDONESIA

135 -

Rugian Kecham

Acara Pemerniksaan Singkal

Pasal 257

Perkara vang diperiksa menural acars pemenksaan
singpkdal merapakan perkara yaog menunit Penuncut
Umum  pembuktian  serta penerapan  hukumnya
mudah dan siatnys sederhana.

Dalatn premeriksaan perkara sebagaimana dimaksud
pada  wyal {1), Penuntue Umum  menshadaphkan
Terdakwa bescroa Saksi, harang bukti, Ahl, dan jurg
bahasa jika diperlukan.

Dalam acara primeriksaan singkac beclakoy kerentuan:

a. Penuniul Umum dengan segera selelah Terdakwa di
silang menjowab segala peclanyasn scbhagaimana
dimaksud  dalam Pasal 204 ayat {1l
memberitahukan  dengan lisan dari caratanoya
kepada Terdabws mengenal tindak pidana vang
didabkwakan  kepadanya dengan  meoerangkan
waileluy, lempat, dan keadaan pads waklo tindak
mdany dilakukan, yang dicatal dalam berita acara
sidang dan merupakan penggantd surat dakwaan,

b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan
tambahan maka diadakan pemenksaan lambahan
fdalam Jangka woktu paling lama 14 [ecmpat belag|
Han dan apabila dalam jangka wakta tersebur
Fenuntut Umum beluan jugs dapat menyelesaikan
pomenksaan lambahan, Hakim memernntabilian
perkara tersclul dijukan ke sidanp pengacdilan
denpan dcara pemenksaan biasa;

e.ooguna kepentingan  pemmbelaan, atas  permintaan
Terdakwa dangataua Advokat,  Hakion dapat
menunda permeriksaan dalam jungka waktu paling
lama 7 (tujuli) Elari,

d. putusan tidak dibual secara khusus, totapi dicatat
dalam benta acara sidang; dan

¢. Hakimy memlwrikan surat yang mcomuat  amar
putdsan dan sural lersebut mempuanvai kekisalan
bukiurn yaop samd scpertl Putusan Pengadilan
dalarn acara pemeriksaan basa.

(4] Porkara . ..
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Perkara vanpg diperikss menuarut acara pemeriksaan
singkat tdak menggunakan surat dalewaan, hanya
mencaniumkan pasal vang dilangpar.

Pidana ponjara vang dapat dijatubkan erhadap
Terdakwa paling lama 3 [tiga) tahan,

Sidang perkara singkal dilakukan dengan Hakim
tunpgal.

Bagian Ketupuh

Acara Pemnmenksaan Cetwal

Pagal 2o
Pemeriksaan terhadap tidak picdana ningsn
sebapnimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dilakukan meldlul acara pemeriksaan
cepl,
Perkara yang diperiksa menurat acara pemeriksaar
repal sebaguimana dimmaksud pada avar (1] menpaka,
perkara vang diancam dengan pidana penjara paling
launa & jenam) bulan dan/atay pidana denda paling
banyak katepor ]].
Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada avat (2),
Fenyidik atas kuasa Pooantuet Umuam dalam jangka
wakiu 3 (hga) Han sejak benta acara pemeribesaan
cepat selesan dibuat, menghadapkan Terdakwa Taeserta
barang bukt, SBaks:, AR, Penerjemah, atau juru
bahasa ke silany pengadilan,

[Falam  dcare pemeriksaan cepal sebagaimang
dimaksud pada avat |11, penpadilan Menpadili denpan
Hakim tunpgal pada tingkat periama dan terakhir.

Dialam hal dijaiubikan pidung Hrrampasan
kemerdekaan, Terdakwa Jdapsl meminta banding

FPazal 239

Fengadilan menetapkan har lerteniu dalam jangka wakia
praling lama 7 [Tujuh] Hao untuk Mengadil perkara dengan
ATArA pemeTikesaan cepal

Pasal 260 . ..
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Pusal 2060

(11 Penyidik memberitahukan  secara tertulis kepada
Terdakwa menpenai bard, tangeal, jam, dan tempal
Terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal
terschut divatat dengan baik aleh Penyidik yvang
stlarnjulnyva catalan dan bersama berkas dikirim ke
pengadilan.

(4] Perkara denpan seary pemeriksaan cepac yang diterima
el pengadilan harus scpera disidangkan pada han
sitlang tlu juga,

(3 Hakim wvang borsanpgkutan memerintahbkan panicera
mencatat dalam buku register semua perkara vang
diterimanya.

(4l Lalam bnkuy register dimuat nama lengkap, (empat
lahir, wmur atau tanggal lalee,  jenis  kelamio,
kebangsaan, tempac tinggal, apamas. dan pekerpaan
Terdakwa serta apa vany didakwakan kepadanya.

FPasal 261
Untuk perkara lalo lntas jalan, Gidak diperlukan berita
Acarn pemenksaan, namun catalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260} ayal (|} scgera diserahkan  kepada
pengadilan paling lambat pada kescmpatan hard sidang
pertatma berikotinys

Fa=zal 262

Dalam  acara  pemeciksasn cepat Saks: udak  wajib
mengucapkan  sumpah alsu janji,  kecualh  Hakim
rCnEANgEApy perlia,

IPasal 263

(1) Putusan dicatat oleh lakiin dalam daftar catatan
perkara dan zelanjutnya oleh panitera dicalat dalam
register  serta ditandalangani oleh Hakim  vang
bersangkutaty dan paniters,

(2] Berita acacs peaneriksaan sidang tdak dibuat, kecuali
Jika dalam perneriksasn tersebut ternyata terdapat hal
vang Udak seswal dengan beorita acara permeriksaan
vang Jibwal oleh Penyidik.

Pusal 264 . .
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Fasal 264
hetenluan dalam Bagian Kesarw, Bapian keduoa, dan Gagian
heliyga Bab XV tetap berlaku sepanjang tidak bercentangan

dengan kerentuan sebagsimana dimaksud dalam Bagian
bictuyuh Balb: XV

Paszal 265

Terdakwa dapat menunjuk scscorung denpan sural untuk
mewakilinya dalamn pemeriksaan i sidang penpadilan.

Pasal 260

(1F Jika Terdakwa aray wakilnva tidak hacdie o sidang,
pemeriksaan perkara tetap dilanputkan.

12] Dalam  bal putusan diucapkan di luar hadirnya
Terdukwa, surat amar putusan paling lama 1 [satu)
Har terhitung sejak tangpal diputuskan disampaikan
kepada Terpdana.

3] Buktl bahwa sural umar putusan telah disampaikan
oleh penyvidik kepada Terpidona, diserabikan kepada
patutera untuk dicatat dalam ik regisler,

(4 Tlam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnva
Terdalowa dan puatasan g berupa pidana perampasan
kemerdekaan, Terdalwa dapat menpdjukian
petlawsanan.

(71 Dalam wakiu pahng lama 7 {tujuh) Hari techitung
sejabe lanpeal  purusan diberilshukan sccara sah
kepada  Terdakwa, Terdakwa  dapat mengajukan
perlawanan  kepads pengadilan vang meojatubikan
Pputusan .

thh)  Denpan perlawansn sebagaimana dimaksod pada avat
5], putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur.

171 Setelah panilera memberitahukon kepads Penyidik
menpenadl perlawanan sebagzamana dimaksud pada
Aaval (), Hakim menetapkan har sidang untuk
memeTiksa kembali perkara 1ersebut

(8} Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap
berupa pdana sebapaimmany dimaksud pada avat [4y,
tethadap putusan tersehat Terdakwa udak  dapac
micgajukat Bandiog.

Pasal 267 . ..

SK WMo Q7372 A
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[Pazal 267

Pengembahan benda sitean dilakukan tanpa syarat kepada
¥ang paling berhak dalam wakly paling lama 1 (satuj Tlac
terhituhg sejak lanegal putusan dijatuhkan, jika Terpidana
telah mwrnenuhil sl amar pulusan.

(1)

[}

il

(2)

{1

Bagman Kedelapan

Tala Terub Persidangan

Fasal 264

Halkirn kelus sidang memimpin dan memelibara tala
tectils persidangan

Sepala sesuatu vang diperintabikan gleh Hakim ketua
sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan
walib dilaksanabkan dengan scgera dan cernmat.

Fasul 264

Cralam ruang sidang, seviap orang wa4jibk menunjukkan
sikap hormat  kepada penpadilan dan memacuhi
perintah pengadilan yang dikeloarkan uncok
kepenliogan proses peradilan.

Selidp orang vang berada di sidang penepadilan
bersikap tidak seszual dengan mzrlabat pengadilan,
mecnycrang intepritas apardl pencpak hukuam, petugas
pengadilan, atau persidangsn dalam sidang pengadilan
dan bdak menaall tals tertib sctelah mendapat
peringstan dart Hakim ketua sidang, atlas perintah
Halim ketus sidang, vang bersangkulan Jdikeluackan
dan ruang sidang.

[*agal 270

Betiap orang dilarang membawa senjata apl. senjala
tapam, bahan peledak, alal alau benda vang dapat
membabayakan keamanan sidane.

[ Tanpa . ..
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Tanpa surat perintah, perugas Keamanan pengadilan
kurena tugas  jabatannyva dapat  mengadakan
Fenppeledahan Dadan untuk menjamin bhahwa
kehadiran sescorang di raang sidang tidake membasan
senjata,  bahan, alat, atau bemds  yaop  dapat
membahavakan keamanan sidang.

Dalam hal pada sesenrang yang digeledabh diteroukan
rembEwa senjata 4apl. scijaa tajam, babhan peledak,
alal, alau benda vang dapat membahavakan kesmanan
sidang, petugas meminta vang bersangkulan untak
mrnitipkanny:a.

Jika vyang bersangkulan bermaksud meningpalkan
taang  sudang unluk scterusnva,  petugas  wajib
menyverahkan  kemball senjata apl, senjata tajam,
bahan peledak, alat, atan beoda yane  dapat
membahayakan keatmanan skdang vang dititipkan.
betentuan sebagaimand dimaksud pada avae (L] dan
avat (2] wddak mengurangt kemungkinan  untuk
dilakukuan  Penuntutan  terhadap  seseoranpg  vang
menhiawa senjals, bahan, alat, atoau benda tersetan
Jika ternvaln bahwa penpuasaan atas senjala, bahan,
alat, atau benda tersebul mmerupakan imdak pidana.

Pusal 271

Hakim dilarang Mengadili  suaru perkara vang
berkaltan  dongan kepentingannya, baik  langsang
maupun tidak langsung.

Dalarn hal Hakim mempunyal kepentingan denpgan
perkara sebagaimana dimaksud pada avat (1), Hakim
vang hersangkulan wanb menpundurkac diri Baik abas
kehendak sendul maupain atas perminiaac:

4 Poountut Umum, atan

b, Terdalkwa arau Advokatova.

Dalam hal terdapat keraguan atau perbedaan pendapsat
mengenal kepentingan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), ketua pengadilao linggl vang menctapkan
Hakim yang akan Menpadili,

Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Aaval {2]  berlaku secars mutatis mutandis  bag
Penuntu Urmmaon.

Paszal 274 . ..
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Pasal 272

Dalam  hal terdapat alasan yang kust menecnai
obicktivitas, kebelbasan, dan keberpihakan Hakim atau
tapeli= Hakimn yvang menyidangkan perkara, Penuntud
Urnum, Terdakws, atou Advokat dapar mengajukan
permohonan pergantian Hakun ataw maelis Hakim
vang menvidangkan perkara terselbul.

Fecrmohonan pergantian Hakim alau majelis Hakim
sehagaimana  imaksud  pada avat (1} dajukan
sehelum pemenksaan perkara pokok Repada ketoa
prnpadilan neger.

Chalam hal ketua penpadilan neger tidak mengabulkan
permohonan peryantian Hakim atan majelis Hakim
sebagaimana dimaksud pada aval 2], permobonan
dhiajukan kepada ketua pengadilan tungp.

Apabila pecrmohonan pergantian Hakim atan majelis
Hakim scbagaimana dircaksud  pada avat 1]
dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 [tiea) Harl
ketua  pengadidan negen membuat penetapan
mengen:l penggantian Haken atay meajelis Hakim,

Pasal 273

actiap Terdakwa vang diputus pidana walb menbavar
huava perkara. .
Dalam hal Terdaslora diputus bebas atau lepas dan
segala tuntutan hukurn, teava perkara dibebankan
kepada negara.

Dalam hal Terdakwa sebelumnya telabh mengajukan
permchonan pembebasan darnl pembayaran  hava
perkara berdasarkan  svarat tertenia dengan
persctupuan pengadilan, biava perkars dibebankan
kepada negara.

Pasal 274

Jika lakim memberi periniah kepada sescorang untuk
mengucapkan sbrnpab atAdw janji di luar sidangs, Hakim
dapat menunda permeniksaan perkara sampan pada
hari sidang yane Laimn.,

(2} Dalam . ..
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Lalam hat sumpah atau janj dilakukan sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera

untuk menghadin pengucapan sumpsabs alau janji dan
membuat berila acaranya.

Pasal 275

Semua Putusan Penpaddan disimpan cdalam arsip oleh
pengAadilan vang Mengadile perkacs pada tinghkat pertama
dann  dilarang  dipindabkan,  kecoali Undang Undaog
mencntukan lain.

(1)

(2

(1]

{2]

Pasal 276

Pamilera membuat dan menyediakan buko daftar
unluk semua perkara.

Buku daflar sebspaimana dimaksud pada avatl (1)
STINIPETR

A. nema dan weniatas Terdakwa:

. tndak pidana vanp didakwakan,

c. tanggal penerimaan perkara;

d. tanppal Terdakws mulai ditahan ke Tecdakwa
lerada dulam lahanan;
tanppal tlan 131 putusan sccara singkat,
langpd]  poncrimaan perinthtaan Jan putusan
banding atau kasas;

g langgal permohonan seris pemberian grasi,
amnesti, athalisn, atau Rehabilitasi; dan

. Bl Taun yang berkaitan dengan proses perkari,

T

Fasmal 277

Pelikan  Putusan  Pengadilan diberikan kepada
Terdabwn, Advokar, Penyedik, dan Penuntut Umum,
sesaat sotclah purusan digeapkan.

Saltnan  Putusan  Pengadilan diberikan kepada
Penuntur Umumn dan Penyvidik, scdangkan kepada
Tertdakwa alal Advolkatnys diberikan atas permuntaan.

[3] Salinan . . .
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Salinan Putusan Pengadilan hanyva dapar diberikan
kepada vrang lain dengan seisin ketua pengadilan
setelah mempertimbangkan kepeniinguan dari
permintaan tersckall.

Pasal 275

Semua jenis pimberitahuan atau pangmlan oleh pihak
yang berwenang pada semua tahap pemeriksaan
kirpada Terdakwa, Saksi, atau Ahli disampaikan paling
larmbat 3 {tigal Hari sebelum tangpal kehadiran yvang
ditentukan, di tempal tinggal atau di terapat kediaman
Terdakwa, Saksi, atau Ahl werakhir.

Perugas vang roelaksanakan panpggilan tecsetun hams
berteml &erdirt dan berbleara lanpsung dengan orang
yang dipangell dan membual catatan bahwa panpgailan
telah  diterima  oleh  yang  bersangkutan  dengan
mecmbububkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh
petupas malpun orang vaug dipangeil dan jika vang
dipangyil tidak menandatanpand maka petagas harus
mencalal alasanni.

Cralum hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah
satl tempat sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
surat  pangpilan disampaikan  melalui kepala
desaflurah atau nama lainnya dan jiks di ludr noegeri
melaln Perwakalan Negara  Kesaluan  Repubbk
Indoncsia di lempat arang vang dipanggil berdiam.

Dalam hal fidak diketshui tempac tingpal  atsyg
kediamanowa dan surat belum berhasil disamnpaikan,
sural panggilan ditcmpelkan di teropal pengumuman
kanlor pejabat vang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 279

Jangka wakiu menwralr Unedang-Undang ol malai
diperhitungkan pada hacl erikiylnya,

Fasal 280 . . .
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FPasal 2580}

Sakst ataw Ahll, vang telabh hadir mermenuhi panggalan
uniuk membwnkan  keilcrangan di o semua tahap
pemeriksnon, berhak mendapat pengpantan biava
scElan  dengan ketenluan peraluran perundang-
undangan.

Fejabal  yangy  melakukan pemanggilan wajib
membentabukan kepada Saksi atan Ahll mengena)
haknva scbagaimana dimaksid pacla avac (1)

FPazal 281

diclang pengadilan dilaksanakan dalam roang sidang
d1 grdune pongadilan.

Dhalam  ruang  swdang,  Hakimn,  Penuntut Umum,
Advokat, dan panilera mengenakan pakaian sidang
dan alribul masing-masing scsual dengan kelentuarn
peraturan perundang-undangan.

Euang sidang sebagaimana dimaksod pada ayal [1]

ditata menurut ketentuan sehagan Derikurn:

a. fernfral meja dan kurst Hakim lerletak lelih tinggi
tlart \empal Penuntut Urnam, Terdakwa, Advolar,
dan peopunjung;

b. trmpat panitera terletak di sisi kanan belakang
wempat Hakim ketua sidang,

. wmpat Penuntut mum lerelak 1 osis1 kanan
depan rempat Hakim;

el tempal Terdakwa dan Advokat terloctake diosese ki
depan dan tempat Hakien dan tempar Terdakwa i
zebelah kanan tempar Advoleat,

a. tempat kars pernerikssan Terdakwa dan Bak:
torlctak di depan tempat Halkim;

. tempat Baks: atag Ahl vang telah didengar tecletak
e belabkany kurs pemerniksaan;

f. tempat pengunpung terleiak di belakang rempat
Saksi yang elah didenpar:

h., bendera
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h. bendera Megora  Kesatuan  Republik  [ndonesia
ditcinpatkan o selelah kanan meja Hakun dan
bendera pengadilan ditcmpatkan d sebelah kiri
tiege Hakim  sedangkan lambuang  nopara
dilempatkan pada dinding bagian alas i belakang
med Hakim;

1 tempat rohaniwan terlelak di scbeluh kirl tempan
patiitera;

1. tempal sebapaimana dimaksud dalam bural o a

sampal denpan hurulb | diberi tands pengens] atau
Jabatan; dan
¥, tempal petugas keamsnan di bagian dalam pinta
masuk Wama ruane sidang dan di termpar lain van
diangpap peclu.
Dalam hal sidang pengadlan dilangsungkan di luar
gedung pengadilan, tata tempal sedapat mungkin
disesaalkan dengan keleniuan sehagaimann
dimaksud pada avat [3].
Calarn hal ketenlusn scbagaimana dimaksud pada
ayar (i) lidak dapat dipenuly, mimimal benders Negara
hesatuan  Hepubhk  Todonesia harus ada dan
ditcnpatlan.

Pasgal 287

Sebelym sidang dimubal, paniteca, Penantul Umum,
Advokat, don  pongunjung meodudukl  tempatnya
masig-mazing dalam rilang sidane,

I*ada saar Nakim memasuki dan meninggalkan ruang
sidang, semua yvang hadir wajib berdinn unfuk memheri
FE[IE‘}'I[ITTHH lamn.

Selama sidang berlangsung, seliap orang yane keluar
masuk ruang sidang wajiby rmmember hormat.

Pasal 2#3

kKetentuan lebih lanjut meneenad jenis, bentul, dan warna
pakalan sidang serta atoba dan hal vang berhubungan
dengan perangkat kelenpkapan scbagaimana dimaksod
dalam Pasal 281 ayat {2] diatur dalam  Peraturan
Pemerintah,

FPasal 284 . .
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Hemua blava vang  dikeluarkan untuk kepentingan
pemeriksaan di sidang penpadilan dibebanlkan  lkepada
negara.

i1]

{2

[

{4

BAB XV]
UkayYa HUKUM BIASA

Bagian kesoty

Pemerksaan Tingkatl Banding

Pasat 285

Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinge
oleh Terdakowa atau Advokalnya atau PPcountut Ve,
Permohonan banding  schagaimana  dimaksud  paila
ayaf (1] ditenima wleh panitcra pengadilan nepen dalam
jangka waktu paling lama 7 [tujuh) Tlar selelab pulugan
thjatnhkan atau setelah pomosan dibenlahukan kepada
Terdakwa vang udak badiv dalam sidung scbapaimana
dimaksud dalarn Pasal 266 avat {29,

Terhadap permohomnan banding sebhgaimens

dimmaksud pada ayat (2], panitera membapat suarat

kKeterangasn yang ditandatangani oleh paniters dan

pernohon,  scrta tembussnevy  diberikan kepada

pemohon vang bersangkuatan

Cralum hal peroukbon tdak dapat menghadap, panilera

harus meowatainya discrtal dengan alasan dan calatan

harus dilampickan dalam berkas perkara dan ditalis

tlalam daftar perkara pdana.

Dalam hal pengadilan negeri mencrima permobonan

banding vang deajukan oleh-

a. Penumtul Umum atau Terdakwa atau Advokatnyva:
Akall

b, Penuntut Umum dan Terdakwa ataun Advekatnya
selalirng,

panilera wapbk memberitahukan permohonan dac

mhak yany satu kcpada pihak vaog lain.

Pagal 286 . ..
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Pazal 286G

Apalile jangka wakiu scbhagaimana dimabkesud dalam
Pasal 283 gvat (2} telabh lewar lanpa  digjukan
permahcnan banding maka Terdakwa atau Advokat v
dan/atau  Penumint  Umum  dianggap  menerims
pruaiusaE.

Dalam hal eluh lewat wakio dan Terdakwa atau
Advobatnya, atau Poenuncut Srooum dianggd p menerima
ratusan scbagaimana  dimuaksud pada  avar (1),
panilcra mencalat dan membuat aka mengenal hal
worsebut serta dilekstkan pada berkas perkara.

Pasal 287

Dalam  hal peorkara banding belum diputus oleh
pengadilan tnpgl, permohonan banding dapat dicabur
sewakiu wakio.

Balam  hal perkara scbagaumana  ditnaksud  pada
ayatl (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk
perkara lersebut odak dapat dajukan lagi.

Dalam hal perkara telab imulai diperiksa, namun belam
dipuiuz sedangkan pemohon mencabut permohonan
bandingrya, pemohon dibebankan kewajitan
membayar ays perkara vang telah dikelyarkan oleh
pengadilan ningel hingea saal pencabadannyg.

FPazal 28H

Cralam pangka wakou paling lama 14 [cmpat belas) 1Tan
wrhitung  sejak  permohonan banding  diajukan,
pamiera mengioomkan salinan putuzan  pengadilan
negert,  berkas  perkara, dan surat buktl kepada
pengadilan tigal.

Pernohon  banding wajplb diberi kesempatan untuk
mempelajan berkas perkara tersebut di pengadilan
negerl dalam wakiu paling lambat 7 [tojubl Hari
schelum pengiriman lerkas perkara kepada pengadilan
tingpi.

[3) MNalam ., .



SK Ho 273742 A

(3

{4]

il

()

(51

{4

{1]

[2)

[3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMES]A

- 198

[alam  hal pemobem handing menvatakan  sccara
tertulis akan mempelajari berkas perkars lersebut di
pengadilan tingai, permohon wapb diberi kesempatan
dalam  jangka waktu paling lama 7 (twjub) Ham
terbitung sepak tangpeal beckas perkara diterima oleh
penpadilan tinge.

Femohon bandiogg wajib diberi kesempatlan untuk
sewakiu-wakiu menclitt keaslian herkas perkaranya.

Fazal 289

Dalam hal Penumtut Umum mengajukan permohonan
banding, Pentuntul Umum wajib menyeriakan memori
banding.

Dalam  hal  Terdalowa  mengajubkan permobonan
banding, Tordabbwa dapat menvertakan  memeon
banding.

Memuori handing diajukan dalam jungks waktu paling
latna 7 (tujuh) Hari setelab permobonan digjukan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avdl (3] terlampaui dan Penuntot Umum selusgesi
prmohon banding tidak mengajukan memori handing,
pcrrmurhionan handing gugu.

Pasal 290

Penuntut Umum danfatau Terdakwa dalam moemeor
bandingnya dapat meminta agar Saksi danfalay Al
vang telah  dudengar keterangannva  padas lingkat
pettama untuk dipenksa kKembali oleh penpadilan
rinpggn.

Permintaan scbagaimana dimaksud pada avar (1)
walilr disertin alasan mengapa Saksi dangatau Ahli
lersebur perlu didengar kembali olell  pengadilan
HITLER].

Permintaan sebapaimana dimaksud pada avat [1] jups
dapal dwjukan lerhadap Saksr dansatau Ahli yang
pada tingkar pertama tdak hadie.

Pasal 2010 , .,
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Pasal 291

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh
pengadilan tinggi dengan minimal 3 (tiga) ueang Hakim
alas  dasar berkas  perkara vang  dilernima  dari
pengadilan negert yang teedini dari berita acara
pemeriksaan darl Penywdik, berila acara pemerksaan
di sidang pengadilan oegerd, beserta semua surat vany
umbul di sidang vang berhubungan dengan perkars
ing, dan pulusan pengadilan neger.

Wewenang untuk mencntukan Penahanan beralill ke
rengadilan tinggl sejak saat digjukannya permehonat
banding.

Dalam  jangka waktu paling lama 3 ({tipa) Hac
terhitung sejak tanggal menetima berkas perkara
barding darn pengadilan neperi, kewaa pengadilan
Ungg menujuk Haklum/majelis Hakim vang akan
memeriksa permohonan banding.

Dalam jangka wuskiu paling lama 3 (tiga]  Hari
terhitung  sejak ditumpuknva Hakim  sebupaimana
dimaksud  pada avar (31, Hsakim/majclis Hakim
pengadilan tinggl wayill mempelsjari berkas perkara
untuk menetapkan:

a. perlu atau Tidaknyy Terdakwa tetap ditahan atay,
tidak, bumik karcno jabatannya maupun  atas
perminiaan Terdakows; danfatau

. perluy alaw udaknya Saksi danfatau Akl untuk
dipanggll dan diperiksa unluk didengar kembali
kercranpannya dalam hal sebagaimana dimakosiosl
dalam Pasal 290,

Halum/majelis  Hakim  pengadilan dinggi dapat

tremangel dan memenksa untuk mendenpar scndiri

kelerangan  lordakwa, Penuantul Umum,  Sakesi,
dan/atau Ahll vang tidak dimintakan untuk dadenggar
kemball sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 avat

2] jika dipandang x:ry.

Dalam  hal Penahanan vang dikenakan  kepada

Terdakwa  sebagaimana  dimaksud pada avar (4}

hurut a welah mencapal jangka waktu vang sama

dengan pidana yung dijatubhkan oleh penpadilan reperd

Kepatlanya, Terdakwa dibebaskan seketika ity

Pasal 292 .
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Pagal 2432

Ketua majelis Hakim pengadilan tingei menctapkan
tanggal sidang permeribksaan dalam hal:

a. memandang  perlu untuk mendengar kembali
kreterangan  Saksi danfatau Ahli hecdasarkan
permintaan Penuntut Urmaoo daogd alau Terdakwa
sebapaimana dhimaksal dalam Pasal 29t avat (1),
tlan fatau

h, memandang  perlu untuk mendengar  kembal
keterangan  Terdakwa, Peouotul Umum, Saksi
dansatan Ahlb vang tdak diminotekan untuk
didenpar kemtsali.

Famirera pengadilan tinggn menginmkan penetapan
rangpal sidang pemenksaan boserts npama Terdakwa,
Peountut Umum, Saksi, dany atan Ahli kepada Terdalowa
dan Penuntut Umum melalui pengadilan neger.

Paasal 2003

Tara ara nemenksaan Saks dan/atan Ahll pada tinghkat
perlamns sebapaimana dimaksud dalam Fasal 214 kerlak
socara mutatls murandis cerhadap sidang pemeriksaan
Saks daeryatau Ahli di hingkat bandineg.

(1}

[.2]

Pasal 294

Eetentuan mengenal larangan T Halom
menunukkan sikap atan perovslaan mengenal salah
atau tidaknya Terdakws sebapaimana  dimaksud
dalam Pasal 208 dao kelentuan mengenal larangan
Merngadill suatu perkara yang berkaltan dengan
kepentingannya sebagaimana dirnaksod dalam Pasal
271 berlaku  secara matatis omgtandis bagl
pemeriksaan perkara dalarn tingkal branding.

Ketontuan mengenai Hlakim waib menguodurkan dini
untuk Mengadili perkara yang erikat hubigepsan
keluarga sebapaimana  dimaksad dalam Pasal 207
berlaku  secara  mullalis odaodis bagi Hakim
danfatag  paniters  fingkat  banding  dan Hakim
danfarau  paniterd  tingkat pertama yvang  telah
Mongadili perkara vang samil,

(3] Dalam . . .
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[Falam hal Hakim yang memaius perkara dalam
lingkst perrama diangkar  menjacdi Hakim pada
pengadilan bnpgl, Hakim rersehut dilatang memerniksa
perkara yang sama dalam tingkar banding.

Fazal 295

Jika  penpadilan iinggl berpendapal babwa dalam
pomeriksaan  ungkat  pertama fernyata  terdapat
kelalalan dalam penerapan hukum acara, kekeliroan,
arau kurang  lengkap,  penpadilan tinggl danpal
memnerintahkan pengadilan negeri unfuk memperbaiki
hal torsebul atau pengadilan tinggl melakukannya
sendin melalul putusar.

Dalam  hal diperlukan, pengadilan tnggi  dapat
memlwralkan  penclapan dan pengadilan begers
sebelum pulusan pengadilan tingei dijatuhkan.

Pasal 2965

Hetelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
205 diperimbangksn dan dilaksanakan, pengadilan
gl memuluskan, monguatkan, mengoubah, artay
dalarm hal membatalkan putusan frenpadilan neger,
penpadilan tnggl Mengadilh seoedin alas perkara
terechut.

Dalam hal pembalalan terscbut terjadi atas putusan
penpaclilan negert karena penpadilan tdak herwenang
meaemeriksy perkara terscbut maka berlaku ketenduan
mengenal  surat pehmpahan perkars kepada
pengadilan negert lan vang  dwngpap berwenang
Mengadili scbapaitvana dimaksud dalam Pasal 295
aval [2)

Poasnl 207

Jika dalam permenksaan ongkat banding, Terdakwa vang
dipadana dilaban dalam tabanan. penpadilan oopgt dalam
pulusannya memerintahkan apgar Terdakwa telap ditabuan
At dibehaskan

Iraanl 298 . .
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Pasal 298

Perngandilan ingg memberitabukan kepada Terdakwa dan
Penunlul Lmum tanggal sidang pembacaan putusan,

FPuriesan pengadilan  linggl wajib dibacakan dalam
sidang terbuka untuk ymum.

Dalam hal tecdapat perubohan tanggal pembacaan
purusan,  pengosdilan tngm memberilahukan hal
tersebut kepada Terdakwa dan Penunlul Umum.

Femberitahuan  kepada Terdakwa  scbapaimuna
dimaksod pada aval [ dan ayad [3) dilakubkaon oleh
Ponuntat Umum pane untulk itu Penuntuat 1Umigm
trembuatksan tanda tenima prmbencahuan.

Bittany pembacaan  putusan  dapat  dibadinn oleh
Terdabkwa danfatau Penuntut Umdm. balk sccara
langsung maupun secars clekironik,

sk petikan putusan divmumkan melala laman sistem
informasi pengadilan pada hari pusan dnammmkan.

Salinan putusan pongadilan Gnpgg beserta herkas
perkara dalam wakiu 7 (tujuh) 1Tart selelah purusan
lersebut dijatuhkan, disampaikan kepads pengadilan
NCZeT] ¥ang memuius pada tingkat portama.

Isi puinzan selelah dicatat dalam buku repister sepera
dihenirshukan kepadas Terdakwa dan Peounmiat Umuam
aleh papilera pengadilan negeri cdan selanjulnva
pemberitabuan tersebut dwatal dalsm salinan
pulusan pengadilan tinggi.

kotcntuan  mengenai  putusan  pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 berlako juys
bagi purusan pengadilan tinggi.

[ralam hal Terdabowa bortempat tinggal i luar dacrah
hukum pengadilan neger, paniters meminta bantuaan
kepado panitera pengadilan negen vang dalam dacrah
hukumnyva Terdakwa bertempat  Ungeal  untuk
membentahukan isi sural patusan ilu kepadanya,

Dalam bal Terdakwa tidak dikeiahul termpat tinggalnya
alau bertempal finggal 1 Juar negerl, 180 s0rat putusan
scbagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan
imelaln kenpala desa/luralh atan nama lainnya atauw
rielalun Perwakilan MNepgara Kesatuan Repuhlik
Indonesia, i tempat Terdakwa biasa berdiam.

(12| Dalam . ..
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[Falam hal  penvampaian 51 sursl pulusan
sebagmimana dimaksod pada ayat [11) belum berhasil
disampalkan, Teoedakwa dipangeil 2 [dus)  kali
Berturut-raegt melslai 2 (dua) surat kabar vang terhit

dalarm daersh hukum pongadilan negeri itu sendie
alany daerah vanp berdokatan dengan davrah by,

Bapian kedun

Fomuriksaan Tinghat Kasasi

*azal 2y

Terhadap pilusen perkara pidana vang diberikan
prla tingkat terakhir olch pengadilan lain selain
Mahlkuamah Agung, Terdalowa, atau Penootol Umum
dapat mengajukan permohunan pemeriksaan kasasi
kepada Mahkamah Agang.

Pengajuan pemerikswan kasas sebapaitnana

dimaksild pacda avatl (1) tidalk dapat diajukan terhadap:

A pralusan bebas;

b, putusan berupa pemanfan Hakim;

. putusan berupa tindakan;

d. putusan terhadap tindak pidana vang diancam
denpan pidand penjara tidak lebibh dan 5 (Lma)
tahun atau pidana denda katepore WV dan

¢ putusan yang telah  diperiksa dengan acarn
pemeniksann sinpgkat.

Pasgal 200
Brrmohonan kasasi disampaikan oleh perohnn dalam

Janpka wakiu paling lama 14 lempar belasp Harl
ierhitung sclak Putusan Penpadilan vang diminlakan
kasasi itu dibacakan dalam sidang vang terbuka
LItuk uman.

Permintann sebagaimana dimakswud pada avat (1) oleh
panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang
ditandatangani aleh paniters serta pemohon, dan
dicatat dlalam dalar vang dilampirkan pada berkas
perkara.

(31 Dalam . . .
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|31 Dalam hal pengadilan negen menerima permohonan

it

(2}

[3

(1]

(2}

[

{4]

(=]

kasas) vang diajukan oleh:
A, Pepuntut Umum atau Terdakwa; 5lau
b, Peountut Umum dan Terdakwa sckaligus,

panitcra wajib  memberitahukan  permintaan  dari
pihak vang salu kepada pihak vang lawn.

Fazal 31

Apabila jangka wakiu sebagsimana dimaksud dalam
Fasal 200 ayat [1] telah lewal tanpa diajulan
permohonan kasasi oleh yanp bersangkutan makes
Terdakwa alay Advokatnya, atau Penuntuat Umnmom
changpap mencrima putusa.

Apabila dalam jangks wakiu sebagaimana dimaksied
pada ayat (1), pemohon terlambal  mengajulsco
permohenan kasasi maka hak untuk menpajukan
kasasi pplic.

Apabila janpka waktu schagaimana dicnsksad pada
aval (11 telabh lewat dan kelerlambatan wakru
mengajukan  permobwnan kasast scbagaimana
dimaksud pada ayval [2], panitcrs mencatat can
membuat  gkin  mengcnal hal o lersebot serta
rclekatkannys pada berkas perkara.

Pasal 312

selama perkara permohonuan kasasi belum diporos
olech Mahkamah Agung, pecrmohonan kasasi dapead
dicabut sewakiu-wakiu

Dalatn hal permohonan sebapaimans dimaksud pada
ayat{1] sudah dicabut, permohonan kasasi tidak dapat
diajukan lag.

Dalam hal pencabutan dilalykan schelum berkas
perkara dikinim ke Mabkarnah Agune, berkas tergebuar
lidak perlu dikinmlbean.

Lalam hal perkara telah mulal dipeniksa dan belum
deth'Llﬁi: aarmun  pemohon  mencabuat periethrgn
kasasinya, pemohon dibebani membayar iava perkara
hinpes sa81 penecabutannya.

Fermnheoman kasasi hanyva dapat diajukan 1 [=a0) kali,

Pasal 3003 . ..
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Paxal 303

Pernohbon kazasl wa)ib mengajukan memori kasasi
¥y memuat alasan permehonan kasasinva  dan
dalam jangka wakiu 14 [cmpat belasy Har serelah
mengajukan  permoheonan  tersebut, harus sudah
menyerabhkannys kepada paniters vang unluk itu ia
temberikan surat tanda terims.

Nalam hal pemohon kasasi merupakan Terdakwa vang
kurang memahami hukum, panitera pada walktu
trenerima  permohoenan kasast wajib menanvakan
alasan mengajukan permohonan tersebut dan untuk
1 panitera membuatkan memori kasasinya.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksid
pada ayat (1), pemchon terlambat menyverahkan
memotr Kasasi  maka  hak untuk  meopapskan
Permcliatiate Kasas gugar,

keteniuan  schapaimana  diatae dalam Pasal 302
Aaval [} berlakou jupa untuk avar {3) pasal ini.
Tembusan memern kasasi yang digjukan oleh salah
sabhu pihak, oleb panitera disampaikan kepada pihak
laintya dan pihak lain itu berhak mengapikan kontra
tremor kasast,

Dralam  janghka waktu sebagannans dimaksud  pada
ayat [}, panitera menvampaikan lembusan kontra
memor kasasi kepada pihak vang scmula mengajukan
memor] kasasi.

Praxal 304

MNalam hal salah satu pihak berpendapar masih ada
sesuatu vang perlu diwambshkan dulam memori Kasas
dalau kontra mermorn kasasi, pihak vang bersanghkutan
dibenkan kesempatan untuk menpajukan (ambwahan
tersebut dalarm janghs wakiu paling latna 19 (emnpat helas)
Han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)

Tambahan  sebapaimana dimaksud  pada avat (1)

diserahkan kepada panitera pengacdilan.

Dalam jangks wakiu paling lama 14 [emmpal helas| Harl
aelelah jangka wakou sebageimana dimaksud pada
aval (1), panitera pengadilan sepers menvampaoikan
permohonan kasast sccara lengkap kepada
bMahkamah Agung.

Fa=zal 305 . . .
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Pusal 3035

aetelah panitera pengacdilan negerl menerima mernoc
kasast dan/atan kontea memori kasasi, pamitera dailam
waktu paling lama 1 [satu) Har wajib mengirim berkas
perkara kepada Mahkamah Agung.

Pada saat panilera Mahkamah Aguop menerima
Lerkas prrkara scbhagaimana dimaksud pado ayat (1),
panilera langsung mencatal dalam buku agenda surar,
buku register perbara, dan pada kartu perunjuk.
Buku repisler prrkora schagaimana dimaksud pada
aval (2 wuib dikerjakan secara  tertutup dan
ditandatangani oleh paniters pada sctiap han kevja
vang harus diketahui dan ditandatangani oleh Ketua
bMahkamah Aganp.

[ralarn hal Ketws Mahkoamah Apung berhalangan,
penandalaneganan dilakubkan oleh wakil  ketoa
Mahkamah Apung.

Dalam hal wakil Eelaa Mahkamah Agung berbalangan,
Ketua Mahkamab Apung menunjuk salah sam Hakim
AngEnEnyA dengan Kkeputusan Ketua Mahkamah Apang.

Panilern Mahkamah  Apung meopeluarkan bukil
penerimaan yang azlinva dikinmkan kepada panitera
pengadilan  negeri yang  hersangkutan, sedangkan
kepada para pahak dikirimkan tembusannya.

Faral 306

Eetenfuan meonpenal  larangan bagl Hakim wvang
menunfukkan sikap atay pernyatdan oengenal salab
atau  tidaknva Terdukwa scbapmimana  dirmaksod
dalam Pasal 208 duan ketontuan meogsnai larangan
Mengmlih sualu perkara vang  berkailan dengan
kepenlingannya  schagaimana dimaksud  dalam
Pasal 207 berlaku secara muratis mutandis  bagi
pereriksaan perkara dalam ringkear kasasi.

kKerenluan mengena Hakim wajib mengsundurkan diri
untuk  Mengadill perkara yang terikot hubungan
keluargn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 207
ayal (1) berlaku secars mutatis mutandis bagd ITakim
dan/atau pamiera ringkat kasasi dan Hakim danfatag
panitera tingkat handing yang telalh Mengadil peckars
YOS Saima.

[}] Dalam .
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Dalam hal seorang Hakin yang Mengadili perkara
dalam lingkal  perfama dlau unpkot  banding,
kemudian telah menjadt Hakim atau paniecra pada
Muhkamuabh Apung, Hakim tersebut dilarang bertindak
scbapal Hakim atau panitera untuk perkara vang
sama dalam tnpkat Kasasi.

Pasul 307

Ketentuan sebagaumana dunweksod dalarm Pasal 271
avat [1] berlaku papa bapi pemeriksaan perkara dalam
tingleat kasasi.

Dalam hal  terdapat keraguan atau perbedaan
pendapat mengenal ketontuan sebagaimana dimaksud
pads avat [1], dalam ungkat lcasas:

a. ketua Mahkamah Agung  karena jabalannya
bertindak sehapai  pejsbal yang  borwcnang
renglaphan Hakim vanp akan Mengadill arau

b dalam hal menvangkut Ketua Mahkamah Apumg
sendirt, pthak vang berwenang meneraphkan Hakim
vang akan Mengadili merupakan machs vang
terdiri atas 3 [liga)] urane Hakim vang dipilih elch
dan anlar Hakim angeota.

Pasal 308

Femeriksaan dalamm tngkal kasws] dilakukan oleh
Mahbarmah Apung atas permintaan pard pthak guna
menenukan apakah benar:

a. suplu ketentuan peraturan perundang-undangan
uduak  ditcrapkan atau diterapkan iedak
sebagaimana mesrinya;

[r. cara Meopadili fidak dilaksanakan sesuar denpan
kcentuan peraiuran rerundang-undangan;
dati/artau

¢ penpachilan relah melsmpawi balas wowenangnya.

UDalarn perneriksasn sebapaimana  dimaksud  pada

ayal [1), Mahlkamah Apung tidak lagi melakukan

penilatan alas lerbaku atau tidaknyva perbuatan yaop
didakwakan.

{3] Pemerikzaun . . .



5K Mo 173751 A

[

|4)

[Ek

7]

{3

(S

[14]

ol

o

PRESIDEH
REPUBLIK IMOGHESIA

- |5 -

Pemeriksann scbagaimana dimaksud pada ayat [1
dilakukan dengan paling sedikit 3 (lipa) orang Hakim
atas  dasar berkas  perkara  yane  diterima dari
penpadilan lamn oleh Mahkamah Agung.

Petncriksaan sebaymimans dimaksud pada ayar {3)
tecdiri aras:

a. benta acora pemeriksaan dam Penyidik;

b. berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan:

¢. semua sural vany Umbual dalam pemerniksaan di
sidang pengadilan vang  berhubungan  dengan
perkara ttu; dan

d. Putuson Pengadilan tingkal  pertama danfatau
lngkat teraklier.

Jika dipandang perlu untuk kepontingan pemerilkesaan

sehagaimang dimaksud pada avacr 1), Mahkamah

Agung dapat memanggll dan mendengar sendir

keterangan Terdalowa, Saksi, Ahli, dan atau Penuntuar

L'rwim,

Pemangmlan schagamans dimaksud pada avat (5,
disertai dengan  penjelasan singkat dalam surarc
neranpElan mengenal keteranpan yang ingin
thdenpar langsung oleh Mahkamah Agung

Selain  pomangpilan  sebagaimana  dimaksud  pada
aval (3], Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan
pengadilan o) hawshnya untuk mendengar keterangan
derngan cara pemanpgilan vang satna.

Wewenanpg untuk monentukan Penahanan berslh ke
Mahkamah Agung sejak permnohonan kasasi diterima
tahkamal Agung.

Dalatn jangka waktu paling lama 3 {tiga) Hlari terhutiung
sejak menenma berkas perkara kasasi sehagaimansa
dimaksud pada avat {2), Mahkarpah Agunpg wajib
mempelajar berkas perkara kasasi umuk menctapkan
apakah Tordakwa perlu cetap ditabaee alzw lidak, baik
karena  wowenang  jalmtannyg maupun atas
poermintaan Terdakowa.

Dalam hal Terdakwa ietap ditaban, dalam jangka
wiktu paling lama 14 [empat belast Harl sejak
penetapan  Perabanan, Mahkamah Agung  wajib
metneriksa perkara lersebut,

Pasal 405 . .
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Dalam hal Mahkamah Apung memenksa permohonan
kasasi karena telah memenuhi keteniiuan sehagnimana
dimaksud dalam Pasal 308 aya (1) dan ayat [
mengendl  hukumnya,  Mabkamah Apung  dapar
memutus untuk mepolak atau mengabulkan
prrmohonan kasas).

Dalam hal Mahikamah Apung menecima permohonan
kasazi, Muohkamah Apung memulus  mengenai
penerapan hukum dan idak meneenal fakea atau
pembuktian.

Pasal 310

Dalatm khal suatu putusan dibatalkan karena ketentuan
pecaturan perundang undangan tidak ditcraplean atan
dilerapkan tidak selhapsimana mestinva, Mabikamah
Apung Mengadili perkara,

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara
benpadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan, Mahkamah Aping
menelapkan diserfai pelunjuk agur penpadilan vang
memutus perkars memeriksanya kembali mengenasi
bagian vany dibatalkan atau berdassarkan olasan
tertentu Mahkamah Agung dapat menetaplkan perkara
lersebut diperiksa oleh pengaditan sctingkat vang lairn,

Dalam  hal svato pulusan dibatalkan  kacenma
pengadilan atau Tlakion vanp bersanghutan  fidak
berwenang  Menpadili perkara, Mahkamab  Apung
menetapkan pengadilan atau Hakam lain Mengadili
perkara lersebut

Paszal 311

Malam hal Mabkamah  Agunp mengabulkan
permohonan kasasi, Mahksmah Apung membatalkan
Putusan Pengardilan yvang dimintakan kasasi.

Ketentuan mengenal pembatalan Putusan Pengadilan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 310 herlaku
secara  mullalis mulandis  terhadap pembatalan
Purusan Pengadilan vang  dirmintakan RKasasi
sebapaimana dimalsad pada ayal (1.

Fasal 312 . ..
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Pugal 312

Kelentuan mengenal pembenan petikan atay salinan suradt
pulusan schapaimana dimaksaed dalam Pasal 254 dan
Fasal 277 avat [1] berlaku jugs bap:l putusan kasasi
Mahkamah Apung, kecuali mengenal penginman salinan
purusat besecta berkas perkaranyva kepada pengadilan vang
memuius pada Dnpkal pertama vailu dalam waktu paling
lama 14 [empal belas) Hari.

Pasul 313

Kewenluan mengenal  pemeriksaasn tiopkat kasasi
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 299 sampsi dengan
Pasal 312 berlaku secara ondatis muatandis  terhadap
pemoriksaan tingkat kasasi lerhadap Putusan Pengadilan
dalarn lingkungan peradilan milicer.

BAB Xvil
UPAYA HUKLUM LUAR BIASA

Bagian kesaru

Pemecriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hakum

Fagal 314

[} Pulusan yang telah memperoleh kekuatan bukum
lelap dan penpadilan lain selain Mahkamah Agung
dapat diajukan 1 (saru] kali permohonan kasasi derm
kepentingan hukum oleh Jaksa Apung.

2]  Putusan kasas derm kepentingan hulkum
sebapaimana dimaksud pada avat (1) tudek boleh
merugikan pihak vang berkepentingan.

Pasdal 215

(L3 Permnhoman kasast demi kepeotiogsn hukum
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 2014 avar {]1)
disampaikuan sccara tertulis oleh Jaksa Agung kepada
bMahkamah Agung melalui panilera pengadilan yvang
telah memmtus perkara pada lingkat pertama, diserial
tisalah vang tmemial Alasan permintaan tersebuae,

(2} Balinan . .
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(2} Salinan risalah sebapsimona dimaksud pada avat (1)
dalam jangka waldu paling lama 2 [duap HNari oleh
Panitera dismmpaikan kepada pihak VAng
berkepenting=n.

{31 Ketua pengadilan scbagaimana dimabksud padsz avat [1)
tlalamn  jungka wakra paling lama 2 [dual Har
meneruskan PHCTen LA tersebur hepada
Mahkamah Aguang.

Faxal 310

[11 Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukutn oleh
Mahkamah Agung disampaikan kepada Jakss Apung
dan kcpada pengadilan vanp bersangloulan dengan
disertal berkas perkara,

() Ketentuan mengenal penyampaian salinan putusan
penpadilan tinpgl  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasual 298 avat (7) beclaky soecara mutatis muolandis
werhadap  penvampaiao salinan potusan kasasi
sebagaimana ditnsksod pada avat [1).

Praxal 317

Ketenillan mengenal pemeriksaan tingkat kasasi deeni
kepentingan  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal J14 sampai cdengan Pasal 316 herlakn hagi
pemetiksaan  fingka! Kasasi demi kepenringan hukum
tecrhadap Putusan Penpadilan dalam hingkunesn peradilan
militer.

Bamian kKedua

Perinjauan Kembali Putusan Penpadilan Yang Telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 315

(1} Terhadap Pulusan Pengadilan vang telah memperolch
kekualan hukum totap, Terpidana dapat menpajukan
perminlyan penijavan Kemball kepada Mahkamah
ApLng,

12] Poromintaan ..
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Fermintaan  peninjawan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat 11] hanva dapat diajukan oleh
pithak Terpulana atau ahil warisnya.

Dalam hal  Terpidana  telah meninggal  duania
purmintaan dapat diajukan oleh isin alau suami yang
ditinggalkan, arang tus, gsnak, atao saudara kandung,

Petimuntaan oleh Terpidana atau pihak sebapaimans
firnaksud padu avat (3) dapat dikolasaksn keopada
Advokal vang dikuasakan Khusos gntuk i,

Fermintaan peninjauan kemhbali dilakukan atas dasar:

a. |ika terdapa! keadsan bara atow buku baru vang
toenimhuilkan dugasn kuat, babwa kKeadaan araun
brukl tersebud giks diketahuol pada waklu sidang
masih berlangsung, hasiloya dapat berapa putusan
brbas, putusan lepas dan segala tuntutan hukum,
tuntutan Penuniul Umum Uudak dapat diterima,
atan terhaedap perkara itu ditcrapkan kerentuan
pidans vang lebih ringan;

b. salah seerang atau lebih Hakim yang menjatuhkan
prmidanaan terselnit terbaulr bersalah
berdasarkan putusan yang herkekuatan hukurmn
letap menerima hadiah atau janp dari seseorany
dalam perkara pidana di mana 1lakim lersebal
duduk scbagar salab seoranp Hakimnva dengan
maksud mempengaruhi agar Terdakwys terscbuat
diputus bersalah, aray menjstuhkan pemidanaan
vang lelih berat dari vang scharusnya, danfalau

oo puhusan a dengan jelas memperhhatkan suatu
kekhilafan Hakim atau suata kekeliruan vang
nyrata.

Permintaan peninjauan kembali banyvs dapat diajukan
1 [satu] kab, kecuali jika weretlapat keadaan bara atau
bukti baru scbapaimana dimaksgd pada avat [3)
huruf & atau terdapal pertenlanpan antara 2 {dua)
purusan yang telah mmesnperolen kekoatan hokum
terap.

Pasal 319 . ..
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I"asal 319

Permintaan penmjauan kembali wleh  pemohon
schagaimana  dimaksud dalam Pasal JLE avat (1)
dimjukan kepada pamtera  pengadilan yang  telan
temuius perkaranya dalam tinghat pertama dengan
tenyebulkan alasannya.

Permintaan  peninjauan kembalh sebagsimans
dimaksud dalam Pasal 318 avat (5) huruf a dan
huril ¢ udak dibatasi denpan suatu jangka waliu
eEnEajuEnnya.

Permintaan  peninjavyan kembali sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 318 ayac {5) huruf b disjukan
dalam jangka waktu pabing lama 6 {enam) bulan
terhitung sepak putusan berkekuatan hukum tetap.

Kelua  pengadilan segers menginimkan suran
prrminlaan peninjavan kembah beserta herkas
perkaranva kepada Mahkamah Apung, disertai dengan
Berita acara hasil pemenksaan alasan penimpauan
kermbiali.

*azal 320

Ketua  penpadilan negeri setelabh menerima
permohenan peninjauan kembalh menunjuk Hakim
vany tidak  memeriksa peckara semula o vang
dimohonkan peminjavan kembali untuk memerikss
permehonan peninjalan kemball tersebut memenuhi
alasan  sebapgaimanas  dimaksud  dalam Pasal 318
avat [a).

Dalam  pemeriksaan sebapaimana  dimaksud  pada
aval {1], pemohon dan perwakilan dan Jaksa Agung
hadir dan dapar menysmpaikan pendapacnya.

Terhadap pemernlizoun sebapaimana dimaksud pada
ayal 1] diboat berita acara  pemerksaan  vang
ditandatangam «lch Hakim, Jaksa, pemohun, dan
panitcra dan bwrdasarkan berita acara itg dibuat
berita acara pendapal vang ditandatangani elieh Hakim
dan panitera.

4] Kerua L
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(3] Relus penepadilan neeen dalam wakia paling lama
1 {z=atu| Han scicloh permohonan peningauan kembaol
ditcrima melamutkan permohonan peninjavan
kembali vang dilampir berkas porkdars semula, berils
dvira perneribsaan, dan berds acara pendapat lkepada
Mahkamah Apung rang lembusan surat pengantarnys
disampatkan kepada pemehon dan Jaksa.

(%  Dalam  hal  suatu perkara  yvang  dimechonkan
peningauan kembali merupakan pitusan pengadilan
bandiog, lembmisan surat penpantar lerseliab harus
ddilarmpimt lemmbasan berila acars pemeriksasan dan
benta acara poendapat, scerta disampoikan kepado
pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 32|

Dalam hal pentnjavan kembah diajukan werhadap putusan
berkekuaran hukum 1etap vang berasal dari tinglat kazasi,
pemndnibksaan tethadap perkars peninjauaan kembab
tersehut haras dilaksanakan oleh Hakim yane iiduk
bMengadih porkara tersebuar di tingkat kasasi.

Paxal 323

(1} Sewtlah berkas permehonan peninauan kembaoli
ditcrima, ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung
vang ditunjuk memenksa permohonan tersebur dan
menetapkan bahwa permobluman peninjauvan kembali
relah memenuahs ketentoan sehagaimana dimalasd

alarm Pasal 220 ayval [3),

(2} Dalam hal Mahkamah Apung berpendapat bahwa
permohonan  pemnjauan  kembali dapat  diteritma
antuk diperiksa, berlaku keteniuan sebagon berikut.

a. n1ka Mahkamah Apung tidak membenarkan alasan
pemehon, Mabkamah Agung menslak permohonan
perunjauan kembali denpgan menctapkan bahwa
putusan vang cdimohonkan peningaian kembali
tetse ]t tatap brerlakia Jizerial tlA sar
perliimbAangannya; fdan

k. dalam . . .
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b. dalam hal Mahkamah Apung membenarkan alasan
pemohen,  Mahkamab  Apung membatalkan
putusan yang cdimobonkan penujauan kembali
dan menjaluhkan putusan vang dapat beoupa:

1. puatusnn bebas;
2 putusan lepas dari sepala tuaniatan hukum;

3. putusan vang menydlakan lunlatan Penaniuc
Umuen Viclak dapat diterima; atau

4. uitnusAn dengan menerapkan keleniusan pidana
vang lekbih ringan.

Dalam hal Terpidana wlsh menjulani putusan vang
diajukan peninjavan kembali dan eroyata potsan
penmjauan kembali membebaskan, melepaskan dari
sepgala Wuntulan hukum,  putusan  fidak  dapal
meneTima tuniatan Penuntul Dmoum, aldy putusan
denpgan mencrapkan ketentuan pidann vang lebih
nngdn,  pemehion penimauan kembali ataun ahls
warlsnys wajih diberikan Ganu Rup dan Rebabaligasi.
KeteniUan letah lanjut mengenai tata cara pemberian
(ranli Bupl dasn Eehabilitasi sebapaimana dimaksod
pada avat {3) diatur dalam Perateran Pomerintah.

Pasal 323

kecuali unluk pelaksanaan praclania maii,
petnlsnahan, perasakan barang hukli, permoheonan
proinjauan kembale  atas  suatu putusan udak
menangguhkan atan menghentikan pelaksanasn dani
pUtUSAT terse byl

Dalam hal prrmoheonan peninjauan kembali sudah
diterima oleh Mahkamah  Apung dan pemohon
meningeal dunia, mengenal diteruskan atou tidakya
peoinjadan kembali tersebul discrahkan kepada ahli
WALLEMYEL

Paxal 324

Permintaan peninjalne kembali atas suaty puiusan
tidal wenatppuhkan dan menghencikan pelaksanaan
dari putusan lersebut

{2} Dolam . ..
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] Dalam hal suatu permintaan pemnjaian kembali
sudah diterima oleh Mahkamah Apung dun sementara
ltu permohon meninggal duma, mengenai diteruskan
atau  Mulaknya  pemnjauvan . kemball tersebud
diserahkan kepuda ahli warisnyva,

Pasal 323

Hetentuan  mengenal  peninjauan . kemball Patusan
Pengadilan yang telah memperileh kekuatan hukum tstap
sebapgaimana dimaksod daiam Pasal 318 sampai dengan
Pasul 324 berlaky sccars mutatis mutandis  terhadop
peninjavan kembali Putusan Penpadilan dalam lingkungan
peradilan mileter.

BAB X[
KORPORAZ]

Bapian Kesatu

et

Pasal 326

{11 Pertanggungiawaban  aras  lindak  pidana  olek
horporast dikenakan  techadap  Korporasi dan
prnangeung jawal Korparasi,

(&) Penanggung jawah Korporasi selbapaimans dimaksud
parda aval [ 1) lerdini atas.

. pengurus vang mermlik jahatan fungslonal dala
struktur erganisasi Korporasi;

. pemben perintal,
. prmegang kendali; alau

i, pemilik mantaat.

Baplan . . .
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Bagian Kedua

Penyelichkan dan Penvidikan

Pasal 127

Pernanpuilan  lerhadap  Korporasi pada tahap
Petvelvlhiban dapstl diwakili oleh penaonggling jawalb
korpnras.

Fenyidik yang  melakukan pemeriksasn  terhadap
Korpotasy memanggill Korpurasi yang diwakili oleh
penanggung jawab Korporasi schagaimana dimaksael
dalam Pasal 326 aval (2) dengan surat panggilan vang
sah.

Penanpggung Jjawab Kocporasi dalam  pemeriksaan
sebagaimana dimaksod peada wwvat (2) wajib hadir
dalarm pomeniksaan Korpuargs,

Dalam hal Karpocasi 1elah dipanggi] secara sah namun
lidak hadir, menolak hadir, atau udek menunjuk
penangpuny [4wab Korporas) sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 326 avat (2) unluk mewakili Rorporasi
dalam  pomenksaan, Penyidik mencotukan salah
SCOTANZ penanggung jHwaby Korporas untuk mewaloli
Korporas: dan memanggil sckall tag dengan perinlah
keprada pelugss untuk membawa penanpglung jawal
horprarasl sevara paksa.

keteniuan mengenar Upaya Paksa terhadop orang
pada tahap Penvidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 sampan deopgan Pasal 141 berlaku secara
mutatis  mutandis lerhadap Upava  Paksa  bagl
penangpung jawah Korporasi.

Kelenlodan mengenal mekanisme Keadilan Restoratif
lerhadap Kerporasy berlaku denpan ketentuan:

4. tindak mdana  pectama kali  dilakukan  oleh
Korpeorasi;

b, Korporasi melakoban ganli rupl swau Beostitusi
terhadap Korban dapfatan ganti rugl terhadap
ncgara, dan fatag

o, tindaken korekiil lainova yang dianggap perlu aleh
Penyidik.

Bupiar . .
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Bapian Ketipa

Ferjanpan Penundaan Penuntutan

(1}

[2]

(31

{4]

i

(6]

(73

(£

Pasal 328

Perjanjian Penundaan Penuntifan berlujuan anluk
kepatuhan hukuam, permualiban kerugian akibat tindak
dana, serta eisiecnst dalam peradilan pidana.

Ferjanjian  Ponundaan Penuntutan hanva dapal
ditcrapkan pada tindak pidana oleh Kncporasi.

Mocrmohonan Perjampian Penundaan Penuntulan dapat
diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, alau Advokat
kepacda Penuniut Umum sebelum perkara dilimpalikan
ke penpadilan.

Penuntut Umum dapat roenerima alau menolak
periohonan  sebagaimana dimabksud  peacla aval [3)
Eerdasarkan pertimbanpgan  keadhilan, Korban, dan
kepatuhan Terdakwa terhadap ketentuan peratuaran
perundang-undangan.

Cralam hal Penuntur Umuam menerima pecenckonan,
Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada
pengadilan rerkait akan dilaksanakan proscs
Perjanjian Penundaan Penunlutan dan dicatat dalam
Terila deara.

Tlasil kesepakalan Penanjion Peoundaan Penunouian
wijib dismmpaikan oleh Peountut Umuarm kepada
penpadilan dalam jangka wakig paling lama 7 {1ujub]
lan setelah kesepakatan ditandatangani oleh para
pihak,

Peogadilan walr mengadakan sdang pemerikzaan
uniuk menilal kelayakan dan keabsahan Perjangian
Ponundaan Penuntutan sebelum disabban.

Lalam =wdang pemeriksaan sebapaimang dirmalbesod
pada avat {7], Hakun wa)ib mermpertimtrangkan:

3. kcsesuaian syarar dalam Perjanjizn Penuondaan
Fenuntutan dengan keleniuan Reraturan
perdandang-umlangan;

b proporsionalilas o sankst adminstratf atau
kewajihan lain vang diberikan kepada Tersangka
atan Terdalkws,

c, dampak . ..
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. dampak terhadap Korban, masyarakal, lingkungan
hidup, perekonmmian negara, dan sistem peradilan
pidana, dan

d. kemampuan Tersanpka atau Terdakwa dalam
temenuhi syaral yang ditetapkan.

Dalam memenksa Perjanpan Penundaarn Penuntiutan,
Hakim dapat meminta  tamlaban nfrmasi atag
klanfikast dan Penuntut Umgm, Tersangka, Terdakwa,
atau pihak lain yvang berkepentingan.

Dalarm hal Hakim menvctujul Perjanmian Pengriegdaan
Fenunlulan, pengoeahan diruangkan dalam penctapan
peneadilan dan perkara ditanpeohkan sesool densan
kescpakatan.

Dalany hal Hakim menoldk Perjanjian Penundaa
Penuntuaran, perkara  dilanjutkan ke  perswdatgan
ilenpan acara pemeriksaan biasw.

Svarat dalam Penanjian Peoundaan Penuntutan dapat

brrupa:

4. pembayaran  panil rugl atau Hestitust kepadla
Kotrban,

. pelaksznaan progrom keparnhan hykum  atau
porbaikan tata kelola Kurporasi yvang anti-korupsi;

i, kewajlban pelapmran dan kerja sama dengan
penegak  hukum  selama proscs penundaan
Prrieniulan, atau

. hpdakan korckud laurya vanpg dianggap perla oleh
Fenuntat Umuam.

Cralam hal Tersangka alaw Terdakwa memenuhi semua
kewajiban dalam Perunjian Penundaan Penuntutan
sclama jangks waktu yang ditentukan, perkara dapat
dihentikan 1anpa Penuntutan  letbih lanjut dengan
penelapan pengadilan.

Pengadilan bersenang untuk memantaon pelaksandan
Perjanpian Peoundaan  Penunfuran  sesual dengan
wakly yang telah ditentukan dalam perjanjian,

Dulam hal Tersangka atau Terdakwa gapal memenuhi
kewajiban dalam kesepakatan Perjanjian Penundaan
Penuntutan, Penumiut Umum berwenang melanjuikan
proses Penunbulsn lanpa memerlukan persetujuan
tambwahan.

[16) Setinp . . .



SK No 273764 A

[1€]

{17)

(L

(2}

PRESIDEH
REFPUHUK INCHONESIM

- 170 -

Setiap  Perjanjian Penundaan  Penuntagan  dicatat
sccara resmil dan disampaikan kepada Hakim untuk
dicatat dalam berila aeara di pengadilan.

Folanpgaran terhadap prosedur Perjanjian Penundaan
Perunlutan dapat berakibat batal demi hukum dan
menjads dasar bapi Tersanghka atau Terdakwa aniluk
mcngajukan keberatan atau perlawanan.

. L d
Bagian Keempat

Dakwann

Fasal 329

surat dakwaan terhadap Keorporasi dibuar sesuai
denpgan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Surat dakwaan sebagsimany dimaksud pada ayat (1)
trermnial sebapal beokut:

a. wlentitas kKorporasi terdiri alax;
L. nama Korporasi;

2. termnpal dan tanggal penditian danfatan nomor
anggaran  dasar/akta  peeddiriang peraturan
dokumen/ perjanjian serla perubahan terakhia;

3. tempat kedodulan;
4. kcbanpgsaan Kerporasi;
5. jetix Korporasi,

fr. bhentul kegiatan fusaba; dan
7. oidenutas  penanpggung jawab Korporasi vang
mowakilly dan
. urdian sccara cermat, jelas, dan lengkap mengenai
lindak pdana wanp  didakwakan  dengan
menycbutkan wakin dan tempat tindak pdana iy
dilakukan.

Ragian .
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Bapan Kelima

Pertanpggungiawatan Korporasi

IPasal 330

Korporasi dapst dikenai pertanggungawalian dalsm
hal terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan alaa
pembibaran Kerporasi.

helenluan  lebih lanpuar menpenal tata cara
pertangeungjawaban Korponrasi dalam penpgabungan,
pcleburan, pemisaban, atau pembuobaran Korporas
schagaimang dimaksud pada avat (1) diatur dalam
Peraluran Pemerintah.

Baglah Keenum

Pengenaan Pidana doan Tindakan

Fasal 431

Hakim dapat menjatehkan pidana dan/atau tindakan
lerhadap Korporasi.

Halam menjatuhkan  pidana  danfalau  tindakan
sebagaimana dimaksucd pada aval (1] didasarkan parda
setiap Undang Utilang vang  mengatur ancaman
pidana terhadap Korpurasi,

Penjatuban pidana  danfatau  tindakan terhadap
horpuras]  schagmmnana  dimaksudd  ayvat (1] tidak
menutap kemungkinan penjatuhan pidana terhadap
pelaku lain vang berdassarkan ketentuan perstucan
perundang-undangan terbukti terlibat datam vindak
pidana terschuar,

Fasal 3372

Rorporast dan penanpeung jawab Korporasi dapat diajukan
bersatma-sama sebagal Terdakwa.

Bapian ...
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Bupinn Kelujuh

Putusan

Pasal 333

Hakirn  memnjaiuahkan pidana  twerhadap  Korporos:
brerupd pidana pokok danfatan pidans tambahan.
idana  pokok vang dapat dipatuhkan  werhadap
Korparasi sebagaimana dimaksud pada avat [1] adalah
dana denda.

Piclans  lambahan dyatubkan terhadap  Korporas
sesudal  dengan ketentuan  peraturan porandang-
undanpgan.

Ragian kedelapan

Pelaksanaan Pualusan

Pazal 334

Pelabksanaan pulusan dilakukan berdasarkan Puabisan
Penpacdilan vang memperoleh kekuatan hbukam telan.
Priikan pulusan dapat digunakan scbagan dasar dalam
pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1]

Pasal 333

Dalam  hal  Korporasi  dikenst pidena denda,
peimbavaran denda dilakukan dalam jangka waktua
1 [zatu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum
[efan.

Dalam  hal wrdapat  zlasan kuat,  janeks wakiu
sehapaimans dimaksoad pade wval (1] dapat
diperpanjang paling lama | [salu) bulan,

Dalam hal Terpidans kncporas tidak membayar denda
srbapaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2).
harta benda korporast disita oleh Jaksa atas 1210 ketua
pengadilan negerl dan dilclang dengan bantuan kantor
lelang negara untuk membayar denda.

Pasal 336 . . .
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Pasal 336

Pelaksamaan putusan harus dibadini oleh hakim pengawas
tlan Jaksa yang menangani perkara,

Faxal 337
(L} I2alam hal penanggung jawab Korporasi dikenal pidans
denda, pembayaran denda dilakukan dalam jangka
wakru 1 [satu] bulan sepak putusan berkekuatan
hukutn teLap.

2] Dalarm hal terdapoat alasan kuat, jangka  walktu
sebaygaimana  dimaksud  pada avat [1} dapat
diperpamang paling lama 1 [zaia) bulan,

[2] Dralam hal  penanggling  jawab  Korporasi tdak
membayar denda sebagian atau scluruhnva, hata
benda Korpairas: disita olch Joksa atas iz Welua
penpadilan nepert dan dilelang dengan bantuan kanter
lelang negara untul melunasi pideoa denda vang tidak
dibavar.

Bagian Kesemhilan

Felaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporas

Fazal 338

Fidana tambaban  Aerhadap  Horporosi  dilaksanakan
berdasarkan Pulasan Pengadilan.

Frasal 339

111 Dalam hal korpoeasi dikenai pidana tambshan berupa
prrampasan barang vang diperoleh dari tindak pidana,
petaripasan barang dilakukan paling lama 1 {saiy
bulan sejak puatusan berkekuatan hukum cetap.

121 Dalarn hal ferdapal alasan kuat, Jangka wakig
seliagaimuna dimaksud  pada  avat  [1] dapal
dliprrpaniang paling lama 1 |satu) bulat.

3 Malam hal terdapat keuntungan berups bacla heneds
horparast yang timbual dari hasil tindak pidana maks
seluruh kcuntungan terscbur disila unluk negara.

Pasal 340 . .
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Pasal 340

Korporas! vang dikena pidana tambahan berupa gannd
ruglh  slau Restitusi, tata cara  pelaksansanoya
dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perandang-undangan,

Dalam hal korporast dikenal pidana tambahan herupsa
ganii magl atau Hestitusl, pembavaran gaon rugl alag
Kestius dibayvarkan dalam janghks waklu paling lama
1 {satu} bulan soak pulusan berkckuatan hukum
tetap

[ralarm  hal terdapat wiasaon kuar, jangka waktu
stbagaimana  terscbut pada ayat (2] dapat
dipcrpanjang untuk paling lama 1 [saiu) bulan,

Dalam hal Korporasi tidak membayar gantl ragl atan
Festitis) sehagoimana thimaksud pada avat (2) dan
Aval [3), hara benda Korporast disita oleh Jalisa atos
1zin ketua pongadilan negerl dan dilelang dengan
bantuan kanter lelang negarva untuk membsavar panii
gl atal Kostitusi.

Passal 341

Kerentuan lebibh lanjut mengenan tata cara peogenaan
pidana  tambahan  terhadap  Korporasl  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 240 diatar
dalarn Peraruran Pemmeriniah.

BAE XX

FELARSANAAN FLTURAN PENGATLAN

oy

(2]

Pasnal 342

Pelaksanaan  Pumisan  Pengadilan  vang  telah
mernnertdeh kekiatan hukum lelap didakukan oleh
Puenanitut Umom.

Salinan putusan sebapaimana dimaksud pada ayac (1)
dikirim panucra kepada Ponuntut Umum, Penyudik,
pelapor/ korban/Keluargn  Korban/Advokat Korban,
scoara clektromk dan/fataa sceara langsang.

Pasal 343 ...
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Pasal 343

Penjatuhan pidana pokok, pidana tambuhan, dan pidana
vang bersifal khusuz  terhadap Terpidana  orang
perseorangan dan Korporasi, dilaksanakan sesuan denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

fl] Jiks Terpidana dipidans penjara dan kemudian
dijatuln  mdana  yang sejonis  sebelum  Terpidana
tncijalam pedana yang diatuhkan terdahuly, pidana
terselit dijalankan borturac-toeut dimulai dengan
pidana vang dijatubkan lebiby dabula,

(2] Pelaksanaan Fidana Penjara dilakukan di lembaga
pemasyarakalan yang menvelenggarakan sislern dan
funps: pemasyarakatan.

{31 Pelombing Kemasyarakatan melakuokan pembinaan
terhadap naropidana.

Pagal 345

(lh fikn Tutusan  Pengadilan menjatabkan  putusan
pidana denda, Terpidana diberikan janpka walkiu
1 [satu] bulan untuk membavar denda  tersebul,
keruali dalam putusan acira pemenksasn cepal vang
harus seketika dilunas.

(2]  Tialamm hal terdapat alasan vaoy kodl, jangka wakiu
schagaimana  dimakud pada  avat  [1} dapal
diperpanjang uniuk paling lama 1 (saru) bulan.

3] Jika Pulussn Pengadilan menetapkan barang bukii
irarnpas untuk  negara, selain prngecualian
sebapaimans dimaksud dalam Pasae |3, Prounoot
Umum menguasakan benda terscbur kepada kantor
lclang negara dan dalam wakiu 3 [tigap bulan dilelang
yang hasilnya dirnasukkan ke kas negara scbagai hasil
pencgakan hukian.

(4p  Dalam bal peopacdilan menetapkan putusan mengenai
pemuliban asel kepada Korban atau vang berhak,
'evantur Umam harus scgera mclakukan
pengetnbalian asel yang Wlah dirampas sesual dengan
ketentuan  prraluran  perundang-uncdangan dalam
Janeka walkila 3 [tga) bulan.

(S -Tanghkea |

SK No 2731769 A
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Jangka waktu sebagaimsna dimaksud pacda ayan [
dan avat [1] dapat diperpanjang untuk paling lama
1 (gatu| bulan.

Faxal 346

Terpidana dapat mengmukan permobonan anpgsuran

pidana denda paling lama & [(cnam) bulan  sejak

putusan mampernleh kekuatan hukum tetap.

Dalam bal denda tudak dibavar dalam jangka wakeu

sehagarmmuana dimaksad  pads ayvat (1), jaksa

mielakukan:

a. Peoyitaan harta bends stau pendaparcan Terpicdanag
atas iz ketos pengadilan neger,

b. pelelangpan baraneg sitaan dengan banluan kancer
Ielang nepara; danjacau

C. pengauan pldana pengpant] sesusi keocentuan
Kilab Undang-Uncdang Hukum Pidana.

Harta benda milik Terpidana yanp tbdak dapat disits

meliputi Barang vang diperlukan untuk hidup lavak

dan lwkerja, schagaimana diatur dalam ketentuan

pEratuTan perundang undangan.

kRetentuan lebih lanjul mengenai tata cara ekselils
pridana denda datur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 347

Dalatn hal prngadilan mematuhkan jugd  putusan
sganli rugr, wluksanaannyva dilakukan sesual dengan
kelentuan  mengenar  pelaksanaan pidana  dends
seoara mutatis mugtandis,

Fenanmgt  Umom  wajth menyerahkan ganli nagi
sebapaimana dimaksud pada avat (1) kepada Korban
palitg lama | (satu) Hari setelah panti rugi diterima.

Pugal 348

Jika clalam satu perkara Terpidana Iehih dard 1 isatul arang,
Iiays perkara dan/atau (3anli Rogl dibebankan xepada
Terpidana bersama sama secara berimbang

Faszal 349 .
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Pasal 349
Nalam hal pongadilan menpalubkan putusan pidana
PEORAWHEGRND, pelaksanaan PLLLLED prrdarna

pengawasan dilakukan oleh Jaksa dan pembimhingan
terhadap  Terpidana  dilakukan  oleh Pembimhbing
hemasyarakalan sesual dengan ketentigan peraluran
perundang-undangan.

Dalam hal pengadilan mergalubhkan putusan pidana
kenpa sosial, pelaksanasn putusan pidana kerja sosial
dilakukan oleh Jakss dar pembambingan ierhadap
Terpadans dilakukan aleh Fembimbing
hemasvarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan
prrundang-undatgan.

Dalam hal pengadidan menjatuhkan putusan tindalkan,
polaksanzan putusan tindakan dilakukan oleh Jakss
dat pembnmbingan terhadap Terpidana dilakukan oleh
Pernbitnbing Kemasyarakatae ata lembaga lain scsual
dengan ketentuan peratucan perundanp-undangan.

Pasal 350

Dalam hal  pengadilan menjatuhkan putusan
pencabutan hak  rertentu lerhadap Terpidana,
lembaga terkail wajib melaksanakan putusan tersebut
tanpa terkecual sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undanpan.

Salinan putusan scbhagaimana dinakyidd pada myvat (1)
dikinm  panitera kopada  lembaga  lerkait secara
clektronk danyatau secara lanpsung.

Pasal 351

Dalam bal penpadilan menjatohkan pioiasan pidans
lambmbhan  herupn pemenuban kewajiban adat,
pelaksanaan pemenuban kewajibsin adar dilakukan
sesilal dengan ketentuan peraturan perundane-
Unidangan

Dalamm hal  prmenuhan kewajiban adatl tidak
lerpenahl, Terpldana wajiby membayar ganti ruel.
Crant: rugl dalum rangka lidak terpenubinya ketcntuan
scbapaimana dimaksud pada ayal [2) wajib dibavarkan
dalam jangka wakiu 3 (1iga) bulan,

(¢} Pemboyaran .. .
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Pembayaran ganti cugl lerschut harus dibuat aecacs
terrulis  dalam heatuk berita acara  serah terima
ditandatangan oleh Terpidana dan perwakilan adat
sirla disaksikan minimal oleh 2 (dua) omange saksi,

Pasal 352

Cralato hal pengadilan menjatuhkan potasan pidana
tamluaban  kepada  Rorpeorast, pelaksacaan pidana
lambahan dilaksanakan sesual dengan ketontuan
perataran perundang-undangan,

Dalam  hal pelaksanasan pidana tambahan  olch
Korporasi tidak lerpenuhbl, Penuntut Umuom dapat
menwita kekavasn ataw peadapatan Korporasi Jdan
melakukan pelelangan atas win kefus penpadilan
denpan bantuan kantnc lelang NCgara
dalam waktw 3 [tegap Lkalan.

Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dimasukkan ke kas negara.

Jaopka wakiu schagmimana dimaksad pada swatl (2)
dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (saty] bulan.

BAB XX

FENGAWASAN DAN PENGAMATAN FELAKSAMNAAN

(1]

(21

3]

PUTLSAN PENGADILAN

Pasal 353

Scuap penpadilan harus ada paling sedikit 3 {niga)
Hakim vang ciberl tgas khusus untuk membanty
ketua dalam melakukan pengawasan dan pengarmaian
terhadap  Putusan  Peapadilan yang  menjatehksn
pidana berupn  pdana pokok, pidana tambahan,
pidana yanp bersifat khoszus, dan lindskan vang
ditentukan dalam Undang-Undang.

Hakim sebagaimana chmaksiod pada asvat [1] discbuat
Hakim pengawas dan penpgamatl

Hakim sebagairmana dimaksud pada avat (2] ditunjuk
cleh ketua penpadilan untuk jangka waktu paling lama
2 [dua) takhun.

[} Tlakim . . .
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Hukim scbagaimana dimaksid  pada ovat (1)
melibatkan pihak lain vang ada kalanova dengan
proses penepakan hukum meliputi;

a. Penrudik;

b Advekat,  sclaku vang  mewakili kepentingan
Terpidana dan Keluarpa Terpidana;

c. Pembunbing Ketmasyarakalan;

d. Korban tinciak pidana; dan

e. kemenlerisn yang  menyclengearakan  Urusan
pemeriniaban di bidang keuvanpan,  selbwgal
bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan
pelelang,  dalam kal Pulusan  Pengadilan
menelafpkan perampasan barang sitaan discrahkan
pada nwegaTa.

Pasal 354

Bcrita acara pelaksanaan Putuszan  Pengaddan
ditandatangani oleb:

A. oaksa yang menanganl perkara,

br. kepala lembapa pomasvarakatan, dan

¢, Terpedana.

Jaksa  mengirimkan tembusan berita acara

sebagaimana dimaksod pada avat |1) kepada:

A peneadilan yang memutus perkara pada finglket
Pertama,
Penvidik;

€. Advokat selaku  yanpg mewakili kepentinean
Terpulana alau Keluarpga Terpidana; dan

. Korban undak pidana.

Panilera mencatat berita acara sebagaitnana dimaksard
pailan  ayar (2] dalam  repister pengawasan  dan
[HNE3TRALAN

Pazal 355

Hegistor  pengawasarn  dan pengamastan schagaimana
climaksad dalamn Pasal 354 wajib dikerjakan, dituwap, dan
ditarndatangani oleh panitcra pada setiap Hari Kerja dan
ditandatangzanl juga oleh Halkim sebapaimana odirpalkeoed
dalam Pasal 353

Pasal 356 - ..
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FPazal 356

{11 Halum  pengawas  dan pengamat menpadskan
EeNgawasan  punda  momperoleh kepastian babwa
Futusan Pengadilan  dilaksanakan scbapaimana
meslinya.

(21 Hakim pengawas  dan penpamat  menpadakan
pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan
rang hermanfaat bagi pemidanaan, vang diperolch dari
perilaku narapidans atau pembinaan lembaga
prmasyvarakatan,  =erla ponparub trobal o balik
terhadap harapidana selama menjalani pidananya.

(A1 Pengamalan schagoimana dimaksud pada avat [2)
telap  dilaksanakan  selelah Terpidana selesai
menjalan prdana.

{41 Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimakosuaed
dalatn Pasal 353 berlaku bagi penudanaan bersvaral,

Pasal 357

Kepala lembaga pemasyarakalan menyvampaikan kepada
Hakim penpawas dun pengamat mengenai infoemeasi secars
berlala mengenai perilaku narapidana teceenty vang ada
dalam  pengamatan Hakun  pengawas  dan pengamat
tersetnll.

Pasul 258

Jika dhipandang perlu demi pendayapunasn pengamatan,
Halkim peopawds dan pengamar dapat membicarakan
dengan kepala lembags pemasvarakatan meongenal cara
pembinasn narapidana teriernlu.

Fasal 339

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim
pengawas dan penpamat kepada ketua pengadilan seliap 3
{riga) bulan selkali.

DA XK ...
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BaBn XXl

SIETEM PERADILAN PIDANA BEEBASIS TEKNODLOGI INFORMASI
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(1)

(2]

[

Pasal 30

Penyelenpearaan peradilan pidana dilakukan melalas
sislem peradilan pidana berbasis tekooleg inflirmasi,

Sistem peradilan prdana berbasis teknologl informasi
sebapaimana dimaksud pada gvat (1) dipunakan dalam
Fenyelidikan, Penyvidikan, enuntutan, peradilan, dan
pEThAsyArakalan,

Sislemn peradidan ptdana berbasizs teknologi indnemasi
schagaimana dimaksud pada avat (1) digunakan dalam
rangka memberikan informasi 1erkail dengan:

a. penyelengparaan peradildan pidana;

b penanganan Tersanpka, Terdakwa, dan Terpicana,
. pelaksanaan Upaya Paksa;

d. pcmenuhan hak Kurban;

e, pelaksanaan penyelesaian perkara melaha
mekanistme Keadilan Resloratil

statislik kriminal;

Putusan Penpadilan;

g &=

pclaksanaan Putusan Pongadilan; dan

—_—

data lamnyva beckaitan dengan penyelenggaraan
sistem peradilan pidana terpadu.

Parnberian  informasl scbagaimana dimalizsud  pacda
avdal [3) diberikan kepada Penvidik, Jaksa, Hakim,
Arvokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan  sesual
dengan peruntulannya.

Femberian informaz sebagamnana dimaksiagl pada
aval (3] dan avat [} dilakukan dengan menjamin
kerohasiaan wdentitas Saksi dan Karlan,

Ketentuan  lehih ENILAL mengenal tata cara

penyelenpparaan sislem  peradilan pidana berbasis
tekrlogt inflormast diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XXIT .
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GAL XXI1]
KETENTUAN PERALIHAM

Pasal 161

Pada saat Uodang-TIndang ini mulai berlaku:

a.

tr,

perkara hnpdak pidana yang sedanp dalam  proses
Penvidikan  atau Penuniglan,  Penvidikan  atan
Fenuntutannyva diselesaikan berdasarkan  ketentuan
dalam Undang-Undanyg Nemor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acars Pidana {Lembaran Xepara Republik
[ndenesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambaban Lemtzran
Mepara Republik Indoncsia Nomaor 3208);

perkara tindak pidana vang sudah lerjadi scbelum
berlakunva Undanp-Undang ol tetapl proses
Penvidikan atan Penuntutan belum dimulal, Penyidikan
atau Penuniutannys dilakukan berdasarkan kelerntiaan
dalarm Undang-Undang ini;

perkara tundak pidana vang sudah dilimpahkan ke
peneadilan dan sudab dimmulai proses pemeriksaannva
tetap  diperiksa, cliadili, dan diputus  berdasarkan
kerentuan dalam Undang-Undang Noemer 8 Tabun 1981
tenrang  Hubkum  Acara 1Mdana  {Lembaran Negaras
Republik (ndonesia Tahun 1981 Nemor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 32049,
kecualih untuk  proses  penifjauan kembali berlaka
ketentuan dala Undang-Undang ini; dan

dalam hal perkars tindak pidana yang sudah diliepeahlban
ke penesdilan wtap proses pemeriksasn Tendakes belum
dimulal.  perkara dipenksa,  diadili, dan diputus
berdasarkan kerentuan dalarn Tndang-Undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENLUITLIP

*asal 362

Pada saat Undang-Undang ind mulad berlako Undange-
Undang Nomar 8 Tahun 1981 rentang Hukum Acars Pidana
(Lembaran Megara Republik Indetesia Tahun o 1981
Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara Republik Indenesia
Momor 3209 dicabat dan dinvalakan tidak berlakuy.

Pazal 363 . . .
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Pasal 363

Fada saat Undang-Undang ini malai berlaku  semua
ketentuan pecaliean perundang-undangan vang mengaoae
rnengenasl kewenangan  PPN3 dan Penyidik Terlentu
dhinvalakan retap berlaku sepanjanp ridak  berlenlangan
dengan ketentuan dalam Undang-Tlodang ini,

Faszal aad

Patla sant Undang-Undane i mulal berlaku  sermnuoa
kiteniyan peraturan porundang-undangan yang mengdtur
mengendl Upaya Paksa dinvatakan tetap Lerlaky sepanjang
tidak bertentangan denpgan kelentusn  dalam  Undang
Unidang ini.

Pasal 365

Pada saat Undang Undang ini o= beclaku semua
ketentuan peraturan perundang-undangan vang merupakan
peraturan pelaksanaan dan ndanp- Undang Nomor B Tahun
1981 tentang Hukum Acara Mdana {Lembaran Megard
Fepublik Trulopesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara  RBepubbk  Indonesia Nomer 3209,
dinvatakan masih  tetap  hedaky sepanjang tidak
berrentangan dengan ketenluan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 366

Peraburan mpelakszanaan dan Undang-Undang ind harus
ditelapkan paling lama 1 [satu] ahun terhildng  sejak
Undang-Undang un drandangkan.

Puasz] 367

selirub ketenluan pernturan perundang-undamgan letkait
aara [Adana yang bertentanpan denpan Undang-Undang ini
dinvalakan vdak berlaku, kecuali diaooc dadsm Undung-Undang,

Pazal 364
Undane-Undang i dapar disetnl dengan KUHAP

Pasal 360
Undang-Undang itd mulai berlako pada 1anggal 2 Januan 20026

Apar .
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Apar sctiap  orang meogetshuinva,  memerintahkan
pengundangan Undang-lUndang ini dengan
penempatanmya dalam Lembaran Negara  Republik
Indonesia.

Msahkan di Jakarta
pada ranggal 17 Desember 2025

FEESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

trd.

FRAEBOWOD SUBIANTO

Divndangkan di Jakaria
pada tangeal 17 Desember 2025

MENTEHKI SEKRETAHIS NEGARA
REPUBRLIK INDIONES1A,

ttd.

PHASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA EEPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 188

Salinan sesual dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT MEGARA
REFUBLIK INDONES1A

SK NG LTT966 A
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PEMJELASAN
ATAS
LINDANG-UNDANG REPUBLIK [NDONESIA
FOMORE 20 TAHUN 2025
TENTANG
KITAB UNDANC: UNDANG HUKUM ACAEA PINDANA

. LIMUM

Undanpg-Undang Noonore 8 Tabun 1381 remtang Hukum Acara Pidana
merupakan pemtraruan dan Hukum Acara Pidany kolonial yang berbentuk
Herztene Inlandsch Keglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukam Acara
Pidana telah digunakan lebih dan 40 (empat puluh) wahun dan dalam
pencrapaniya masith tordapat banmyvak kekurangan. Deopgan  adanya
perubahan sistem  ketatanegaraan dan  perkembaogan hukuam,  serla
kemajuan ilmu penpetahilan dan leknologn di segala bidang maka perla
thilakukan penpeantian Undang-LUndasng Nomor & Tahun 1981 tontang
Hukum Acara Pidana, Pengpantian Undang-Undang Nommor 8 Tahun 1981
tcntang Hukum Acara Pidana didakukan untuk mewujudkan  sistem
peradilan pidana torpadu dengan meonvesuaikan Tungsi, tugas, dan
wewenang aparat penepak hukum apar selaras dengan perkembangan
ketalaneparasan, kemajuan ilma penpstahuan dan teknologl, seria konvensi
intemasicnal yang telah disahkan oleh Memcerintah [ndonesia. [ndonesia
tclah mengesahkan beberapa konvensi internasicnal yvang substansinya
langsung berkaitan dengan penegakan hukim aniaca lain:

a. Congention Against Toeture and (rther Cruel sk or Degeoading
Tresgtmertt ar Purishanernt vang disahkan dengan Undang-Undang Nomaor
2 Tabun 1998 wentang Pengesahan Conpention Agoinst Torure and
Mher Crust, fmhuman or Degrodmg Treatment or Punishment [Konvensi
Menentang Penviksaan dan Perlakuan atau Penghulbuman Lain vang
kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahban Martabal Manasia);

k. freterrocetione] Covertartt ort Citel ond Polticel fgphes vang disahkan
dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahon 2005 tenfang Pengesaban
fittermiadtionel  Covenant o CGicdl o Poditiond Rights (Kovenoan
Internasional tentang IMTak-1Tak Sipil dan Polhitik); dan

i, Dfratedd Neations Coneenfton Agamst Cormpfion yang disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 lenlang Pengesahan Umited
Mations Conrertion Agmins! Corruptron, 2003 (Konvensi Perscrikatan
Bongsa-Bangza Antl korupsi, 2003].

Pembaruan .

SK No 263833 A
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Pembaruan hukum  acara  pidans juga dimaksudkan  untuk

mewljudkan hukum vang memibki purani keadilan, kepasuan, dan
kemanfaatan hukurm sehingga dapat membawa perubahan vang signifikan
terhadlap penegaksn hukum. Undang-Undang i jugs telah menyesualkan
enpan perkembangan hukum yang dismac dalam heberapa Undang-
Undang dan purusan Mahkamah Konsiilusi

Matern muatan pokok dalam Undsoe-Undang ini terding atas:

il

Penpguatan hak Tersangka, Terdakwa. Terpidana, Saksi, Kachan, dan
Penvandanyg DNsahbilitas,

Penpgualan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan
Peovandang  Disabalitas  bertujuan untuk menjarn keadilan,
tranaparatisy, dan perlindunpan hoak asast manusia dalam penegakan
hukum  serls memberikan  kesetaraan  posisi anfara Tersangks,
Terdakwa, Terpidana, Zaks, Korban, <lan Penvandanp Dhisabilitas
dengan aparat penegak ik,

Penyempurnaan  kewensogan  Penyelidik, TPenyidik, dan Penuntoe
Umum, serta penpuatan koordinas: antara Penyidik dan Penuaniul
Llrriegem.

Perulmhan pengaluran im diperlukan uniuk menciptakan sisicm
peradilan pidana yang lebih efekiil, transparan. dan akuntabel agar
dapat meninpkatkan eleklivilas penegakan hukum.

Perubmban peneaturan menpenal Upaya Paksa.

Perubmabhun inl memperluas ruang ingkup dan mekanisme Upava Puksa
denpan menambahkan Penetapan Tersangka dan Pemblokiran.

Penambahan Pengakuan Bersalah (Plee Hargain) dan  Perjanyian
Penundaan Penuntutan [Deferred Prosecution Agrecment).

Ketentuan ant merupskan dua  konscp vang  berkaitan  dengan
penvelesaan perkara pidana di laar pengadilan, namun keduanya
belum diatur sccara eksphsit dalam Undang-Undaneg Nomor 8 Tahun
1981 rentang Hukum Acara Pidana | Indonesia,

Penpguatan mekanisme Praperadilan.

Praperadilan merupakan mekanisme hukam vang bertgpuan untuk
mengu]i keabsahan tindskan Penyidik dan Mfenuntut Umam dalam
preradilan pidana,

FPenguluran mengendl mekanisme Keadilan Eestoraril.

Mekanisme Keadilan Restorauf dilakukan untuk memubbibean keadaan
semula Korban vang dilakukan pada tahap Penyeldikan, Penyidikan,
Penuniutan, dan pemenksaan 41 sidang penpardilan.

g {ranti . . .

SK Mo 273560 A
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g Crant Rupl, Echabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.

Dalam proses peradilan pdana, Cranti Rug, Rehalililasi, Restitasi, dan
kompensasi merupakan bentuk permulibian hak bapi Korban atau pihale
vang dirugmkan akibal suala lindakan pidana.

h. Pengualan peran Advolkat.

Advokat memiliki peran penting dalam memastikan hak Torsangka.,
Terdakwa, dan Termdana terpemnuhi selama menjaloni proses peradilan
pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemerikzaan. Advakat
tidakt hanva memiliki hak uniuk membela Tersangka, Terdakwa, dan
Terpilana, telagm juga memilikt hak dan kewajiban lannya dalam
menjalankan tugas dan lungst scbagal Advokal sesgal dengan kode ctik
dan kecrtentuan peratcran perundang-undangan.

[. Halksi mahkota.

Undang-Undang ini menpatur saksi mahkota vang merupakan
Tersangka atau Terdakwa dengan peran ringan vang dijadikan Saksi
untuk membania mengungkap ketechbatan pelaky lain dalam petkara
vang sama. Jika tidak ada Tersangks berperan ringan, Terdakwa yang
mengako  bersalah dan membwanig substantf dapat  mendapac
pengurangan pudana. Penungukan Spkst mahkota ditentukan aleh
Penuntut Ulmum untuk memperkuat pembuokban terbadap pelaku
ulamy, Mekansme inl harus tetap menjamin keadilan dan menghindari
kesaksian yong dipaksakan,

1. Pengaturan kembali Opaya Hukum.

Undang-Undang im menitikberatkan pada penimgkatan eteldivilas dan
akuntalidilas dalam mekanisme banding dan peninjauan kembsali
Undang-Undang in1 merumuskan pengusian peran penpadilan tinggl
untuk melakukan pemeriksaan ulang fakla vang ada, sesua dengan
perannya. Unfuk memastikan hahws proscs bonding bulkan sekadar
formalitas, telapl bepar-bensar menjadl sarana untuk merlai wlang
fakila dan bukt sccara menvelurah,

11, PASAL DEMI PASAL

Iasal 1
Cukup |clas.
FPasal 2

Cabitpr julas.

fasal 3. ..

Sk Mo 273561 A
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tasal 3
Aat [T}
Ketentuan it dimaksudkan apgar peraturan perundang-undangan

vang lebih rendab dari Undanp-Undang tidak bolelh menpalur
hulmm acara pidana.

Aval [2]
Cukup jelas.
Fasal 4

Yang dimaksud  dengan “sisterm Hakim o akeil  adalabt Hakim
metopunyan peran besar dalam mengarahkan, memutuskasn perkara,
aklif dalam menemukan fakia, dan cermal dulam menilal alat bulke.

Yang dimaksud dengan "pars pihak berlawanan secara berimbang®
adalah yang dikenal tdengan sislem adversarial yvang horus menjamin
keseimbangan antara hak Penvidik, hak Penuntut Umum, dan/ataa
hak Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Denpan demiklan, penerapan hukum scara pidana 41 Indonesia
meTupakan perpacduan anlard sislemn eropa  kontinental denpan
sistern adeersarial.

Pasal 5
Aval [1]
Hurufa

Yang dimaksld dengsan “media elekomukasi danfatauw
media elektronik™ adalah media resno mulik aparat penegak
hukum.

Hurul b

Cukup jelas.
Muaral

Cubup jelas,
Huraf «d

¥ang dimdksud deongan "melakokan asesmen™ antara lain
melakukasn penilaian terhadap kendisi lisik, paileologis, sosial,
dan kcamanan percmpuan dan kelimonpok rendan yang ierlibat
dalam  perkara  pdana,  baik  sebaps; Korban,  Saksi.
Tersangka, maupun Tecdakws.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “mengupayakan fasilitas danalag
rujukan bapi ketrptuban khusus perempuan dan kelompok
rentan” anlara lain:

1. memastikan bahwa ponses Penyelidikan berjalan denpan
memperhatikan kebualuhan khusus, termasuk
penyediaan Eastlitas pemeriksaan vang ramah perempuan
dan anak. pendamping  psikologis, Penegemah, jura
bah=sa isvarat, atan lavanan medis; dan

4. melakukan koordinase denyan lembaga terkat ctalam
pemenubhan kebutubhan khusug perempuan dan leelompok
rantan.

Huruf e

Cukup jelas,

Aval (2]

Hurul a

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup |clas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “data forensik sesearang”, antary lain,
o wajab, reling, asam deooksiribonukleat [DNA) biologi,
kimia, lisika dan data cdontalopg.

Huruf d
Cukup jelas.
Avar (3)
Cubeispe jeslas.
Ayval [4)
Cukup jclas.
Fasal &
Cukup jelas.
Pasal ¥
Avat [1)

Huruda . ..

SK No 273563 A
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Fluraf a

Yang dimaksud  dengan "sesenrang”  adalabh orang
prrscoranpgan enmasuk pejabal kKepolisisn Negara Bopublik
Ilndonesia, PPNE, dan Penyicdik Tertentu,

Fluruf 1
Culleng jelas
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “lindakan pertama”, antara lawn,
menpamankan fempal kejadian perkara dan memasang gares
penlasi (pofioe frme] .

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurgb 1

Cukup jelas,
Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 5 aval (2 huraf e,
Huruf h

Cukup jelas.
Huaruf

Cukup jclas.
Huruf 4

Cukup jelas
Huruf k

Cukup clas.
Huruf |

Cukup jclas.
Huruf

Cukiapy plax.

Hurglim . ..
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Hurul 6
Cukup jelas.
Hurul &
Cukup jclas.
Aval [2)
Cukup jelas.
Ayat {3
Cukup jelas,
Aryat (4]
Cukup jclas.
Aval (5
Clibup jelas,
Pasal &
Cukup [elas.
Pamal 4
Culbaap jurlas.
Puasal 10

Yang dimaksud dengan “pelimpaban wewenang dari Penyidik” adalah
pelimpahan wewenang Penahanan yvang hanva dapatl dilakukan atas
penintaby dare Penyidik kepada Penyidik Pembantu ketika terdapat
hambatan lelak geeprafls vang sulin dijangkau, belum ada Penvidik,
dan/atau kondisl lain yang dapat dilerima menurut leewajaran.

FPasal 11

Cukupr jelas.
I'azal 12

Crabeuy jelas,
Fasal 13

Culkup jelas
Pasal 14

Cukup jrlas.

Haszal 15 . ..
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IPasal 15

Yany dimaksud dengan "walb menunjukkan isnds pengenslnys”
adalah tanda pengenal hanva dipunakan pada tahap Penyclidikan
vang bersifai terbuka.

IPamal 16

Ayt [1]

Ketentuan Penyvelidikan dengan carg penvamaran, pembelian
terselubung, dan penyerahan di bawah pongawasan merupakan
teknik invesigas khasus yang diatur dalam Unedang-Undang,
anlara lain. pada Undang-Undang mengenal oarkolika dan
psikotropika.

Ayat )

Culkup jelas.

Pacal 17

Cukup julas,

Fasal 18

Cukup |elas.

Pasal £

Cukup jelas,

Pasal 20

Cukup jelas.

Fasal 21

Cukip elas.

Pasal 22

Cukup jclas.

[*azal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup pelas.

Pazal 25

Cukup pelas,

SK Ho 273533 A
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Puasal 26

Cukup jclas.
Pasol 27

Cukup jelas.
tasal 28

Cubkup Jelas,
Fasal 29

Cukup jelas.
Fasal 30

Aval [1]

Yang dimaksud dengan “kamera pengawas” adalah Closed Cirenal
Television (CCTV).
Aval {F]
Cakup pelas,
Aoyal (3]
Cukup [elas
Pasal 31
Cukup: jelas.
Fasal 32
Aval [1]
Cukup jelas.
Avat |Z4]
Cukup jelas.
Avat [3]

Yanyg dimaksud dengan "dicatar dalam berita acara" adalah
penulisan scluruh ucapan atau alasan keberutan Tersangka,
Advokat, atau Pembert Bantuan Hukum secara lengkap dan detanl
tanpa ada yang dihilangkan alay disingkat

I*asal 33
Culkup jelas.

Fasal 34 . ..

SK No 273534 4
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Cuboig jelas,

Puasal 35

Cukup |elas.

Paszal 36

Cukup elas.

Pagal A7

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Fazal 3G

Ciukup jclas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Vasal 41

Cukup jclas,

Pasal 42

Cukup jelas.

FPazal 43

Cukup jrlas.

Pasal 44

Cukup jclas.

Pasal 15

Cukup jelas,

Fza=al 46

Cuboup jelas.

Paxal 47

Cukup jelos.

S Mo 273535 A

PRESIDEN
REFPLUIBLIK tHDOOMESIA

- 10 -

Pasal 4& , ..



PRESFODEM
REFUBLIE INDONESIA

=11 -

Pasal 44
Avat [1}
Ok jelas
Avat {2

Yang dimakisud dengan “peabal penyimpan umum”, antara lain,
prepalvatl vanp berwenang dard arsip ncgara, catatan sipl, bala hara
peningpalan, atan nolans sosual dengan ketentuan peralliran
peeruncdang-undangan,

Aval {3

Cukup elas.
Aval 4]

Cukcup jelas,
Aval (9]

Cukup elas.
Avat [

Cukiup jelas.

FPasal 49

Asvat (1)

heterangan yang dibernikan nleh Ahle kedokteran forensik dianggan
sehagar Keleranpan Ahll, scdangkan ketcrangan yvang diberikac
oleh dokler bukan Ahl kedekteran forensik dianggap hanya
sehagal keteranpan.

Awvat 2
Culbiup jelas.
Aval [1]
Culkup jelas
Pasal 20
Cukup jclas.
Pasal o1

Yang dimakszud denpan "peogpalian mavat” termasuk penpambilan
mayat dari semua penis lempal dan cara penguburan.

Pasal 52

Cukup elas.

Pasal 53 ...
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Pasal 5.3
Ayat ]

Pelindungan dulam kelentuan ind adalah pelindungan terhadap
pelapor, pengadu, Saksl, danfatau Korban darl segala ancaman,
vakol segala beatuk  perbuatan yang mempunval  implikasi
memaksa pelapor, pengadu, Saksi, dangatau Korban gnluk
melakulkan suaty hasl yanp berkenaan denpgan  diperlulkannyn
keterangan danfatau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Avat [2)
Cukup jrlas.
Awat [
Cukup ielas.
Avat (4]
Cukup jclas.
Aral (3
Cukup elas.
Axat [B)
Cukup jelas.
FPasal Hd
Cukup jclas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Paszal 5%
Cukup clas.
Pasgul 57
Cukup pelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pazal 3

Coubkup jelas.

Pasal gl .,
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Fasal /0

Cukup jclas.
Pasal &1

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jeias.
Pasal &3

Cukugr pelas.
Pazal &4

Huruaf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pejabar sualv lembaga vang dimaksud juga borstatus sebyapgai
Jaksa, Sebagal contoh dalamm pemberantasan tincdak  pidana
koerupsi oleh Kemisi Pemberantasan Korupsi (KPE)  wvang
kewenangan Penvidikan dan Ponuntutan ada pada lembaga
terscbur, namun yang melakukan Penuntulan adalah Jaksa vang
ada pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Apung. Demubdan pula di
kemindian hari Jika ada lembags khusus vang diberi kewensngan
Penuniutan pidana hanva dapsl dilakukan Jaksa pada lembapa
lersebut atas dasar kuasa Jaksa Agung sehagai Penuniut Umuam
tertingpi dan sebagai pengejawantaban sistem Penuntutan terpacu
{stngle prosgonlion system).

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal B

Aseat [1)

Crenda darman digunakan pada tindalk pidana ckonoma, antars lain,
tindak pidana perpajakan, tndak pidana kepabeanan, atau tindak
pidana ckonom lannya berdasarkan Undang-Undang,

Ayal [2]
Culup jclas.
Pasal 67
Avat (1)
Cukup jelas.

Aval [2)] ...
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Avat [L)

ketentuan i diarikan babhwa seusp Menootut Umom dianplar
uotuk wilayah hukum kejaksaan negen. Apabala ada Jaksa dari
luar wilayah hukum kojaksaan negeri yang bersangkutan Ala dari
Kejaksoan Tingel acau dan Kejaksaan Apung vang akan melaklikan
Fenuntutan di suatu wilayab kKejaksasn negeri tertentu, maka

harus ada surat peongangkatan sementara dar Jaksa Apung
sehapal.Jaksa o tempat ilu

Avat 3
Cukup jelas.
Hamal fHH
Cukup jelas.
Praxsa] 60
Cukup jclas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup joias.
Pagal 72
Al (1]
Huruf a
Cubkup jelas.
Hurul b

Yang dimaksad dengan “tindak pidans bersangkat paat satu
dengan vang  lain®  adalah jika undak pidana terscbut
dilakukan oleh:

a.  lebih dari secrang vanp heketja sama dan dilakukan pada
saat bersamann;

. lebih darn scorang pada saat dan tempat vang berbwecla,
akan tctapl merupakan pelaksanaan dard permulfakatan
lahat yang dibuat oleh mereka sebelurmnya; dan S atao

. seorang arau lehih dengan makswd mendapat slat yang
dipergunakan untuk melakubkan tindek pidana lain atau
menghindarkan dir dar pemidanaan.

Hurul e . ..

SK Mo 271530 A



PRESIDEHN
REPUBLIE INDOMESIA

- 1a

Huruf o
Cukup jclas.
Avatl [Z]
Cukup jelas.
Avat {3
Cukup |elas.
Pasal v3
Cukup jelas.
I'azal 74
Cubkup jelas,
Puasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukupr jelas,
FPagal 7@
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
I*azal B1
Cukup jclas.
Paszal 82
Cukup clas.
Fasal 83
Cukup jelas.
Pasal ¥4
Culbuap jelas.

Pasal 85 . .

SK No 273540 A
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Cukup jelas.

Fazal Ro

Cukup jelas.

Fasal &7

Cukuyp jelas.

Pasal R
Cukup jelas
Pasol 54

Cukup jetas.

Pasal g}

Cukup iclas.

Pasal ©+1

Cukup jelas.

Pasal &2

Cuboun jelas,

Faszal 93

Cukup jelas.

Pasal g

Catkp julas.

Pasul 95

Cukup jelas.

Pasal Ug

Culoup jelas,

Pagal O7

Cukup jelas,

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jclas.

SK No 273341 A
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Pasal 1043
Cukup jclas.
Fazal 10]
Coutkum jelas
Pasal 102
Cukup jelas.
Fasat 1013
Culeuap qebas.
FPasal 104
Cukup jelas.
Iasal 10%
Culup pelas.
FPasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Avat [1]
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pangguan Dsik atau mental yang
berat” adalah keadasn Tersanpka atau Terdakwa yang tidale
mernunglattkan untule diperiksa karena alasan fisik atau
mental.

Hurl b
Cukup clas.

Avat (2]

Cukup [elas.
Arat (3

Cukup jelas.
Awvat [4]

Cubkup jrlas.
Aval [3]

Cukup jelas.

Avar [G) . ..
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Avat [fi

Culoup jelas.
Avat [F)

Cukup jelas.
Avat {H]

ki jelas,

Pasal 108

Byat L]

Cukup jolas.
Avar ()

Cukup jclas.
Axar (3}

Cukup jelas.
Avat (4]

Yang dimaksud dengan "rumah tahanan lain”™, antaca lain, cabang
rumah tahanan di Komisi Pernherantasan Tindak Pidana Korupsi,
cabang rumah tabanan Ji kepolisian, dan cabang rumah lahanan
di kejakzaan.

Ayal {3]

Tersangka atau Terdakwa hanyva boleh keluar rumoah denpan izin
dari Penwvidik, Penuntut Umuam, atau Hakim yvang  memberi
perintah Penahanan.

Avat ()

Tersangkda atau Terdakwa hanva Twleh keluar kota dengan izin dari
Fenyvidik, Penuntut Urourmn, atau Hakim vang membern perintah
Penahanan.

Axat (71

Cukup jclas.
Awvat (8]

Cukup elas.
Aval g

Cukup gelas.

Ayat (10] . ..
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Avar (10
Cukup |clas.
Avat [11)
Cubkup jelas.
Fasal [0
Cukup |clas.
Fasal 110
Ayat [1]
Cukup jelas.
Ayal [2)

Yang divmaksudd denpan “syarat vang ditentukan”, antars lain, wajib
lapur atanl Ddak keluar rumah ataw kota. Masa penangpuhan
Penahanan dan scorang Tersangka atan Terdakwa Lidak termasuk
moasa status tahanan.

Aseat (3)
Cukup jelas.
Avart [4)
Culup jelas
Avar [o)
Cukup jelas.
Avyat {f1]
Culoap julas,
Ayal {7
Cukup jelas.
Avar ()
Culboye jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pazal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 . ..
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Pasal 113
Avat (1)

Kcharusan untuk menggukan izin terlebih dabulu kepads ketua
pengadilan nepert dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi
REZEnrAng alys rumah kediamannya.

Aval [2]
Cukup jelas.
Avat 3]

Jika vaong melakubkan Pongpeledahan rumah ity bukan Penyidik
senciri,  maka  petupas kepolisian ldinnye haras dapat
menunjukkan sciain surat izin keiua pengadilan negen, juga surat
peointah tertulis dari Peryndik.

Avar (4)

Cuboupy jelas.
Avat (5

Cukup jelas.
Avat 6}

Cukup jirlas.
Avat [7)

Cukup jelos.
Avat B

Cukup poelas.
Aval 1]

Cukiup jelas.

Pasal 114

Arat (1)

LCukup jelas.
Avat [2}

Yang dimaksud dengan “2 [dual orang saks)" adalah warpa dari
hingkungan vang bersangkatan.

Avat [3]
Cukup jelas.

Aval (41 .,
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Avat (1)
Cukup pelas.
Aval (3]
Cukup jclas.
Pasal 115
Cukup clas.
FPasal 116
Culkup elas,
Fasal 117
Avat [1)
Cubup julas.
Avat [3)

Pengpeledahan badan dalam ketentuan ol meliputl pemerikzaan
rongza badan.

Pengpgeledaban wvang dilakukan cerbadap wanita, dilaksanakan
aleh pejabmt wanila.

Chalam hal Penyudik berpendapar perlu dilakukan pemeridisaan
rongea badan, Peonyidik dapat meminta bantuan kepada pejabal
kesehatan,

FPazal 118
Clkolyp julas.
Paral 114

Cukup jclas.
Fazal 124

Clylaup jelas.
Paxal 121

Cubkup jelas.
Pasal 122

Cubkup jelas
Pasal 123

Avat | 1]

Florul 2

YWang dimalosud denpan “lagihan®, antars lam, releenmg koran
ol bank, giro, bilyet, ddan sural berbarga.

Hurul b
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Cukup jelos.

Huruf ¢

itk jelas.

Hurul d

Cukup jelas.

Huuf ¢

Cukup jelas.

Huruaf §

Cukup jclas.

Aval |2

Cukup jelas.

Ayval {3)

Cukup jelus.

Avat (4]

Cukup jelas.

Ayan (5]

Culoup polas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup gelas,

Fasal 126

Cukup pelas.

Pasal 127

Cukup |clas.

I'azal 12§

SK No 271847 A
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Cubup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Mazal 131

Cuakup jelas.

Fasal 135

Culkup jelas.

T*a=sal 133

LUk jelas.

FPasal L34

Cukup clas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pazal 13k

Cukup jelas.

Fasal 137

Culkup jelas.

Pasal 118

Cutleng julas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Paual 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup clas.

Pasal 142
Hurul a

Yang

PRESIDEN
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tlérpan

“pemeriksann”

adalah

uniuk

tnendapatihan keteranpan mengenal wentitas Tersangka atau

Terdakwa,

anlatda

laim,

nama, jenis  kelamin,

pekerjuan, tempat hingpal, dan kewargancgaraan.

5K WNo 273548 A
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IMarul h

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huoraf d

Cukup clas.

Huruf ¢

Cukupr jelas.

Fluruf T

Cukaup jelas,

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup pelas.

Huruf

Cukup jelas,

Hurmuaf k

Cukup jclas.

Huruf ]

Cukun jelas.

TTaritl

Cukup jclas.

Hurul n

Cukup jeclas.

Hurul o

Cukup jelas.
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Cukup relas.

Huruf g

Ckonp jelas,

Pasn] |43

Cukup jclas.
frasal 1144
[lvarul =

SK Mo 273550 A

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup peilas.

Tt e

Cukup jrlas.

Hurul d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Hurmaf §

Cukup jelas.

Hurul g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jalas.

Huruai i

Cokup jolas.

Huruf j

Culoup jelas,

Fharaf k

Culoup jelas.
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Cukup elas.

Huruf m

Cubiupr jelas.

Fluruf n

Cukup jclas.

Huruf o

Cukup jelas.

Fluruf

Crkeup jelas.

Hurul

Yang dimaksud denpgan "Pendamping” antara lain:

i.

BN

i

g

Maruf r

petdpas lembaps vang melaksanakan tugas dun fungsi di
bidang pelindungan Baksi dan Korban  scsual denpan
keientuan peraturan pecundang-undangan;

- petugas Unie Pelaksana  Teknis  Dacrabh Perhindunpgan

Perempuan dan Anak,
tenapga keaehatar,

prsrbenlog;

pekerna sosial:

lenaea kesciahteraan sosial;
psikiater;

petugas Lembapa Penvedia Lavanan Berbasxis Masyvarakat;
tan

Fendamping lain.

Cukup jclas.

Huruf s

Cukup jclas.

Huruf L

Cukup jelas.

SK No 273565 A
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Hurul u
Cubiugy jalas.

Ehuruf v
Cukup jrlas.

Huaruf w
Cubkouap jelas.

Tluarul =
Yanyg dimaksud dengan "pernvataan atas dampak undak pdana
wang dialaminya” merupakan pernyalsan yang disampaikan oleb
Korban, kuasa hukumrys, stau Pendamping Korban dalam
sidang pengadilan kepada Penuntur Umum mengenai, dantara
lain, keruglan bsik, psikis, dan ekonomi vang dialami, dampak

sosial dan moral akibat tindak pidana, dsn harapan Korban
terhadap pemulihan atau benluk keadilan yang diinginkan.

Huruf ¥
LCukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup clas.
Pasal 147
Axat [1]
Cukup jelas.
Aoal (2]
Huruf a
Cukup jelas.

[Tueuf 13

Yang ditnaksugd denpan “situasl dan kepentingan” adalah
keadaan dimana perempuan vang berhadapan dengsn
hukum mengalaml kendisi flsik dan psikis sesual dengan
kondist genital scpoitl menstruasi, hamil, melahitkan, dan
TR LIELLL

Huruaf o . ..
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Iuraf ¢

Yang dimaksud dengan "pendaraping” adalab seseorang ataa
kelompok atau orgamsase vang Jdipercaya dan memiliks
keterammlan  dan penpgelshuan untuk mendamping
perempuan vang berbudapan dengan hukum dengan tujuan
memlbiuar  perempsdn merasd aman dan nyaman dalam
memberilean kelerangan sclama proges peracilan
terlane=ung

Humaf d

Cukup jelas

Flvrgf e

Pasal 148

Ayat 1)

Contoh dalam poncrapan avat im adalah hak perempusn
berhadapan dengan hokom Baods jugs memperhatikan
kebutuhan  spesilik perernpuan berdasarkan fungsi
reproduksines,  vaity mensiruasi,  hanol,  melalnckan,
tierylisil, dun anemiliki beban pengasuhan,

Fada sctiap tingkatan  pemeriksaan kehuruhan  spesifik
tersebut  harus  dipenuhi,  misalnya perempuan hamil,
menyusul. atau dengan beban pengasuhan lerhadap onak di
bawah usia 18 [delapan belas) lahun harus dihindarkan dari
penahanan rumah fshanan dan pemenjaraan.

Yang dimaksud dengian "orang lanjul wsia® adalah orang vang
betrazia $0 {enam pualuh) tehun ataa lebih,

Avar [2)

Hurul 4
Sarana dan prasarana kbosus, misalova, kursi risda, jalan
rampa, pegatgan tanpan paoda tangpd, dinding, dan komar
maticdi, akses khusas crang lanjut usia ke, darl, dan di dalam
bangunan.

Huruf b
FPelavanan  Kesehatan  lanmjul  wsiz, misalnya,  perawatan
gertalri, gemninlegik, alau palialil,

Hegrenl e

SK No 2Ti588T A
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Fasal 1449
Avat{l]
Cukup jelas
fivat (2]

Yang dimaksud dengan “iklikad baik” adalah sikap daeo perilaka
Advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan
hukun berdasarkan kode etike profes: Advokal,

Pasal 150
Culup clas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pazal 152
Cukug jelas,
Puasal 153
Cukup jelas.
Pazal 154
Ayt (1]

Yang dimaksud denpan “ridak mampu” adalah orang yang
tergelong kelompok orang miskin,

Asat ()
Cokup jelas.
Aval (3}
Cukup jolas.
Avat (4
Cukup jelas.
Ayat [3]
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup elas.
Pasal 1505

Cukup pelas.

Pasal 157 . ..
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Pazal 157
Cukup jelas.

I*asal 15#
Huirud o

kecuall terhadap pelaksanasn penyitoan benda atau barangy vang
disita tidak ada kaitannya dengan undak pidana vane dilakukan,
Upaya Paksa vang telah mendapatkan izio atan persetujuan ketua
penpadilan negent bukan merupakan obyjek Praperadilan. Upava
Paksa vang tdak mendapalkan zin atau perserujuan ketus
pengadilan negeri merupmkan objek Praperadilan,

Hurul b

Yang dimaksud  dengan "pengheniian penoenlutan™  tidak
lermasuk penyampingan perkara untuk kepenlingan umum vang
menjadl wewenang Jaksa Apling.

Hurul ¢
Culkup jpelas.
Hurul' d
Claboup jelas,
Huruf ¢
Culcup jelas.
Huruf
Cukup jelas
Pasal 15%
Cukup jrlas.
Pasal 160
Culiugs julas.
Paszal 16|

Keteniuan ini beriusn untuk menegakkan hukum, keadilan, dan
kelenaran melalig sarana peogaaasan secara horiontul,

Pazal 162
Cukup jelas.

Prasal 1463
Cukup jclas.

Pasul 161 . _ .
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Basal 164
Cubkup jelas.
Pasal 164
Cukup jolas
Masal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jolas.
Pasnl 168
Cukup nlas.
Pazmal 160
Cukup jrlas.,
Pasal 170
Cubcup jolas.
Fazal 171
Cakup jelas.
Fasal 172
Cukup jclas.
Pazal 173
Aval 1]

Yang dimaksod dengan "Sant Rupl Karena ditanphkan, diahan,
dituntat, diadili, arau dikenakan findaksn lain" merupakan
kerugan vang ditimbulkan oleh penegak hukum yanz melakukan
Upava Paksa vong dilskukan secara tiduk sah menunat hukuam,

Aynt (3]

Fenshanan 1anpa alasan adalabh Penabanan vang lebih lama
danipeds yang dyatuhkan atau  tidak  sesvar proscdor dan
mekanisme vang berlakuo.

A [3)
Culkup jelas.
Asat (4

Cukup jelas.

Avat [ap . - .

SK Mo 2173570 A
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Cukup jelas.

FPasal 174
Cukup jelas,
Paszal 175
Cukup jelas.
Fasal 170
Cukup jilas
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup juias.
Pasal 170
Cukup jclas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Fa=al | &]
Cukup jclas.
Pasal 152
Cuboup jelas.
Pazal 183
Culiup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup clas.
Pasal 186
Cletaps geibas.
Pasal 1587
Cukup pelas,

SK No273471 A
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Faral |85
Cukup jolas.
Pusal 189
Avat (1]

Yang dimaksud dengan “pengpabungan perkara pugstan pada
perkara pidana” adalah supava porkarn gugatan tersehuat pads
ga4at vang sama dipeoiksa serto diputus sekalipus dengan perkarn
]Jidi.‘lt‘l-ﬂ yang becsangkulan.

Yang climmaksud dengan "kerugian Dagl orang lain" termasuk
kerugian pihak Korban.

Avat (2}
Cubeupr jelas.
Aval [3]

Tidak hadimya Penuntut Umumn adatalh dalam  hal  acara
prmeriksaan copat.

Pasal 190
Cukup jelas.
PPasal 19]
Cukup jelas,
Pasal [92
Cukup jelas.
Pazal 193
Aval {1]
Cukup jelos.
Avat (4]
Cukup jelas.
Avar (43)
Cukup pelas.
Awat (4]
Cubkup jelas.
Aval [3)
Yang dimaksud dengan “oranp lain” adalah Keluarga stau Advalkat,

Avat {B] . ..
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Hrat (i
Cukup elas.
Avat [7)
Cukup jclas,
Avat [8]
Cukup jelas.
Faszal 194
Culoup jelas
Pasal 195
Cukup jelas.
I*n=sal 1496
Aovat (1)
Cukup jelas.
Asat (2)

Dalam hal kejuksaan ucgerl vang menerimma sural pelimpahan
prrkara dar kejakssan nepen semula, kejaksaan negerl tersebut
membuat  surat pehimpahan bary untuk  disampaikan ke
pengadilan negen vang tercanlum dalam surat ketetapan.

Ayat {3)
Culbkup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.
Pagal 193

Cukup pelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 200

Aval [1]

Cukup jelas.

Avat (2] .,
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Avat [2)

Cukup palas.

Ayl [}

Poemanegilan  terdakwa  dan saksi  dilakukan dengan  surat
pangeilan alch Penuntuc Umum secara sah dan telab direrima gleh
Terdakwa dan Saksi dalam jangka waklly paling lama 3 (Gea) Har
sebwelym sidang Jdimulad.

Fazal 20|

Zukup jclas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Prasal 203

Cukup jelas.

Pazal 204

Cukup jelas.

Puasal 205

Cukup jelas.

Pasal 2006

Cukup jelas.

Pasal 2007

Cukup jelas.

Fazal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

3K Mo 263504 A

Ayat [1]

Retentuan iml dimaksodkan untuk mencegah jangan sampal
terjadl saling mempengaruhl di antara para Saksl sehinpsa
keteranpan Saksl tidak dapat dibenkan sccara bebas.

Avatl {2]

Mcmadl Saks: adalah salah satu kewaiban sctiap orang. Orang
vang menjadi Baks) setelah dipangpil ke suatu sidang penpadilan
untuk mmemberikan keterangan, retap dengan menclak kewzjiban
iy, oranpg vang  menjads Sakst dapat dikenakan pidana
herdasarkan kerenbian Undang-Undang. Demikian puala halnya
dengan Akl

Prsal 210,
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Pasal 210
Culkup jelas
Pasal 211

kotetangan  Baksi atau Ahll yang ddak mau disumpah  atag
mengucapkan janji, tidak dapal danggap sebapai alat bukti vang sah,
tetapi hanvalabh merupskan kereranpan vang dapat menguatkan
kevakinan Hakim.

Pasal 212
Cukup jclas.
Pazal 213
Cukup jrlas.
Pasal 214
Ayt (1)
Cukup jelas.
Byat (20
Cuabouy jelas,
Bvat [3
Cukup jelas.
Aviat |4]
Cukup qelas.
Avar (5]
Cubup elas.
Ayar (5]
Cukup jelas.
Aval [7)

Yang dimaksud dengan “tidak relevan™ misaloya pertanyvaan vang
diapukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar,
hanya mengulang ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan
cHaTa vang tdak tepat.

Avat [H] ...
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Avat (8}
Cukup jclas.
Avat [4)
Cukup jelas,
Pasal 215

Yang dimaksud dengan "pertanyaan vang bersifal mmenjerat” misalnya
Halam dalam salah satu pertanvaan menyvebutkan suatu cindak
pitdana vang tdak diakuw telah dilakukan oleh Terdakwa stau tidak
dinvalakan olech Haksi, tetapi dianggap scolah-olah diakul alag
dinyatakan. Pertanyaan vang bersifal menjerat udak boleh diajukan
kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi. Ketentuan ind sesiai denpan
prinzip bahwa keterangan Terdakwa atao Saksi haros diberikan
secara hebas di semua Lingkat pemernksaan.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim, Penuntut Dmam,
alau Advokat udak boleh tnelakukan tekanan dengan cars apapurn,
misgalova  denpan  onhimiduesl, mengancam vang mengakiballan
Terdakwa atau Saksi memberikan keteranpan hal vang berbeda dari
hal yang dapat digngeap scbagal pernvataan pikirannyva vang bebas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup galay.
Pazal 218
Hurul a
Cukup jelas.
Huuaf b

Bersarma-samd menjads Tersangka alau Terdakwa, Lermasak jika
sualll lndak pidana diakukao  bersama-sama oleh  para
Tersangka atau Terdakwa, fotapi berkas perkara dipisabkan.
Kelcntuan ini untok menghindari pemberian kcterangan vanog
daput memberatkaty diri Tersanpks atau Terdakwa sendic, jika
Tersangka atau Tecdakwa bergantian meonjadi Saks=s dalam
perkara yang dipisah.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d. . .
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Hurul d
Culnap jelas.
Prasal 219
Cukup jrlas.
Pasal 220
Avar (1]

Pekerjaan alau jabatan vang menentukan adanyva kewajiban untuk
menyimpan rahazia  ditentukan  oleh  peraturan porundang-
undanpain.

Asat [2)
Cukup elas.
Fasal 221

Anak vang belum berumur 14 [empal belas) tahun atau penyandang
disabilitas tnental danfatau disabilitas intelelotual tidale dapat dimintai
pertanppingawsban secara scmpurna dalam hitkum pidana, Uneoak
1y, yang bersanghkutan tidak dapatl diombal sumpah atau jangi dalam
memberikan keterangan dan kKeterangannya hanva dipakal scbagai
potunjuk saja.

Pazal 222
Cukup jelas.
Pasal 222
Avat (1)

Jika menurut pendapal Hakim scorang Saks: akan  merass
tertekan alau Ldak bebas dalam membernikan Keterangan apabila
Terdakwa hadir, untuk menjaga hal vang lidak diinginkan, Hakim
dapatl menyuruh Tordakwa ke luar untuk semcontara dan
persidangan selama Flakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Avat [Z}
Culkup clas.
Pasal 224
Cukup jelas.
FPasal 235

Cukup jelas.

Pasal 226 . ..
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Fazal 226
Cubkoup jelas,
Prasal 227
Cukup elas.
Fasal 228
Cukup jelas,
Pasal 239
Cukup elas.
Pasal 230
Cubug jelas,
Fawsal 231
Cukup Jolas.
Pusal 232
Cubkup jelas.

Pasal 237
Cukup jclas.
Pasal 234
Cukup jalas.
Pasial 235
Ayal (1}
Huruf a
Cukup jelas.
Elarul T
Cukup gelas
Hurul ¢
Yung dimaksud dengan "surat™ adalah dokumen vang ditulia
di atas kKertas, rermasuk jugs dokumen atau data vaog
teriulis atau fersimpan daiam disker, pita thagbetk, alao
media penyimpen Kompuler atau media penvimpan data
elektenmnik lain.
Huorud d

Cokup jelas,

Hurutfe . ..
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Yang dimaksud dengan "barang buki" adalah harang atau
alat yang secara langsung atauw tidak lonpgsung untuk
tnelakukan  tindak pudana (real cridence atau phgsiool
cadence] atau hasi) tindak pidana

1Tuacal £

Yane dimaksud dengan “bulity elektonnik™ adalah informasi
vang dwcapkan, dikirim, diterima, stau disimpan secara
eleloeronil denpan alal oplik stau yang serupa dengan i,
termasnk seliap rekaman data atau adermasi vaong cdapal
dJilihal, dibaca, dan/atau didengar vang dapal dikelaackan
dengan alau tanpa bantuan suary sarana ik veoe tertuang
di atas kertas, benda fisik apapun sclain kertas maupun vang
terekam secara elekironik yang berupa tulisan, gambar, peta,
rancangan, folo, hural, landa, angka, atau perforasi vang
memilikl makna

Hurul g
Cukup |rlas.
Huruf b
Cukiup jalas.
Aval (2]
Cubup relas,
Avar 3
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jclas
Avat [3]
Cukup jelas.
Fasal 236
Avat [1]
Cukup jclas.
Ayat 2]

Cuklp elas.

Avat [3) .,
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Byan (3
Menvandang Disalnlinas memilik kekhususan pengaturan, vaitg
setap orang veng dapat memberikan keterangan mengenai suaty
persling pidana meskipun Udak a dengar sendi. bidak iz lihat
sendiri, stau tidak ia alami sendiri sepanjang keteranpgannya
relevan  dengan  kepentingan  Penvidikan, Peonuontutan, dan
pemeriksann i silang pengadilan, atau orang yang memilika
danfatag menpuasa data danfatau informass vang Lerkaitan
dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
Setlap Sakst,  termasuk  Penvaodang Disabilitas,  berhak
mempereleh dukungan untuk memberikan kelerangannya secara
bebas dan ranpa bhambalan.  sehingga memiliky kekoatan
premibukian vang sama dengan Kelerangan SBakis pada umumenva
sesuadl dengan ketentuan peraturan perundang-undanean,

Avat |4]
Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup clas,
Pasul 238
Avar (1)
Cukup jelas.
Ayt (4]
Ahl vang membutubkan sarat @i ataw sucat Dugas daed Instilgs]
atau lembaga, antara lain, seorang dokeer vang melakukan bedah

mavat atau  aecrang awdilor vang harus melakakan  aadie
keuarngan.

Awal [
Cubkup jelas,
Pasal 239
Huruaf a

Yanp dimaksud dergae "soral l=im” misalnyva, akta de bawah
ranpgar.

Fluriaf 1

Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabal” adalah
sural yang dikeluarkan berdosarkon kewenangan yang dibernkaon
vleh keteniuan peraturan perundang undangae.

Flurufe . ..

SR Mo J7I5K0A,
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Cukup jelas,

Huruf d

Cukup jelas.

Pazal 240
Cukup jelas
Pasal 241
Cukup clas.
Pasal 242
Cukuap jelas,
Pasal 243
Cukup jclas.
asal 214
Cubup jelus,
Pasa] 245
Cukup jolas.
FPazal 246
Culenp jelas
Pavsal 247
Cukup jelas.
Iragol 298
Caklap gelas,
Pasgal 240
Cukup clas.
Pasal 250
Cukup jclas.
Fasal 251
Cukup jela=.
Fazal 252

Cubkup jelas.

5K No 2TI5E1 A
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Pasal 233
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas,
Pagal 255
Cukup jelas.
Fasal 256
Cukup jelas,
Panal 257
Cukup jelas.
Fazal 258
Aot 1]
Cukup jclas.
Avat (2]
Cukup pelas.
Asar ()
Yanp dimaksod dengan "Penyidik atas kuasa Penuntut Umom"

adalah Penuntut Umuam ridak perclu hadir di sidoang penpadilan dan
tidak diperlukan surat koasa.

Yang dimaksod deegran "mlas kussa" adalalh dar Peouniyl Umum
kepada Pergewdik atas dasar denm hukam.

Dalarn hal Penantut Umn hadie, tidak mengurang nilal “atas
kunzsa" terschuc,

Aviat {4]
Cukup elas.
Ayt (3]
Cukup jelas,
Pusal 259
Cukupclas.
Pasal 260
Avat 1}
Pemberitahuan  tersebul  dirnsksudkan spar Terdakws  dapat

memenuhi kewajibannya uniuk datang ke sidang pengadilan pada
biari, ranggal, jam dan lempal yany, diteotukan.

Avati2] ...
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Avat [2)

Sesual denean acara pemenksaan cepat, pemeriksaan dilakukan
Fiart 1tu Juea,

Avat [3)

Uleh karena punyelesalannys vang copat, perkara yaog cliadili
mernlryl cara pemeriksaan copat sekaligus dirmal dalam buku
regisler  dengan  masinganasing  diberd nemor  untak  dapat
disclesaikan secara erumatan.

Avat 1)

Ketentuan im memberikan kepasbian di dalam metgadili menura
AvAra permenksaan cepat schingga tidak diperlukan sucar dakwaan
vang dibual oleh Penunut Umum seperts unluk pemeriksaan
dengan acara biaga, melamnkan dalam buka register.

Fazal 261

Lk jedas.

P sl 262

Cukup clas.

IPasul #63

Avat (1)

keleniuan i dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian
perkara, dengan tetap dilakukan secara 1+]ii dan hati-hatl,

Avat (2}

Cubkup julas.

FPasal 264

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Frasal 266

Cukup clas.

Pasal 2¢:7

S No 273583 A

Sesual denpan makna yang terkandung dalam acara pemeriksasn
ceprat, sepald sesudln berjalan dengan cepat dan tuntas, benda silusn
dikembalikan kepads vang paling berhak parla saal amar palussn
telah dipenuhit.

Pasal 268,
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Pasal 268
Crkup julas,
Pasal 264
Avat [1)
khetentuan ol berlaku bagl setap orang uniuk menghormat
martabat lembaga im, khususova bapl mercka yang berada da
ruang sidang sewakiy persidangan sedang berlangsung, bersikap
hormat dan sopan serls rfiogkah labku vang udak menyebabkat
timbiallnya kepaduhan schingga persidangan terhalang Rarenanya.
Tugas pengadilan bersidat lohure, oleh karena o lidak hanya

bertanggune Jawabl kepada hukum, sesama manasia, dan dirinva,
tecapn juga kopada Tuhan Yang Maha Esa,

Ayat |2)

Cukup juias,
Pirsal 270

Ayat (1)
Cukilp pelas.

Aoyal (2]
Yang dimaksud dengan “petugas keamanan®  adalah pejabat
Kepiolisian Meogara Republik Tndobesia dan tanpa mengurangl
wowenangnyd dalam melakukan lugasnya wajib melaksanakan
petunjuk ketua pengadilan negen yang bersangkutan.

At ()
JCsSCOrATR ¥ang membaws senjata api, senjata lajam, bahan
peledak,  alat ataupun  bends yaog  dapal membahavakan
keamanan sidang tersebur wajib menitipkan 41 tempat khusus
yvanpe disedialean uniak 1.

Aval [4]
Culup jelos
Awat [
Cukup jelas.
Pusal 271
Cukup jclas.
Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273 . ..
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Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275

Penyonpanarn sural pulusan pengadilan melipun seluruh werkas
mengrnal perkara vang ersangkutan.

Pasal 276
Cukup jelas.
I*azal 277
Avar (L]
Felikan putusan dibenikan dengan cuma-cuma.
Ayat (4
Cukup jelas.
Avat (3)
Cubkup jelax.
Frasal 278
Cukup jclas.
Pasal 274
Cukup jclas.
Fasal 2R
Curybug jelas.
Parxal 281
Cukup jclas.
Pasal 282
Cukup |elas.
Fazal 2#H3
Cubkup jelas.
Pasual 284

Cukeeag qula.

Puaaal 285 . ..
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Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup pclas.
Pasal 287
Cukupr jelas.
Fasal 2R&
Mval [1]

hetlentuan pemberian batas waktu 14 (empat belas) Harl adalah
agar perkars banding torsebut cidak tertumpuk i pengadilan
neper] dan segera diteruskan ke pengadilan tngal.

Ayt (2

Cukup jelas.

Ayat (3

Cukup jelas.

Avat (4}

Cukup jclas.

Paza] 280
Cukup jelas.
Pasal 2o}
Culoup jelas.
Pasal 201
Byak 1)

Cubups jerlas,

Avar (2]

SK No 273586 A

fitahan atau tidak
banding

monentukan  Terdabosas
zejak prrmohonan

lingpgi
Undang Undang

Prnpgadilan
berdasarkan
ciajukan,

ik Penahanan vang dikenakan kepada pernohon banding telah

meneapal jangka waktu yang sama dergan pidana vang dijatuikan
olch pengadilan negen kepadunva, pemohon banding dibehaskan
sehketilia ita.

Avat (3. ..



Aval {3)

Cukup jclas.

Avat (4]

Cukip jelas.

Avar (]

Cubkup jelas,

Ayal ()

Cukup jclas.

Pasal 292

CukLp jelas.

Pasal 2493

Cukup elas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Fasal 2495

Cukup jelas.

Pasal 2946

Cukup jelas.

Masal 247

Cukup jelas.

Pagal 298

Cukup jclas.

Pasal 2949

Curlenypr pelas.

FPasal 200

Cukupr jelas,

Pasal 30

Cukup jelas,

Pusal 302

3K No 273587 A
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Cukup jelas.

Pasal 104

Culkup clas.

Pasal 305

Cukupr jelas.

Fasal 306

Cukup jelas,

Pasal 307

Cukup jelas.

Pusal 08

Cukup jolas,

Povaal 309

Cubkup jelas.

Pasgsal 311

Cukup pelas.

Pasal 411

Cukup |clas.

Pasal 312

Cubeup jelas,

Fas=al 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cubkup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 3165

Cukup elas.

Pasal AT

Culoup pelas.

SK Mo 2TISET A
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Cukup jzlas,

Pasal 319

Cubkup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Paxal 321

Cukup jelas.

Pazal 332
Culkup jelas
Pasal 323

Cukup jclas.

Pasal 321

Cukup pelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pazal 327

Cubup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 327

Culoap jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 3731

Clbkup jelas,

Pasal 332

Lukup |elas.

SK Wo 2733589 A
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Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pazal 337
Coathkup jrlos.
Puasal 538
Cukup jelas.
Pazal 3310
Cukup jelas,
Pasal 240
Cukup jelas.
Pazal 311
Cuklp jelas,
Prasal 342
Cukup jelos.
Pasal 344
Culuap jelas.
Tazal 344
Aval (1)

Ketenituan  inl dimaksudkan  bahws  pidana vang  dijatublben
berturut-turut tersebul ditetapkan untuk dijalame aleh Terpicdana
sccara berkesinambungan antara menjalani pidana vanp saig
dengan yang lain.

Avat [2)

Cukun jelas.
Avat [1]

Culup jelas

Pa=al 345 ...
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Pasal 345
Cukup jelas.
Pasal J46
Cukup jolas.
Pasal 347
Cuakup jelas,
Paxadl 348

hkarcnakan  Terdakwa bersama-soma  dijawshi pidana karena
dipersalahkan melakukan lindak pidana dalam satu perkara, wajar
jika biava perkars danfatau ganti rupl ditanpgung bersama secara
rerirmlang.

Pasnal 3449
Byal (]

Tang dimakslyd dengan “Terpidana” adalah kben peroasyarakatan
sebapaimana diatur dalam ketenruan peraluran perandang-
unlangan.

Ayar ()
Cukup jolas
Avat [3)
Cuknip jelas
Pazal 150
Zukup jclas.
Pasal 351
Cultup jelas.
Pasal 352
Avar ]
Cruabougs jelas,
Avar id)

Janekn waktu 3 {tiga] bulan dimaksudkan untuk memperhatilan
hal wvang udak muongkin dislasi pengatarannya dalam wakil
singkat.

Soval (3, ..
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Aoyvar ()
Tukup jclas.
Asat [4)

Ferpamangan  waktu dimaksudkan wntuk fetap dijaga apar
prirlabsariaan lelang terscbul tidak ditunda.

Frasal 333
Cukup jclas.
Fazal 334
Cukip jelas.
Pasal 355
Cukup jclas.
[*agal 336
Cukup jelas
Pasal 3T
Cukup jotas.
Pasal 358
Cukupr jelas.
Paszal 357
Cukup jelas,
Praxal 3600
Cukup jelas.
Pazal il
Coulkup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasnl 363
Cukup jelas.
IPasal 36
Cukup pelas.

Pasal 363 . ..
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Fasial 365

Cukup jelas.
FPaszal 366

Cukup jelas.
Pasal 367

Cukup jelas.
Fazal 368

Cukup jelas.
Pazal 364

Coukup jelas

TAMEAI AN LEMBARAN NEGARA REPUELIK TNDONESLA NOMOR 7149
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